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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika demolaasi lokal di tengah transisi 

politik otonomi dserah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tenlang Pemerinlahan Daerah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 

tentang Pembent.ukan Peraturan Perundang-undangan, dimana secara langsung akan 

mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik, di dserah. Secara lebib · 

khusus melihat bagaimana implementasi kata 'berhak' yang diatur dalam Pasal 53 U 

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, khususnya dslam pembentukan Peraturan Daerah. 

Dari kajian dinamika tersebu~ maka dilanjutkan dengan pemetaan varian-varian 

pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, terutama dalam 

proses pelibatan publik (partisipasi). 

Dalam konteks kajian politik lokal, penelitian ini juga bermaksud untuk mengkaji 

bagaimana partisipasi politik di tingkat lokal pada masa otonomi dserah ini telah 

melibatkan warga secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, tidak hanya secara 

wnwn, namun secara lebih spesifik berkaitan dslam dimensi: Pertama, demolaasi 

ekonomi berupa manajemen partisipatoris seluruh warga dalam pengelolaan aset-aset 

produk1if dan hak kepemilikan bersama. Kedua, demokrasi pluralistik politik berupa 

pemabaman dan kepekaan terbadsp aspek pluralitas identitas dan lokalitas dsri setiap 

warga negara den$3n segenap kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pelibatan partisipasi 

politik mereka dalam pengambilan kebijakan publik. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum non-doktinal, 

yuridiHlmpiric (sociology of law dan political economy of law), dan pendekatan 

multidisipliner dalam melibat masalah yang terjadi di lapangan, yang dikembangkan 

melalui model penelitian partisipatif (participatory research) dan wawancara mendalam 

dengan sejumlah pihak yang terkait. Sample dalam penelitian ini ·adalah purposive 

sample. Basil dsri keseluruban metode dan pendekatan tersebut akan disusun secara 

deskriptif-analitik. 

'. 
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PRAKATA 

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, akhimya penelitian mengeoai partisipasi publik 

ini bisa dirampungkan. Penelitian yang mengambil judul "Dinamika Otonomi Daerab 

dalam Pengembangan Metode Partisipasi Publik Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan (Studi Kasus di Tiga Wilayah: Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan Kota 

Surabaya)", sebenamya merupakan manifeslasi dari keingintahuan lebih jaub proses

proses demokratisasi dalam payung desentralisasi dan otonomi daerab. 

Memang, partisipasi publik Ielah memperoleh penegasan dalam kerangka nonnatif 

undang-undang, namun apakah ini dirasakan manfuat dan efektifilasnya dalam kenyataan 

di lapangan. Temyata, persis seperti dugaan semula, bahwa di tengah situasi transisi 

politik demokratisasi, dengan penelitian ini membuktikan partisipasi publik yang terjadi 

hanyalah karikatif sifatnya, alias tidak pemah dilakukan secara sungguh-sungguh dan 

dengan kerangka hukum implementatifyang tegas. 

Sebenamya, penelitian ini mengbarapkan adanya gambaran alas dinamika demokrasi 

lokal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan publik pasea diberlakukannya 

Undang-Undang Pemerintahan Daerab dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Tennasuk herupaya melakukan pemetaan varian-varian metode 

pengembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pasca 

diberlakukannya kedua undang-undang tersebut. Kemudian, penelitian ini berupaya pula 

menjajaki prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam metode pengembangan 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya 

kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia. Sekaligus, menyelidiki bagaimana kerangka 

nonnatif partisipasi publik dalam metode pengembangan pembentukan peraturan 

perundang-undangan di daerah sebagai bahan masukan pembaruan hukum legislasi. 
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Tentu, penelitian ini tidaklah selesai dengan berakhimya laporan akhir. Penelitian ini 

justru membuka ruang. peluang dan tantangan baru untuk menjelaskan sekaligus 

mendorong segala upaya memperbaiki proses partisipasi publik dan demokratisasi lokal 

melalui pembentukan Perda. 

Semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan hukum di 

kalangan pergunoan tinggi, serta berkontribusi bagi pengembangan metode partisipasi 

untuk pengambilan kebijakan publik yang partisipatif di daerab. 

Saran dan kritik senantiasa diharapkan untuk basil penelitian ini agar tetap menjaga ruang 

pengembangan studi atau penel.itian berkualitas di negeri ini. . . ' 

Surabaya, 25 Oktober 2008 

R. Herlarnbang Perdana Wiratranum 

Airlangga Pribadi 
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BAB 1 PENDABULUAN 

; , J ! . J t~ 

F :' PL:~:i.'.' ' f .. ·\ '\J 

L?\1 '-" i..Jb ! :'.-.:, AI~Ll.NGGA 

S U l~ ABA Y A 

Penel.itian ini bertujuan mengkaji dinamika demokrasi lokal di tengah transisi 

politik otonomi daerah, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undaog No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004) 

dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (selanjutnya disebut UU No. lO Tahun 2004), dimana secara langsung akan 

mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik, di daerah. Dari kajian 

dinamika tersebul, maka dilanjutkan dengan pemetaan varian-varian pengembangan 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, terutama dalam proses pelibatan 

publ.ik (partisipasi). 

Dalam konteks kajian politik lokal, peneli.tian iru juga bermaksud untuk mengkaji 

bagaimana part1sipasi ·politik di tingkat lokal pada masa otonomi daerah ini telah 

melibatkan wargn secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, tidak hanya secara 

umum, namun secara lebih spesifik berkaitan dalam dimensi: Pert~a, demokras.i 

ekonomi berupa manajemen partisipatoris selurub warga dalam pengelolaan aset-aset 

produlctif dan hak kepemilikan bersama. Kedua, demokrasi pluralistik politik berupa 

pemahaman dan kepekaan terhadap aspek pluralitas identitas dan lokaljtas dari setiap 

warga negara dengan segenap kebutuhan dan aspirasi mereka dalam. pelibatan partisipasi 

politik mereka dalam pengambilan kebijakan publik. 
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Secara nonnatif, pengaturan pelibatan publik tidaklab diatur secara khusus, 

terkecuali ditentukan kebarusan pelibatannya dalam Pasal 53 UU No. I 0 Tabun 2004, 

yang menyatakan: 

"Ma.vyarakat berhak memberikan ma.vukan .Yecara lisan atau lertulis 

dalam rangka penyiapan a/au pembahasan rancangan undang·undang 

dan rancangan peraturan daerah. •• 

Meskipun dil,11J1luskan atas inisiasi masyarakat, pasal tersebut memandatkan 

penyelenggara pemeri.ntP.ban \mtuk mengakomodasi bak partisipasi publik untuk terlibat 

dalam penyiapan dan pembahasan legislasi daerah. Masalabnya, belum ada ketentuan 

lebih jauh pengaturan teknis bagaimana mekanisme partisipasi publik itu harus 

diakomodasi oleh penyelenggara pemerintahan, dan apakab mekanisme tersebut sudah 

efektif dalam rangka mendorong demokratisasi politik ekonomi di tingkat lokal. 

Dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban 

sekaligus mendorong adanya rekomendasi untuk melibatkan partisipasi publik secara 

efektif dan demokratis di tingkat lokal. 

Rumusan Masa/ah 

a Bagaimana diaamika demokrasi lokal yang mempengarubi dalam penentuan 

kebijakan publik pasea diberlakukannya UU No. 32 Tabun 2004? 

b. Bagaimana varian-varian pengembangan metode pembentukan peraturan perundang

undangan di daerah (legislasi daerah) pasca diberlakukannya UU No 32 Tabun 2004 

dan UU No. 10 Tahun 2004? 
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c. Apa saja prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam peugembangan metode 

pembentukan pemturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya 

kemngka pemajuan hak-hak asasi manusia? 

d. Bagaimana kemngka nonnatif partisipasi publik dalam pengem?angan metode 

pembentukan pemturan perundang-undangan di daerah sebagai bahan masukan 

pembaruan hukum legislasi daemh. 

\ 
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BABII TINJAUAN PUSTAKA 

Potret dinamika lokal setelah diberlakukannya otonomi daerah yang digulirkan 

sejak 1999, nampaknya tidak sesuai dengan keinginan atau barapan publik secara luas. 

Betapa tidak, betapa merebaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan badan-badan 

eksekutif dan legislatif daerah, serta banyaknya disorientasi dalam pembuatan kebijakan 

publik, sehingga tidak mengherankan terjadi letupan-letupan sosial pnlitik di levellokal. 

Letupan sosial pnlitik yang demikian seringkali dikaitkan dengan tiadanya 

jaminan mckanismc hokum partisipasi publik sebagai bagian dari kontrollpengawasan, 

dimana ia menempati pnsisi tangga partisipasi tertinggi. UU No. 32 Tabun 2004, sebagai 

revisi UU No. 22 Ta~.un.l99~, adalah instrumentasi hokum baru yang menfokuskan 
' ' ' 

pembaruan terhadap partisipasi lokal khususnya terkait dengan kebijakan electoral 

daerab Di sisi lain, sesungguhnya sangat penting dalam pnsisinya mendorong proses 

demokratisasi lokal, adalab lahimya UU No. 10 Tahun 2004, yang mengatur seeara 

khusus mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan, termasuk di level 

lokal atau daerab. 

Dalam konteks inilah, partisipasi publik mendapat momentum dan memiliki 

kerangka instrumentatif-normatif. Tentu, pandangan kerangka instrumentatif-normatif itu 

sendiri tidak seeara langsung menjamin partisipasi publik seeara substansial, karena 

hokum yang dibentuk tersebut merupakan pntret proses pnlitik yang dibasilkan dari 
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persepakatan-persepakatan tertentu. Belum adanya perangkat hukum khusus yang 

menjamin partisipasi publik kecuali hanya penjelasan pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, 

yang menyatakan "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 
' 

dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan 

peraturan daerah." Pasal ini tidak menjelaskan persoalan yang selama ini sedang dihadapi 

masyarakat, seperti bagaimana posisi danjaminan usulan masyarakat, dimana masyarakat 

bisa terlibat pembahasan suatu rancangan peraturan daerah, bagaimana penentuan 

"publik" yang berhak dan harus disertakan dalam pembahasan, dan seterusnya. 

Pertanyaan-pertanyaan te!llebut perlu dij,Yaki dari berbagai buku sumber, jumal, 

penelitian terdahulu, atau belajar dari berbagai mekanisme peraturan daerah yang pemah 

dilalui, sehingga studi ini akan melengkapi catatan tentang partisipasi publik dalam 

membangun kerangka norrnatif di Indonesia. 

Penjelasan Tentang PIUiicipatory Democl'flcy 

Secara rujukan politik, studi dalam riset lapangan ini menggunakan pemahaman 

wacana diskursus parlicipatory democracy, dimana wacarui ini berusaha melampaui 

keterbatasan dari demokrasi liberal dalam membaca partisipasi politik publik diluar 

proses-proses prosedural politik formal sepcrti partai politik, pemilihan umum, dan 

perwakilan politik di tingkat legislatif. Lebih jauh lagi diskursus participatory 

democracy berupaya untuk mengelaborasi lebih luas dan mengakar konsep tentang 

warganegara, kewargaan dan partisipasi warga (civic participation) dengan 
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memperhitungkan kompleksitas dan diferensiasi kelompok dan identitas dalam proses 

gerakan sosial politik yang tengah berlangsung (David Beetham 1999; 9-1 0). 

Wacana participatory democracy mengelaborasi formasi sosial dan politik di 

masyarakat Iebih luas dari kajian-kajian politik mainstream tentang wacana demokrasi 

elektoral dan liberal yang hanya mengkaji aspek-aspek prosedural ·demokrasi dan 

pembedaan wilayah ruang publik dan prival Lebih jauh dari itu wacana ini merambah 

ruang-ruang haru dalam wilayah politik dengam melakukan hibridasi secara radikal 

dalam konteks material dan kultural. Secara material, wacana ini berusaha untuk 

menunjukkan bahwa kebangkitan demokrasi tidak berawal dari terbangunnya 

kelemhagaan politik formal (partai politik, parlemen, dan prosesi pernilu) namun Iebih 

pada aspck substansial demokrasi ekonomi berkaitan dengan manajemen partisipasi 

bersama dalam konteks kepemilikan, produksi dan pemanfaatan dari aset-aset produktif 

bagi masyarakal Namun berbeda dengan wacana sosialisme klasik yang berusaha untuk 

membangun sentralisasi organisasi dengan otoritas politik yang sentralistik dan hirarkhis 

dimensi dcmokrasi ekonomi dari wacana participatory democracy berusalta untuk 

memetakan, menganalisis dari berbagai wilayah relasi kuasa, dimana pengelolaan dan 

pengambilan keputusan yang dibuat melalui komunitas yang Iuas dan plural yang dapat 

diidentifikasikan lewat hak klaim dari warganegara (claim rights citizenship) (David 

Beetham !999; 13). 

Sementara secam kulturalis. wacana participatory democracy berusaha untuk 

membuka d~n melam?al'i·gag.)san dari demokrasi liberal yang hanya terfokus hanya pada 

partisipasi politik dari warganegara ( dengan pemahaman yang homogen dan abstrak 

terhadap pengertian warganegara dan individu). Lebih jauh Iagi dimensi kulturalis dalam 
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wacana participatory democracy berupaya untuk mengelaborasi gerakan-gerakan sosial 

politik di tingkat akar rumput dengan memperhatikan dan menunjukkan kepekaan 

terhadap aspek-aspek identitas partikularitas (gender, etnik, religi, dll) dengan 

memperhatikan aspek-aspek hegemonic dari relasi kuasa yang ada dan posisi subyek 

lokal (local subject position) dalarn hubungan kuasa pada ranah-ranah politik. Sehingga 

melalui pengharnpiran participaJory democracy, maka ranah kajian politik akan 

membuka dan menciptakan ruang-ruang politik baru yang didefinisikan melalui 

komleksitas dan multiplikasi berhagai subyek politik yang melarnpaui hubungan 

mainstream yuridiksi negara dan memasuki ruang dialog yang lebih mendalarn pada 

ruang-ruang praktek sosial dan politik yang memberikan perhatian lebih terhadap 

identitas ctdtural dan politik dari setiap komunitas dalarn ranah politik demokrasi lokal 

(David Beetham 1999;12-15 ; Cohen&Arato 1994, I 0-12). 

Penggunaan teori yang demikian sangatlah relevan dalarn menggamharkan 

perdebatan dan tarik-menarik kepentingan negara dengan rakyatnya di level transisi 

politik otonomi daerah dan pertumbuhan demokratisasi di Indonesia sekarang. 

Teori Arstcin, dan Kerangka Normatif Good Governance 

Salah satu teori yang pula akan sangat melekat dalarn penelitian ini, sebagai alat 

analisis, adalah teori tangga partisipasi yang diciptakan Sherry R. Arstein (1969). Tangga 

partisipasi publik tersebut menyediakan parameter sarnpai sejauh mana sebuah partisipasi 

dalam pengambilan keputusan publik sebenamya telah tetjadi. Khususnya partisipasi 

yang melibatkan kelompok yang paling rentan dalarn masyarakat. Tiap tingkatan dalam 

tangga partisipasi model Arnstein ini disusun berdasarkan "corresponding to the extent of 

.· .. 
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citizen's power in determining the plan and/or program." {Arstein, 1969: 216-224). 

Secara umum, dalam model ini, ada tiga derajat partisipasi masyamkat; {I) tidak 

partisipatif (nonporticipotion); (2) derajat semu (degrees of tokenism) dan; kekuatan 

masyarakat (degrees of citizen power). (Lihat figur 1.) Masing -masing derajat 

ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat terlibat dalam proses pembentukan 

kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh negara. Tapi seberapa jaub masyamkat 

(dalam hal ini kelompok miskin dan rentan) dapat menentukan basil akhir atau dampak 

dari kebijakan atau program tersebut. 

Derajat terbawah, terdiri dari dua tipe "partisipasi" yaklti, manipulasi 

(manipulation) dan tempi (therapy). Dalam tabap ini, ''partisipasi" bertujuan untuk 

"menatar" masyarakat dan "mengobati" luka yang timbul akibat kegagalan sistem 

pemerintaban. Tidak ada niatan sedikitpun untuk melihatkan masyarakat dalam 

menyusun kebijakan atau program pemerintaban. 

Derajat menengahlsemu, terdiri dari tiga tipe partisipasi yaitu, penginformasian 

(Informing), konsultasi (consultation), dan peredaman (placation). Dalam tabap ini sudab 

ada perluasan kadar partisipasi. Masyarakat sudah bisa "mendengar" (penginformasian) 

dan "didengar" (konsultasi). Namun begitu, tahap ini belum menyediakan jaminan yang 

jelas bagi masyarakat bahwa suara mereka diperhitungkan dalam penentuan basil dari 

sebuah kebijakan publik. Sedang tahap peredaman memang sudab memungkinkan 

masyamkat (kbususnya yang rentan) untuk memberikan masnkan secara lebih signiftkan 

dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pongambilan keputusan masih 

dipegang oleh pemegang kekuasaan. 

\ 8 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



Derajat tertinggi, terdiri dari tiga tipe partisipasi yakni, kemitraan (partnership), 

delegasi kekuasaan (delagated power), dan yang teratas adalah kendali masyarakat 

(citizen control). Dai>•J t..hap ·;ni partisipasi kelompnk rentan sudah masuk dalam ruang . . 

penentuan proses dan dampak kebijakan. Masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan 

"penguasa tradisional" dalam posisi pnlitik yang sejajar (kemitraan), atau bahkan lebih 

jauh mampu mengarahkan kebijakan karenn ruang pengambilan keputusan telah 

"dikuasai" ( delegasi kekuasaan). Hingga pada tahap akhir, partisipasi sudah sampai pada 

puncaknya ketika masyarakat secara pnlitik maupWl administratif sudah mampu 

mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan tersebut 

(kendali masyarakat). 

Tabell 

Ladder of Partk/pation 

Power (Kekuasaan 
Masyarakat) 

(Semu) 

Dari konsep Arnstein tersebut, akan dikemukakan beberapa prinsip dasar dari 

pembukaan ruang partisipasi publik yang optimal baik secara formal-prosedural maupun 

ekstra formal-prosedural. Prinsip-prinsip ini berusaha sebisa mW>gkin mendasarkan pada 

rintangan-rintangan obyektif yang nyatn di dalam relasi kuasn (antara masyarakat dan 

negara) dan relasi sosial (antara kelas-kelas di dalam masyarakat). 
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Analisis Arstein akan semakin menarik bilamana dikaitkan dengan prinsip-prinsip 

Good Governance (pemerintahan yang baik) yang menjadi kerangka instrwnentatif

nonnatif hukum penyelenggaraan negara. Kadar pemerintahan yang baik belum tentu 

mencenninkan realitos pemihakan terhadap isu-isu kepentingan publik, meskipun secara 

prosedural telab memenuhi standar administrasi pemerintaban yang baik. Konsep 

pembentukan peraturan perundang-undangan (kbususnya di daerab) yang baik itu seperti 

apa standarnya, adalah juga belum jelas. Sehingga dalam studi kepustakaan ini, 

pemikiran Profesor Addink (Utrecht University), sebagai salah satu pemikir hukum yang 

cukup populer dalam ren.1idik>m hukum di Indonesia, akan menjadi catatan analisis pula . . 

yang melengkapi studi ini (Dr. GH. Addink, 2002). 

Meskipun dalam konteks pemikiran, good governance dikenal demikian luas, 

tcnnasuk dalam strategi pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, namun 

di dalam praktek jaminan prosedural belumlah tentu memberikan jarninan perlindungan 

secara subtansialterkait dengan hak-hak masyarakal 

lsu, konsep, praktek dan penilaian terhadap good governance bukanlah hal baru, 

dan hal ini Ielah lama menjadi perbatian dan kritik yang dilakukan melalui banyak studi 

(Abrahamsen 2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 1995; Parasuraman, et. al. 

2004; Pieterse 2004; Purbopranoto 1978; Quadir et al. 2001; Robinson 2004; Gathii 

1998; Hosen 2003). Meskipun di tiap negara memiliki konteks sejarah dan budaya yang 

berbeda dalam diskursus ketatapemerintahan, namun kemunculan good governance yang 

begitu dominan di negara-negara dunia ketiga secara tiha-tiba merupakan situasi lain, 

disain mendunia. Padahal di Indonesia sendiri Ielah memiliki dan mengakar konsepsi 

warisan sistem hukum civil law-nya yang tidak lepas dari pengaruh kolonial Belanda. 
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Dikenal, algemene bepalingen van behor/ijk bestuur (biasa disingkat ABBB, atau 

prinsip-prinsip umum pemerintah yang baik). Prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam 

putusan administrasi, yang di dalam hukum administrasi memiliki tiga elemen: (i) rule of 

law; (ii) demokrasi; and (iii) elemen instrumental, termasuk efficiency (doelmatigheid) 

and ejfec/ivenes (doeltreffenheid) (Hadjon et al 1993: 266-270). Di Belanda sendiri, ide 

ABBB telah cukup lama dikuliahkan di Faculteit Rechtsgeleerheid (Addink 2002; 

Langbroek in Addink 2002). 

Sementara di sisi lain, dtemnkan sejumlah fukta bahwa proyek pembaruan 

ketatapemerintahan melalui good governance cenderung untuk melayani promosi 

konsensus pembaruan sosial dan ekonomi, khususnya dengan mengaplikasikan 

pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipssi. Di titik ini, diskursus dan atah 

kecenderungan bak-bak asasi manusia harus lebih menyesuaikan dengan kebutuhan 

liberalisasi pasar. Inilah yang disebut 'market friendly human rights paradigm' 

(psradigma bak-hak asasi manusia yang ramah pssar) (Wiratraman 2007). 

Dalam konteks yang dernikian, pembemnkan peraturan perundang-undangan di 

daerah sangadah multifuktor dalam proses atau mekanisme maupun secara substansial, 

dan terbuka kemungkinan terjadi tekanan-tekanan liberalisme. Good governance yang 

menjadi prasyarat untuk pembentukan legislasi (Seidman et al. 2001) yang lebih 

bertanggung jawab, haruslah ditinjau ulang untuk melihat meodalam prakteknya yang 

menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat lokal berpartisipasi lebihjauh. 
. \ 

Dalain jlOnjel._<an di atas, maka kepustakaan yang terkait dengan pemikiran 

participatory democracy, tangga partisipasi, serta kerangka nonnatif good governance, 
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akan memperkaya dan mempertajam kajian dinamika dan pengembangan metoda 

partisipasi publik dalam pembentukau Iegislasi daerah. 

\ 
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BABill TU.JUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

i'.l 1 L , :<. 
rr.nn:::. 1 t'.!.i\.-'.N 

ur-.;n i_l SiT.· S A:I~U.~~GG.\. 

S U P- A B ,, Y A 

Tujuan jangka panjang penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan akademis 

maupun praktis daJam upaya strategi pembaruan hukurn legislasi daerah, terutama terkait 

deogan pengembangan metode pembentukan peraturan perundang-und~ngan di daerah 

pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 10 Tahun 2004. Sudah cukup 

banyak kajian kebijakan publik diterbitkan atau dipublikasikan, namun belum ada secara 

khusus yang mencermati kebijakan publik tersebut dalam proses transisi politik otonomi 

daerah dcngan kcrangka normatif huku"m legislasi, terutama mengkaji bagaimana prinsip-

prinsip ideal partisipasi publik dijamin. 

Secara khusus, peneJitian ini bertujuan, 

a. Menggambarkan dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi dalam penentuan 

kebijakan publik pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004. 

b. Memetakan varian-varian pengembangan metode pembentukan peraturan perundang-

undangan di daerah pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 10 

Tahun 2004. 

c. Menjajaki prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam pengembangan metode 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya 

kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia 
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d. Menjajaki kerangka nonnatif partisipasi publik dalam pengembangao metode 

pembentukan pemturan perundang-undangan di daerah sebagai bahan masukan 

pembaruan hukum legislasi daerah. 

KeutaltUlan Pe11elitian 

Sebagaimana telah diuraikan ringkas sebelumnya, dalam konteks kajian politik 

hukum lokal, penelitian ini memiliki keutamaan agar pada masa depan partisipasi politik 

di tingkat lokal dalam pengambilan kebijakan publik (hukum), dapat mehbatkan warga 

secara lebih optimal dan demokratis. Proses pengambilan kebijakan, utamanya dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangao di daerah tidak hanya secara umum 

menyangkut isu-isu otonomi daerah seperti pemasukan anggaran daerah, pemasukan 

investasi ke daerah, penyediaan sarana publik dan isu-isu sejenis, namun secara lebih 

spesifik berkaitan dalam pemahaman dan kepekaan terbadap dimensi-<limensi demokrasi 

dan hak asasi manusia. Dengan dimensi seperti ini, maka demokrasi plnralistik politik 

berupa pemahaman terhadap aspek pluralitas identitas dan lokalitas dari setiap 

warganegara dengan segenap kebutuhan dan aspirasi mereka tekait pelibatan partisipasi 

politik dal"!" oenga.,bi~•n ko.bijakan publik. 

Oleh sebab itu, perangkat nonnatif yang disediakan dalam UU )'lo. 10 Tahun 

2004, perlu dicennati implementasinya di lapangan, terutama terkait dengao mekanisme 

lokal dan budaya yang mempengaruhinya, sehingga proses-proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan Negara tersebut tidak justru mematikan keberdayaan 

masyarakat lokal. Hukum-hukum lokal dalam proses penyelesaian masalah-masalah tidak 
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dipandang sebagai persoalan hukum bagi Negara, tetapi justru harus menjadi perangkat 

yang menfasilitasi dan menjamin plumlitas proses demokmtisasi. 

Melalui pemahaman dan kepekaan terbadap aspek demokmsi dan pluralitas 

identitas dari setiap komunitas dalam partisipasi politik di tiga daemh tersebut, maka 

penelitian ini dapat memmbah ruang-ruang baru dalam tiap ekspresi partisipasi politik 
' . \ 

secara lebih ineodalan• .berhubungan dengan kepernilikan terhadap aset-aset produktif 

dan penggunaaMya bagi kepentingan warga negam dan pemahaman terhadap pengakuan 

aspek-aspek partikularitas identitas dan kesetaraan plumlitas gender, etnik, dan agama 

dalam partisipasi politik pada ams demokmsi lokal. Sehingga di masa depan dapal 

dirumuskan strategi pembaruan kebijakan partisipasi dalam hukum Jegislasi dapat 

menjangkau aspek-aspek substansial dalam ruang sosial masyamkat yang menyangkut 

partisipasi politik lebih langsung baik secara ekonomi dan aspek plumlitas identitas 

politik. 

• 
Dengan keutamaan penelitian yang demikian, dibampkan penelitian ini akan 

memperoleil basil pemetaan dan varian partisipasi dalam pengembangan metode 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, utamanya strategi pembaruan 

hukum di bidang hukum legislasi, secara sistematis dan komprehensif yang menjamin 

proses pemajuan hak-hak asasi manusia. Dan tentunya, dibampkan akan membantu bagi 

pengambil kebijakan daerah untuk lebih rapi dan strategis dalam mengernbangkan 

metode partisipasinya dalam pembuatan legislasi daerah. 
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BABIV METODE PENELITIAN 

Pendekatan 

Penelitian ini, dalam konteks hukum, menggunakan pendekatan penelitian hukum 

non-doklrinal, dimana menempatkan posisi hukum sebagai proses yang terbentuk di 

ranah pengalaman sosial, politik dan ekonomi, bukan pada ranah normatif semata 

Dengan pendekatan ini, maka pertama, proses pencatian konseptual dilakukan dengan 

meletakkan empirisme sosial sebagai ala! analisis dan selalu mengecek norma-norma 

yang kebenarannya bersifal formal. Kedua, menggunakan silogisma induksi dan 

memperoleh simpulan-simpulan yang dati suatu proses induksi. Kesimpulan yang 

diperoleh sebagai conclusio di dan dati dalam silogisme induksi, selalulah berupa 

deskripsi atau eksplanasi tentang ada-tidaknya hubungan (entah kausal atau korelatif) 

antara berbagai vatiabel sosial~bukum (Wingyosoebnroto, 2002: 162-164; Sidharta, 

2004 : 240-246). 

Dengan kerangka dcmikian, maka studi-studi hukum sebagaimana pendekatan 

.wciology t!f law (Wignyosoebroto, 2002: 160-162; Rasyidi, 2003: 121-124) dan political 

economy of law (McNollgast 2003), dikembangkan dan diroanfaatkan untuk menganalisis 

dan memberikan jawaban tentang masalah kecfektifan bekerjanya seluruh struktur 

institutional hukwn. 
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\ 
UntUk .nengano1isisnya di1akukan secara kualitatif, baik dengan mengetengahkan 

prinsip-prinsip hukum (seperti prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-

undangan) dan syarat proseduralnya (mekanisme hukum), maupun menganalisis berbagai 

faktor-faktor sosia1, ekonomi dan politik da1am proses mempengarubi prosedural dan 

substantif1egis1asi daerah. Dengan begitu, pe1ibatan disiplin ilmu lain ( dalam hal ini ilmu 

sosial-politik) diper1ukan untuk memotret rea1itas pembentukan peraturan perundang

undangan, atau biasa disebut pendekatan studi hukum kritis (critical legal studies) (Unger 

1996, 1999; Farrar, 1990). 

Pendekatan studi hukum kritis yang demikian sesungguhnya mempertemukan 

dengan pendekatan ilmu sosial yang berbasis pada pendekatan teori sosial kritis (critical 

social theory), yakni pendekatan da1am metodo1ogi rise! yang berusaha me1ampaui 

pendekatan mainstream positivistik dalam studi ilmu sosial dan politik yang hanya 

berlrutat pada permasa1ahan penemuan keajegan po1a-po1a sosial dan hubungan-

hubungan yang ber1angsung antara variabel sosial. Melalui penghampiran metode sosiat 

kritik, pene1itian ini berupaya memahami konstruksi po1itik yang ada dan po1a-po1a 

dominasi politik yang berlangsung da1am hubungan re1asi politik yang terbangun (Agger 

1991 ). Se1anjutnya dengan memahami proses-proses po1itik yang ada se1anjutnya 

pene1itian ini berupaya menganalisa bagaimana realitas pembentukan peraturan undang

undang ini menjadl bagian dari tindakan po1itik partisipasi warga untuti merekonstruksi 

ulang realitas potitik da1am Jokalitas wilayah mereka. 

Metode Pengumpulan Data 
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Data dikumpulkan dari data primer dan sekunder. 

Data primer diambil dari sejwnlab rangkaian wawancara dengan metode semi

structured interview (Bryman 2004: 126), yakni menggunakan panduan pertanyaan 

namun telbuka peluang untuk memperluas dan mengernbangkan pertanyaan yang 

disesuaikan dengan situasi lapangan. Untuk melengkapi wawancara, di setiap wilayab 

penelitian (Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar dan Kola Surabaya) dilaksanakan 

diskusi-diskusi informal dengan 2-3 orang responden secara bersamaan, yang berguna 

untuk mengecek silang kebenaran-kebenaran korespondensi tersebut Sedangkan analisis 

kebenaran koherensi terhadap prinsip-prinsip hukum, akan dikumpulkan sejumlab 

peraturan perundang-undangan produk legislasi daerab sebagai data primemya. 

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen penunjang, laporan, 

catatan prosiding, dan sejumlah literatur yang terkait. 

Sample yang diambil untuk penelitian pembentukan perundang-undangan di 

daerah ini adalab purposive sample, yakni berfokus alas bersasaran dalam pemilihan 

sample (Punch 2005: 187-188). Sample yang demikian merupakan kekhususan dalam 

menentukan wilayab, narasumber, aktifitas yang diseleksi secara ketal dalam rangka 

melengkapi informasi yang tidak didapat dari sumber atau pilihan lainnya. Proses seleksi 

yang demikian sangatlab pentlng untuk mempertimbangkan dalam keputusan-kepotusan 

kualitatif yang hendak dianalisis (Maxwell 2005: 87-91). Selain itu, batasan legislasi 

daerah yang dilakukan dalam riset ini, mencakup Peraturan Daerah yang telab disabkan 

serta mencermati Peraturan Daerah yang sedang dibabas, setelah tahun 2004. 
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LoluJsi Perre6tian 

Lokasi penelitian dilakukan di 3 wilayah di Jawa Timur, yakni Kola Surabaya, 

Kabupaten Jember, dan Kabupaten Blilar. Pilihan lokasi tersebut didasarkan karakteristik 

wilayah yang berbeda dari sisi sosial dan kultural. Kola Surabaya, mewakili karakteristik 

masyarakat r.erl:otaan, · de,igan' percampuran bndaya yang sangat tinggi karena lokasi . . 

pusat perdagangan di Jawa Timur, dan infiastruktur komunikasi dan teknologi yang lebih 

baik dibandingkan wilayah lainnya (kaum miskin urban). Dengan menggunakan 

terminology Clifford Geertz mengenai budaya santri-abangan, Kabupaten Jember, 

mewakili karakteristik masyarakat desa dengan budaya Madura pendalungan yang cukup 

kuat, termasuk tradisi santri yang mempengaruhi pola kehidupan sebari-bari. Sedangkan 

Kabupaten Blitar mewakili karakteristik masyarakat desa dengan budaya Mataraman, 

dimana kultur ahangan lebih terlihat kental dibandingkan dua wilayah lainnya. Varian 

struktur sosial yang demikian diperkirakan akan mempengaruhi dinamika dan model 

pengembangan kebijakan-kebijakan yang diarnbil di daerah tersebut. Artinya, ketiga 

wilayah tersebut memiliki potensi yang sangat menarik dan sangat tepa! menjadi 

laboratorium k!Yian hukum pembentukan perundang-undangan dan politik partisipasi 

dalam konteks transisi politik otonomi daerah. 

Subyek Pene/1//an 

Subyek dalam penelitian ini adalah organisasi masyarakat, pengambil kebijakan 

di daerah (Bupati, Walikota, aparat birokrasi pemerintahan lokaVdinas-dinas, anggola 
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DPRD, dll. ), pengurus/anggota partai politik, organisasi non-pemerintah yang terlibat 

dalam pengawasan kebijakan dan anggaran, lembaga-lembaga konsultan kebijakan 

daerah (universitas, jasa konsultan khusus, dll. ), kalangan jumalis yang kerapkali terlibat 

secara langsung maupun tidak memperoleh kesempatan meliput kebijakan, dan 

individuaVorganisasi lainnya 

Penelitian ini menggunakan perspektif penelitian hukum non-doktrinal, dengan 

mengernbangkan kajian multidisipliner, sehingga diharapkan penelitian ini akan mampu 

menemukan prinsip-prinsip ideal pengembangan metode pembentukan perundang

undangan di daerah di masa transisi politik otonomi daerab. Sedangkan alai analisis yang 

digunakan adalah teori-teori hukum, khususnya dalam rangka memetakan community 

based legislation (legislasi berbasis pada perlindungan hak-hak komunitas). 
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BABY BASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian I: Tinjauan Normatif Pasal 53 UU No. 10 Tabu a 2004 

Pasal53 UU No. 10 Tahun 2004: Pinto Masuk Partisipasi Publik 

Untuk membabas lebih jaub dinamika partisipasi publik dalam pembentukan 
\ 

legislasi daerah;:idakl&b bisa dilepaskan dari konteks pemberlakuan pasal 53 UU No. 10 

Tahun 2004. Secam tegas dirumuskan partisipasi sebagai bale, sebagaimana terlibat dalam 

rumusan berikut: 

"Masyarai«lt berhak memberikan masukan seciua /isan atau tertulis 

da/am rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang 

dan rancangan peraturan daerah. " 

Bila ditafsirkan, secam hokum metude untuk mewujudkan hak partisipasi masyamkat 

tersebut bisa dilaksanakan secam: 

I. Lisan 

2. Tertulis 

Lisan dalam hal ini, menurut penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1999: 598), bemrti kata-kata yang diucapkan atau berkenaan dengan kata-kata yang 

diucapkan. Artinya secam langsung warga masyamkat dapat menyampaikan pendapat, 
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aspirasi, keluhan atau keberatan, melalui tatap muka secara langsung dengan sejumlab 
. . ' 

pihak yang · m-.milikl . koweriangan hukum menerima dan menampung partisipasi 

masyarakat 

Sedangknn metode tertulis, pnrtisipasi masyarakat dilakukan dengan cara 

menuangkan tulisan, baik berupn tulis Iangan maupun diketik, dan kemudian 

disampnikan kepnda lembaga tertentu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. 

Ditinjau dari tabapan keterlibatannya, seeara hukum masyarakat hanya diberikan 

hak untuk berpartisipasi di saat penyiapan dan pemhabasan. Malena penyiapan dalam 

konteks keterlibatan publik ini bisa berupa: 

L Mengusulkan atau memberi masukan topik, atau masalab terkait untuk diatur dalam 

legislasi 

2. Menyiapkan draft rancangan usulan legislasi 

Sedangkan dalam proses pembahasan, keterlibatan publik bisa berupn: 

I, Mendengarkan proses-proses diskusilpersidangan dalam proses pembabasan di 

DPRIDPRD, 

2. Diundang untuk memberikan masukan terhadap draft yang sedang dibahas 

3. Mengusulkan secara langsung sebelum maupun di tengab persidangan pembahasan 

4, Dengar pendapnt 

Ditinjau dari sisi produk hukum yang memberikan peluang keterlibatan publik, 

berdasarkan rumusan pasal53 UU No. 10 Tabun 2004, hanya terbatas pnda pemhentukan 

Undang-Undang dan Perallltan Daerah. Latar belakang mengapn hanya terbatas kepnda 
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i tl llK , . .. ~ r r i .r--;.;:.Tt .• , .. . . r·----A UN1Vl.h~1TA.~ ,<~..! f,.L,\ -..vu 

S U R A B \ y ,\ 

dua produk huk.'Um tersebut, karena proses pembentukannya melibatkao perao dua cabang 

kekuasaao dalam trias politika, yakni kekuasaan eksekutjf dan legislatif 

Berdasarkao pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004, dirumuskan babwa materi Undang-

Undang berisi hal-ha1 yang: 

a. Mengatur lebib lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang meliputi: 

l . bak asasi manusia 

2. hak dan kewajiban warga negara 

3. pelaksanaan dan penegakan kedauJatan negara serta pembagian kekuasaan negara 

4. wilayah negara dan pembagian daerah 

5. kev..arganegaraan dan kependudukan 

6. keuangan negara. 

b. Diperintahkan oleh sua~u (Tndang-Undang untuk d.iatur dengan Undang-Undang. 

Sedangkan materi Peraturan Daerah, berdasarkan pasal 12 UU No. 10 Tahun 

2004 adalah selurub materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomj daerah dan 

tugas pembantuan, dan menarnpung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Mekanismc Jlu kum Pnsal 53 UU No. JO Tahu n 2004 

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, roekanisme 

bukum yang digunakan, masyarakat memiliki hak berpartisipasi secara lisan atau tertulis 

23 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



dalam rangka penyiapan atau pembabasan rancangan undang-undang atau rancangan 

· peraturan daerah. 

Dalam Penjelasan pasal 53 UU No. I 0 Tahun 2004 tersebut, dirumuskan bahwa: 

"Hak ma~yarakat da/am ketenJuan ini dilaksanakan sesuai dengan 

l'eraturan 1'ata 1'ertib Dewan Perwakilan Rakyat!Dewan Perwaki/an 

Rakyat Daerak " 

lni berarti secara hukum, ada pembatasan terkait dengan mekanisme hukum 

partisipasi yang ditentukan oleh dua produk hukum sesuai dengan tingkatannya, yakni: 

I. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Tatib DPR), untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan dan pembabasan undang-undang; 

2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), untuk 
' . \ 

berpartiSipn.'i dalaon.(xinyiapan dan pembahasan peraturan daerah. 

Oleh sebab itu, perlulah dipahami bagaimana pengaturan hukum melalui Tatib 

DPR/DPRD tersebut. Penelitian ini pula Ielah memeriksa secara khusus dokumen Tatib 

DPRD untuk dianalisis secara hukum, karena fokus dari penelitian ini adalah Peraturan 

Daerah sebagai salah satu dari produk hukunt daerah. Pertanyaan kuncinya adalah, 

apakah pengaturannya sesuai dengan standar UU No. I 0 Tahun 2004 atauhkah terjadi 

perluasan pengaturan secara nonnatif1 

Ketentuan Tala Tertib DPRD sebagai Landasan Hukum Partisipasi 

Untuk memahami ketentuan mengenai produk hukum daerab, maka landasan 

hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu dikaji. 
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Jenis dan bentuk produk hukum daerah. herdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk 

Hukum Daerah. terdiri alas: 

I. Peraturan Daerah; 

2. Peraturan Kepala Daerah; 

3. Peraturan Bersama Kepala Daerah; 

4. Keputusan Kepala Daerah; dan 

5. Instruksi Kepala Daerah. 

Sesungguhnya ketentuan tersebut mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 22 Tahun 200 I, dan secara substansi meskipun telah dicabut namun tidak memiliki 
\ 

perbedaan dengi.n jenis nuiupun bentuk produk hukurn daerah sehelumnya. 

Sckali lagi, penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah (Perda),tidak 

pada jenis produk hukum daerah lainnya. Pemerintab Daerah dalam membuat Perda 

selalu harus merujuk pada ketentuan teknis hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. Ketentuan-ketentuan teknis ini meliputi, 

I. Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah 

2. Permendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Huknm 

Daerah 

3. Permendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah 

4. Kepmendagri No. 169 Tahun,2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi 

Daerah 

5. Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah. 
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Bagaimana hubungan antam penyusunan Tatib DPRD terkait dengan partisipasi 

publik yang mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis dari Menteri Dalam Negeri, 

apakah diatur secam khusus mengenai hubungan te1>ebut? 

Berdasarkan · sejumlah ketentuan teknis dari Menteri Dalam Negeri, yang 

mengatur se,ca'll kh•.su:;: mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah 

sehagaimana diatur dalam Permendagri No. 16 Tabun 2006, dimana menghubungkan 

prosedur yang ditempuh oleh baik inisiatif pemerintah maupwt inisiatif DPRD dalam 

mengajukan rancangan perda. Hal ini mengingat pemturan te1>ebut mengkhususkan pada 

upaya penertiban administrasi penyusunan produk hukum daerah, sehingga perlu 

dilakukan penyemgaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi, termasuk kesesuaian 

-dengan UU No. I 0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemturan Perundang-undangan. 

Tidak ada ketentuan hukum dan penjelasan apapun mengenai proses pelihatan 

publik ataupun mekanisme secara khusus dalam ketentuan teknis Mendagri. sehingga 

tidak ada ketentuan yang mengikat hagi DPRD (aturan Tatib DPRD) merurnuskan 

prosedur pelihatan publik sehagaimana dimandatkan dalam pasal 53 UU No. 10 Tahun 

2004. Sehingga, dalam prakteknya, besar kemungkinan tidak diatur ketentuan mengenai 

partisipasi publik dalam Tahb DPRD karena memang rujukan ketentuan teknis dari 

Mendagri sendiri tidaklbelurn mengacu pada pasai 53 UU No. 10 Tahun 2004 mengenai 

hak publik. 

Meskipun demikian, tidak diatur dalam ketentuan teknis dari Mendagri tidaklah 

menghilangkan kesempatao bagi DPRD untuk merumuskan hak-hak partisipasi publik 
·., 

dalam pembentukan Perda, karena memang dasar hukum untuk merumuskannya telah 

disediakan berdasarkan pasal 53 UU No. Tahun 2004. Oleh sebab. itu, di masa 
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desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan serta keleluasaan daerah untuk mengatur 

daerahnya sendiri, penting untuk dipahami sekaligus dipeJjuangkan bahwa ketentuan 

dalam Tatib DPRD merupakan ketentuan kunci untuk menjamin Jandasan hukum 

partisipasi di Indonesia. 

Perda Partisipas4 AlternatifTatib DPRD 

Dalam bagian ini, perlu pula disinggung babwa dalam mendorong proses 

menjamin hak publik untuk be!]l8rtisipasi dalam penyusunan produk hukum daerah, 

khususnya Perda, pada kenyataannya telah diupayakan oleh sejumlah daerah di Indonesia 

melalui pembentukan Perda khusus. 

Hal ini perlu dipertimbangkan menyangkut fungsi Perda itu sendiri. Fungsi Perda 

merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Pasal136 UU No. 32 

Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lndrati 2007: 232). Fungsinya meliputi: (a) 

Menyelenggsrakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsilkabupatenlkota dan tugas pembantuan; (b) merupakan penjabaran lebib lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang Jebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah; (c) Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 
. . \ 

dan/atau peJ'&'<ur~n perJnd>mgundangan yang Jebih tinggi. 

La tar belakang Perda· khusus yang menyangkut partisipasi ini beragam, dan boleh 

dinyatakan babwa semangat perubaban hukum menyangkut jaminan hak hukum 

partisipasi publik pula dipengaruhi oleb konfigurasi politik lokal, yang bisa tumbuh lebih 

demokratis dalarn penyelenggaraan pemerintahannya. 
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Dalam penelusuran penelitian ini, elitemukan bahwa upaya membuat Perda kbusus 

mengenai partisipasi Ielah tumbuh, bahkan Ielah eliakomodasi sebelum lahimya Pasal 53 

UU No. Tahun 2004. Hal ini bisa terlibat dari sejumlah contoh Perda berikut 

I. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 04 Tahun 2004 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa 

2. Peraturan Daerah Kola Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2002 tenlang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kola Bondar Lampung 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 tentang Transparansi dan 

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung. 

4. Peraturan, Daerah l~.at!>pali::n Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan 

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan eli 

Kabupaten Lebak 

S. Peraturan Daerah Kola Goronlalo Nomor 03 Tahun 2002 tenlang Transparasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kola Gorontalo 

Bila diteliti lebihjauh, menarikuya, Perda kbusus tersebut memiliki pertimbangan 

yang demikian maju dalam mendorong proses-proses keterlibatan publik sebagai bak 

hukum. 

Misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan ,Pemerinlah dan 

Pengelolaan Pembangunan eli Kabupaten Lebak, dinyatakan ada 3 (tiga) pertimbangan, 

yakui: 
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a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis 

dalam pemberian pelayanan kepada masyamkat sejalan dengan semangat otonomi 

daerah, perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang mewadahi keterlibatan 

masyarakat dalam suatu proses pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah; 

b. bahwa sarana sebagaimana dimaksud pada huraf a tersebut di atas berupa partisipasi 

masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses 

pengambilan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan landasan kemitraan untuk 

secara bersama-sama menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di daerah; 

c. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi masyamkat sebagaimana dimaksud 

dalam burufb, perlu dibuka akses masyarakat terbadap informasi publik. 

Pertimbangan yang demikian sangatlah penting bagi, tidak saja membuktikan 

tanggung jawab negara, utamanya pemerintah dalam memajukan hak-hak asasi manusia, 

namun pula membangun sistem demokrasi yang substantif dalam politik lokal dan 

kesejabteraan sosiallebih luas. 

Selain ill~ perlu pula diketengabkan dalam penelitian ini, adanya Perda kbusus 

yang labir setelah disahkannya UU No. 10 Tabun 2004 dan dijadikan oleh perda tersebut 

sebagai acuan untuk membangun mekanisme partisipasi publik dalam penyeleoggaraan 

pemerintahan di lingkat Jokal. 

Misalnya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor I 

Tahun 2007 •entan:• P; ose<i<Jr Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten 

Sumedang. Dalam perda ini, ada sejumlah penegasan kala partisipasi dalam proses 
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penganggaran di tingkat daerab. sebagaimana terlihat dari pendifinisian dalam Pasal I, 

yaitu: 

"Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik 

yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang 

tercermin dalam pendapatan. belanja, dan pembiayaan, dengan 

menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin. 

keadi/an, efesiensi, dan efektivitas anggaran. " Selain itu, pula disebutkan 

adanya Rapat Konsultasi, sebagai "proses pertu/caran pikiran atau 

pendapat antaru pemerintah daerah atau DPRD yang te/ah menyiap/can 

suatu rancangan kebi}akan dengan masyarakat tertentu yang dianggap 

memiliki kepenlingan dengan rancangan kebija/can ilu baik sebagai 

penanggung biaya, pe/aku, penerima man[aat, maupun penanggung 

resiko." 

Kemudian hak partisipasi mendapat penegasan kembali dalam perumusan pasal 2 

ayat ( 4) mengenai Sistem Perencanaan dan Penganggaiim Daerah, yang dinyatakan 

bahwa tujuannya untuk- salah satunya - mengoptimalkan partisipasi masyarakat 

Meskipun telah ada altematif pembentukan Perda khusus yang menjamin secara 

nonnatif partisipasi publik, tentunya, pelaksanaan di lapangan secara efektif sangatlah 

ditentukan oleh masing-masing proses politik lokal. Artinya, jaminan ketentuan nonnatif 

yang demikian belumlah cukup dinyatakan berhasil hila penegakan hukum atas 

keterlihatan publik tidaklah berjalan secara efektif dalam praktek. 
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Kesimpulan mengenai Tinjauan Normatif Pasal53 UU No. 10 Tabun 2004 

Dapst disimpulkan dalam konteks tinjauan nonnatif Pasal 53 UU No. 10 Tabun 

2004 babwa, penegasan pengaturan hak partisipssi publik dalam pembentukan Perda 

tidak diatur lebih lanjut dalam Pennendagri atau ketentuan peraturan perundang

undangan lainnya sebagai acuan dati produk hukum daerah, tennasuk Perda. Berdasarkan 

hal ini, kelemaban yang dimiliki oleh ketentuan teknis acuan produk hukurn daerah dati 

Mendagri haruslab dipertimbangkan untuk diatur secara khusus agar ketentuan teknis 

tersebut lebih membuka kesempstan bagi daerah, tennasuk penyusunan Tatib DPRD, 

dalam memastikan hak-hak partisipssi publik lebih dijamin. 

Di sisi lain, kreatifitas daerah Ielah muncul dalam menggagas adanya Perda 

khusus mengenai psrtisipssi, yang diatur justru di luar ketentuan Tatib DPRD. Perda 

khusus ini menegaskan psrtisipssi sebagai hak hukum yang diperlukan dalam mendorong 

proses demokratisasi politik di tingkat daerah. Dalam konteks inilab, terobosan altematif 

sarana atau instrumentasi hukurn daerah yang lebih menjamin kerangka nonnatif dengan 

landasan pssal 53 UU No. 10 Tabun 2004, bisa lebih terbuka Iebar di masa desentralisasi 

sekarang, sekaligus menjadi pembelajaran bagi prinsip-prinsip ideal partisipssi poblik. 
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Bagian II: Tala Tertib DPRD dan lmplcmentasi Partisipasi di Tiga Wilayah 

Penelitian 

Dcskripsi Awal 

Dalam bagian ini akan diuraikan temuan awal mengenai kerangka normatif di 

daerab menyangkut hak partisipasi, sekaligus menggamburkan bagaimana dinamikalokal 

terjadi di masing-masing daerab tersebut. 

Tinjauan normatif dilakukan terhadap tiap-tiap Tatib DPRD dan kebijakan 

otonom atas pelibatan publik baik dalam proses inisiatif pemerintab di tingkal satuan 

kerja maupun inisiatif DPRD dalam proses-proses pembentukan Perda Sebagaimana 

dalam disain penelitian ini, mengkllii tiga wilayab, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten 

Blitar dan Kota Surabaya. 

Wilayah Penelitian 1: Kabupaten Jember 

Tatib DPRD Kabupaten Jember mengalami beberapa kali perubahan, dan untuk 

kepentingan penelitian ini mengambil dokumen yang paling akhir atau yang sedang 

berlaku, karena berdasarkan asas hukum 'lex pl),~;/eriori derogat/ex priori', hukum yang 

baru mengalahkan hukum.~anl.\ lama. 

Tatib DPRD Kilbupaten Jember diatur melalui Peraturan DPRD Kabupaten 

Jember Nomor 6 Tahun 2007, tertanggal 28 Pebruari 2007, ditandatangani oleb Ketua 

DPRD, H.M. Madini Farouq. 1 Yang menarik dalam Tatib DPRD ini, UU No. 10 Tahun 

1 Saat penelitian ini dilakukan dua kali berkunjung pada bulan Juli dan Agustus 2008 ke DPRD Kabupaten 
Jember, peneliti betum berhasil bertemu dengan Ketua DPRD, karena yang bersangkutan sedans ditaban 
dan berurusan dengan pihak kepolisian atas dugaan kasus korupsi. Peneliti hanya berbasil bertemu dengan 
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember. ' 
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2004 te1ah dikutipda1am bagian 'Mengingat', namun uniknya, penyebutanjudu1 undang

undang tersebut keliru karena ditulis dengan "Pedoman Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan". Sebarusnya tertulis, "Pembentukan Peraturan Perundang

undangan". lni menunjukkan penyusunan Tatib DPRD Kabupaten Jember dilakukan 

secara kunmg teliti, dan tidak sesuai dengan asas keje1asan rumusan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal5 huruffUU No. 10 Tahun 2004, yang dije1askan dalam peraturan tersebut 

dengan setiap peratunm perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau 

tennino1ogi, serta bahasa hukumnya je1as dan mudah dimengerti, sebingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi da1am pelaksanaannya. 

Secara substansi hukum, Tatib DPRD Kabupaten Jember yang disahkan pada 28 

Pebruari 2007 tersebut, pula te1ah menyinggung bagaimana hubungan mekanisme fonnal 

dalam DPRD melibatkan masyarakat. Secara umum, ada 6 ( enam) pasal yang melibatkan 

masyaraka~ yakni: 

I. Pasal 5 huruf g (Bagian Keempat: Tugas dan Wewenang), yang menyatakan: "DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang: menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

masvarakat." 

2. Pasa1 13 ayat {I) (Paragmf 4: Hak DPRD meminta Ketenmgan kepada Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat), yang menyatakan: "DPRD 

da1am me1akukan penye1idikan terbadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9, berhak meminta keterangan kepada Pejabat Negara, Pejabat 

Pemerintahan, Dadan Hukum alau Warua Masyarakat di daerahnya masing-masing 

mengenai sesuatu ba1 yang per1u ditangani demi kepentingan bangsa dan negara." 
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3. Pasal 24 ayat (I) huruf f (Bagian Ketujuh: Kewajiban), yang dinyatakan: "Anggota 

DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat" 

4. Pasal 51 huruf j (Bagian Ketiga, Kedudukan, Susunan, dan Tugas Komisi-Komisi, 

Paragraf 3: Togas), yang dinyatakan: "Komisi-komisi mempunyai togas menerima, 

menampung dan membahas serta menindaklanjuti upirasi masyaraka! baik yang 

langsung atau tidak langsung ke DPRD maupun yang melalui tertulis atau lisan." 

5. Pasal 82 ayat (3) (Bagian Ketujuh, Reses), yang dinyatakan: "Reses dipergunakan 

untuk mengunjungi daemh pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap 

aspirasi masyarakat." 

6. Pasa1103 ayat(l-4) (Bab IX, Aspirasi dan Pengaduan Masyamkat), yang dinyatakan: 

(I) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyamkat 

tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup togas dan 

wewenang DPRD. 

(2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat dan melalui kunjungan keJja, DPRD 

menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyamkat secara langsung 

danlatau melalui sural. 

(3) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan 

aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD ke 

Komisi yang membidangi. 

( 4) Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui Fmksi-Fmk_si. 

Berdasarkan uraian mengenai keterlibatan masyarakat perlu ditinjau, apakah 

sejumlah ketentuan tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam 
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pembahasan suatu Perda? Bilamana memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan 

tersebut, dimana letak keterlibatannya? 

Dalam membabas pertanyaan di atas, maka perlu dilihat mekanisme pembentukan 
\ 

Perda berdasarlci:n Tatob. DJ:'RD Kabupaten Jember 2007. 

Pengaturan secara khusus mengenai pembentukan Perda dapat dilihat dalam Bab 

XI, Pasal 108-119, dengan judul 'Penetapan Peraturan Daerah'. Bila ditinjau dari sisi 

judul bagian ini, sebenamya juga keliru. Jstilah 'Penetapan' sebenamya tidak tepat bagi 

Perda, karena sifat Perda adalah 'regeling' (sifat mengatur), sedangkan istilah penetapan 

sendiri adalah sifat 'beschiking' (keputusan). Sebenamya, istilah 'penetapan' yang 

dimaksudkan Tatib tersebut lebih tertuju pada pengertian hukum 'peogesahan', karena 

substansi atau rumusan pasalnya mengacu pada upaya pengesahan dari Raperda menjadi 

Penla Meskipun demikian, bila ditinjau dari cakupan dalam rumusan Bab XI itu sendiri, 

temyata lehih dari sekadar tindakan hukum pengesahan, melainkan pula meoyangkut 

proses teknis (mekanisme) pembentukan suatu Perda. Sehingga, perkataan 'Penetapan' 

selain keliru juga terlalu menyempitkan makna dari cakupan Bab XI yang ternyata tidak 

sekadar tindakan hukum pengesahan, melainkan pula tindakan hukum proses-proses 

mekanisme pembentukan suatu Perda sejak inisiasi. 

Bila ada kemungkinan revisi atas Tatib DPRD Kabupaten Jember ini, maka 

usulannya yang lebih tepa! sebagai judul Bab XI adalah Pcmbentukan Peraturan 

Daerah. 

Secara substansi mengenai proses pembentukan Perda atau materi 'dalam Bab XI, 

dapat distrukturkan sebagai berikut: 
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03 

Tabel2 
Tahapan dan Mekanisme 

Pembentukan Perda 
(berdasarkan Tatib DPRD Kabupaten Jember 2007) 

Raperda 

(empat tahapan) 

Raperda 
Perda 

Pengundangan dan 
Pemberlakuan Perda 

kepada Pimpinan DPRD dengan 

disarnpaikan oleh Pimpinan DPRD 

Pari puma ( oleh 
Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan 

Fraksi 

Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi 
atau Rapat Panitia Khusus, dilakukan 

dan 

disarnpaikan oleh Pimpinan DPRD 
kepada paling lamhat 7 hari 

Lemharan Daerah, kecuali terkait 
APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Tata Ruang harus dievaluasi oleh 

(2-3) 

Berdasarkan tahapan dan mekanisme di atas, narnpak secara jelas bahwa tidak ada 

ketentuan tegas mengenai kewajiban (atau hahkan keharusan) hagi DPRD untuk 

melibatkan masyarakat yang dijamin haknya secara langsung dalarn proses pembentukan 
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Perda, sejak tahapan pengusulan Raperda hingga pengundangan dan pemberlakuan perda 

lni menunjukkan ketentuan tersebut lemah dalam menjamin hak publik untuk terlihat 

dalam proses pembentukan Perda, sehingga tidak begitu mengherankan misalnya, dalam 

praktek, rakyat atau publik tidak disertakan secara sungguh-sungguh dalam proses 

pembentukan Perda. 

Andai saja, publik dilibatkan dalam proses formal pembentukan Perda 

berdasarkan Tatib DPRD,!<ab.:~paten Jember 2007 ini, maka kemungkinan peluangnya 
. . 

untuk terlibat bisa dilakukan pada Tahapan Pembicaraan Ketiga, dimana ada unsur-unsur 

Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia Khusus. Ini karena berdasarkan Pasal 51 

huruf j (Bagian Ketiga, Kedudukan, Susunan, dan Tugas Komisi-Komisi, Paragraf 3: 

Tugas), yang dinyatakan: "Komisi-komisi mempunyai tugas menerima, menampung dan 

membabas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik yang langsung atau tidak 

langsung ke DPRD maupun yang melalui tenulis atau lisan." 

Namun, perlu diketahui bahwa kemungkinan untuk menjalankan " ... tugas 

menerima> menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat .. " 

sepenuhnya bergantung pada, apakah ada komitmen dari komisilgahungan komisi berikut 

keanggotaannya mengusulkan keterlibatan publik. Sebagaimana dillkui oleh Ketua 

Komisi D DPRD Kabupaten Jember, jarang dan banya sesekali saja publik dilibatkan 

dalam tahapan pembicaraan di komisi/gabungan liomisi.1 

Berdasarkan uraian ketentuan normatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Tatib DPRD Kabupaten Jember 2007 sangatlab lemah menjamin hak hukum bagi publik 

untuk terlibat atau berpartisipasi secara formal dalam pembentukan Perda Bilamana ada 

kemungkinan dilibatkan dalam pembahasan/pembicaraan, hal ini lebih didasarkan pada 

2 Ketua Komisi D DVRD Kabupaten Jember. wawancara. 1 September 2008. 

37 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



ada atau tiadanya komitmen komisi/gabungan komisi untuk memberikan· peluang publik 

tersebut. 

Wilayah Pcnelitian U: Kabupaten Blitar 

Di Kabupaten Blitar, Tatib DPRD Kabupaten Blitar juga mengalami perubahan

perubahan3, dan terakhir dilakukan pada rabun 2005. Tatib DPRD Kabupaten Blitar 

disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (DPRD) Kabupaten 

Blitar Nomor 8 Tabun 2005 tentang Peraturan Tala Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Blitar, tertanggal 5 September 2005, ditandatangani oleh Ketua DPRD 

Kabupaten Blitar, M. Taulich, SH. 4 

Perubahan Tatib DPRD Kabupaten Blitar teljadi setelab memperbatikan sural 

Gubemur Jawa Timur Nomor 171/9816/011/2004, tertanggal22 Desernber 2004, perihal 

Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar dan memperbatikan sural 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 171.35.506/0TDA tertanggalll April 

2005, perihal Konsultasi Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupalen Blitar Periode 2004-

2009. lni berarti proses penyernpumaan Talib DPRD Kabupalen Blitar Ielah melibatkan 

instansi pemerinlahan Iebih linggi secara Iangsung, yakni Gubemur dan Menteri Dalam 

Negeri. 

'Tatib DPitD Kabupaten Blitar yang lama didasarkan pada Kepulusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 10 
Tahun 2004, tertanggal30 September 2004 
" Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Taufich, pada 
tanggal 17 Juli 2008 di Ruang Ketua DPRD. Kemudian, pada tanggall8 Juli 2008, sebagaimana dijanjikan 
untuk bertemu kembali karena ada pestanyaan--pertanyaan kunc:i lainnya yang belum sempat terjawab, 
namun sayangnya tidak terpenuhi karena Bapak M. Tau6ch sedang menghadiri acara lainnya tanpa ada 
kejelasan dari pihak stafKetua DPRD. 
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Tidak seperti Tatib DPRD Kabupaten Jember yang keliru menuliskan kutipan UU 

No. 10 Tahun 2004, Tatib DPRD Kabupaten Blitar Ielah tepa! menyebut "Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan" sebagai rujukan atau dasar pembeulukan Tatib DPRD. 

Secara substansi hukum, Tatib DPRD Kabupaten Blitar yang disahkan pada S 

September 2005 tersebut, pula Ielah menyinggung bagaimana hubungan mekanisme 

fonnal dalam DPRD melibatkan masyarakat. Secara umum, ada 8 (delapan) pasal yang 

melibatkan masyarakat, yakni: 

I. Pasai 27 ayat I, dinyatakan bahwa "DPRD dalam melakukan penyelidikan terbadap 

Kopala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berbak meminta Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerabnya 

masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu 

ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara." 

2. Pasal 37 huruf f, yang menyatakan "Anggota DPRD mempunyai kewajiban 

menyerap, mengbimpun, menampung dan menindak Ianjuti aspirasi masyarakat" 

3. Pasal SO huruf e, yang menyatakan "Komisi mempunyai tugas menerima, 

menampuog dan membahas dan menindak Ianjuti aspirasi masyarakat." 

4. Pasal 52 huruf c (Tugas Badan Kehonnatan), yang menyatakan "Badan Kehonnatan 

mempunyai tugas melakukan penyelidikan, versifikas~ dan klarifikasi alas pengaduan 

Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih." 

S. Pasal 63 ayat (2) (Reses), yang menyatakan "masa reses digunakan untuk 

mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan guna menyerap 

aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban alas pelaksanaan tugas 

dan wewenang DPRD." 
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6. Pasal 65 huruf k (Jenis Rapal), dinyalakan "Rapat dengar pendapat merupakan rapat 

anlara DPRD/Komisi/Gabungan!Panilia Khusus dengan Lembaga!Badan Organisasi 

kemasyarakatan." 

7. Pasal90 ayal ( 1-2) (Undangan dan Peninjauan Rapal), dinyatakan bahwa: 

a. Undangan rapal adalah mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam 

rapal DPRD alas undangan pimpinan DPRD 

b. Peninjauan dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapal DPRD tanpa 
' . \ 

' undangait pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat 

atau pimpinan alai kelengkapan yang bersangkutan. 

8. Pasal Ill (Bah XV, Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat), yang 

menyatakan: 

(I) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 

lentang sualu pennasalahan yang berada dalam ruang lingkup lugas dan 

wewenang DPRD. 

(2) Selain melalui dengar pendapat sebagaimana pasal 65 buruf k dan melalui 

kunjungan kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakal secara langsung dan alau melalui sural. 

(3) Masyarakal yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan 

aspirasi dan atau pengaduan dilerima dan disalurkan oleh pimpinan DPRD ke 

komisi yang membidangi dan lembusan kepada masing-masing fraksi. 

(4) Dalam menindaklanjuli aspirasi dan pengaduan masyarakat, komisi 

melaksanakan kelentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf e dan 

hurufh. 
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Berdasarkan uraian mengenai kelerlibatan masyarakal dalam Tatib DPRD 

Kabupaten Blitar, perlu dilihal secara kritis, apakah sejumlah ketentuan tersebut 

memberikan peluang bagi masyarakal untuk lerlibal dalam pembabas~ suatu Perda? 

Dalam mernbahas pertanyaan ini, linjauan alas mekanisme pembentukan Perda 

berdasarkan Tatib DPRD Kabupalen Blilar 2005 perlu dilakukan terlebih dahulu. 

Seeara subslansi mengenai proses pembentukan Perda diatur dalam pasaJ 30 dan 

pasal 10 I-107. Seeara ringkas dapal distrukturkan sebagai berikut 

Tabel 3. 
Tahapao dao Mekaoisme 

Pembentukan Perda 
(berdasarkan Tatib DPRD Kabupaten Blitar 2005} 

No Tahajl811 
0 I Tahapan Pengusulan 

Raperda 

02 Tahapan 

Mekanisme 
Usul prakarsa disampaikan kepada 
Pimpinan DPRD dalam bentuk Raperda 
disertai penjelasan secara tertulis dan 
diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat 
DPRD, kernudian dalam Rapat Paripurna, 
para pengusul diberi kesempatan 
memberikan penjelasan alas usulnya, 
dengan memberikan kesempatan kepada 
Anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan dan Kepala 
daerah untuk memberikan pendapat, serta 
Para pengusul memberikan jawaban alas 
pandangan para anggota dan pendapat 
KeJlllla Daerah. 
Pembicaraan diakhiri dengan keputusan 
DPRD yang menerima atau menolak usul 
prakarsa menjadi prakarsa DPRD, dan 
Raperda yang Ielah disiapkan oleh DPRD 
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
Buoali. 
Raperda·yang Ielah disiapkan oleh Bupati 
disampaikan dengan nota pengantar 
Bupati keoada DPRD. 
Pembicaraanl: Penielasan Buoati maupun 

DasarHukum 
Pasal 30 ayal 
(1-5} 

PasaJ 30 ayal 
(7} jo. Pasal 
101 ayal (4} 

Pasal 101 ayat 
(3} 

Pasal103 huruf 
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Pembicaraan pimpinan komisi/pimpinan gabungan a. 
komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas 
nama DPRD terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah dan atau perubahan 
Peraturan Daerah atas usul prakarsa 
DPRD dalam raoat Parirn•~• 
Pembicaraan n: Raperda dari Bupati, Pasal103 huruf 
ditanggapi oleh Pemandangan umum b. 
dalam Rapat Paripurna dari Fraksi-fraksi, 
serta jawaban Bupati terhadap 
pemandangan umum fraksi-fraksi. Begitu 
juga sebaliknya, Raperda atas usul 
prakarsa DPRD, mendapat tanggapan dari 
Pendapat Bupati dalam Rapat Paripurna 
terhadap Raperda dan jawaban dari 
Fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala 
daerah. 
Pembjcaraan lll: Meliputi pemhahasan Pasal I 03 huruf 
dalam rapat komisi/gabungan komisi atau c. 
rapat panitia khusus dilakukan bersama-
sama dengan Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk 
Pembicaraan IV: Pengambilan keputusan Pasal I 03 huruf 
dalam Rapat Paripurna yang didahului d. 
dengan:Laporan basil pembicaraan tahap 
Ill; Pendapat Akhir Fraksi-fraksi; 
P.~ngambilan Keputusan. Kemudian, 

• Penyampaian santbutan Bupati terhadap 
Pengambilan Keputusan. 

03 Tahapan Pene)apan Raperda yang Ielah disetujui bersama oleh Pasall05 
Raperda menjadi DPRD dan Kepala Daerah disampaikan 
Perda oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala 

Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda 
dalam jangka waktu paling lambat tujuh 
hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
bersama. 
Raperda ditetapkan oleh Kepala Daerah Pasal106 
dengan membubuhkan tanda Iangan 
dalam jangka waktu paling lambat tiga 
puluh hari sejak Raperda tersebut disetujui 
oleh DPRD dan Kepala Daerah. Meskipun 
tidak ditandatangani dalamjangka waktu 
tersebut tetao dinvatakan sab. 
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04 Tahapan 
Pengundangan dan 
Pemberlakuan Perda' 

Perda ditetapkanlditandatangani oleh 
Bupati alas persetujuan DPRD, dan 
berlaku setelah diundangkan dalam 
lembaran daerah. Kecuali Perda yang 
berkaitan dengan APBD, pajak daerah, 
restribusi daerah dan tala ruang daerah 
sebelum diundangkan dalam lembaran 
daerah horus dievaluasi oleh nemerintah. 

Pasall07 

Bila dibandingkan dengan Tatib DPRD Kabupaten Jember 2007, secara umum 

Tatib DPRD Kabupaten Blitar 2005 mengatur lebih rinci dan lengkap. Meskipun 

demikian, secara khusus dalam proses pembentukan Perda yang melibatkan partisipasi 

publik, antara kedua Perda tersebut tidak jauh berbeda. Baik pengatumn dalam Tatib 

DPRD Kabupaten Jember 2007 maupun Tatib OPRD Kabupaten Blitar sama sekali tidak 

menyebutkan sccam tegas partisipasi masyarakat atau publik dalam pembentukan Perda. 

Sehingga Tatib DPRD tersebut lemab dalam menjamin bak publik untuk terlibat dalam 

proses pembentukan Perda. 

Ketika dikonfirmasi melalui wawancara terbadap pimpinan DPRD Kabupaten 

Blitar, bagaimana proses keterlibatan publik dalam pembentukan Perda, maka 

kemungkinan peluangnya untuk terlibat bisa dilakukan pada Tahapan dan Mekanisme 

Pembicaraan Ketiga, dimana ada unsur-unsur Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia 

Khusus. Proses ini bisa mengundang masyantkat yang terkait dengan bidangnya untuk 

dimintai masukan terkait dengan Perda tersebut. Atau bisa pula dimintakan pendapatnya 

terkait dengan substansi Perda melalui kunjungan kerja atau studi banding. 6 

$ Judul dalam Tatib DPRD Kabupaten Blitar 2005 disebutkan dalam Pasat 107: "Persetujuan Penetapan dan 
Pcnandatanganan Peraturan Daerah". lstilah ini kurang tepat, karena ~ substansi teJah diatur dalam 
pasal JOS-106. Oleh sebab itu, peneliti memasukkannya dalam kolom tahapan pengundangan dan 
femberlakuan Perda karena secara substansi lebib tepat. 

Ketua Prolegda DPRD Kabupaten Blitar, wawancara. 17 Juli 2008. 
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Selain itu, pula dengan mekanisme dengar pendapat (public hearing) yang bisa 

mengundang partisipasi masyarakat agar proses pembentukan Perda lebih demokratis.7 

Undangun dalam dengar pendapat memang dimuogkinkan karena berdasarkan pasal 65 

huruf k (Jenis Rapat), dinyatakan bahwa rapat dengar pendapat merup3kan rapat antara 

DPRD/Komisi/Gabungan/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi 

kemasyarakatan, dan pasal 90 ayat (1-2) (Undangan dan Peninjauan Rapat), yang 

dimuogkinkan uotuk mengundang rapat dari mereka yang bukan anggota DPRD, yang 

hadir dalam rapat DPRD atas uodangan pimpinan DPRD. 

Namuo sekali lagi, tentunya proses ini pula sangat bergantuog dari apakab ada 

komitmen dari pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Blitar uotuk mengusulkan 

keterlibatan publik, dan bukan karena kewajihan atau kebarusan uotuk selalu melibatkan 

publik dalam proses pembentukan Perda. 

Wilayah PeneUtian ill: Kota Surabaya 

Di Kota Surabaya, Tatib DPRD Kota Surabaya. sebagaimana dikemukakan oleh 

salah seorang anggota DPRD dari FDK (Fraksi Demokrat Keadilan), Akhmad Suyanto, 

telah mengalami revisi baru-baru ini. Namuo sayangnya, dalam proses penelitian ini tidak 

mendapatkan salinannya karena memang belum dicetak. Meskipuo demikian, peneliti 

berhasil mendapatkan data Tatib DPRD Kota Surabaya yang dibuat Tahuo 2004 (28 

Oktober 2004). 

Tatib .DPRD Kota' Surakya disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan . . 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sumbaya Nomor 54 Tahuo 2004 tentang Peraturan Tala 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2004, 

1 Ketua DPRD Kabupaten Blitar. M. Tautich, wawancara, 17 Juli 2008. 
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ditandatangani oleh Ketua DPRD Kola Surabaya, Drs. H. Musyafak Rouf, MH. Peneliti 

herupaya untuk menemui Ketua DPRD Kola Surabaya, namun tidaklah berhasil karena 

beliau disibukkan urusan proses hukum yang menjadikannya tersangka dalam soal 

gratifikasi. 

Secara fonnalitas suatu produk hukum daerah, acuan yang digunakan dalam 

penyusunan Tatib DPRD Kola Sumbaya tidaklah begitu tepat. Hal ini bisa dilihat dati: 

I. Oalam hal mengingat, acuan Keputusan DPRD Kola Surabaya tentang Tatib DPRD, 

tidaklah menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 

Daerah sebagai dasar, namun masih menggnnakan Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999. Sebagaimana disinggung di atas, Keputusan DPRD Kola Sumbaya ini 

ditetapkan pada 28 Oktober 2004, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah disahkan, diundangkan dan mulai herlaku pada tanggal IS 

Oktober 2004. Sehingga, meskipun terdapat selisih bampir 2 minggu, secara formal 

kumng menunjukkan kecermatan dalam pembuatan keputusan tersebut. 

2. Terkait dengan acuan pemhentukan pemtumn perundang-undangan, Keputusan 

OPRD Kola Surabaya ini tidaklah menggunakan dasar UU No. 10 Tahun 2004, hal 

ini mengingat pemberlakuan UU No. 10 Tahun 2004 dimulai pada I November 2004. 

Meskipun dcmikian, pembuat keputusan OPRD Kola Sumbaya ini sebarusnya 

memperhotikan perkembangan pemturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

tidak saja dan sudut formalitas, namun pula pertimbangan substantif, agar keputusan 

OPRD ini menjadi lebih efektif dan eermat. Termasuk kemungkinan meqjadikan UU 

No. 10 Tahun 2004 sebagai acuan substantif, mengingat UU No. 10 Tahun 2004 Ielah 

disahkan dan diundangkan sejak 22 Juni 2004. 
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Dengan kedua catatan ini, maka mengindikasikan bahwa pembualan Keputusan 

DPRD Kota Surabaya No. 54 Tahun 2004 kurang didasarkan pada perkembangan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar acuan, baik secara formal 

maupun substansial. Tentunya, faktor-faktor non-hukum, seperti kemungkinan 

ketidakmengertian pembentuk keputusan, ketergesa-gesaan (terburu), atau kekeliruan 

dalam pembualan Keputusan DPRD Kota Surabaya ini, bisa saja teJjadi namun tidaklab 

perlu dibahas dalam penelitian ini. 

Secara subslansi hukum, Tatib DPRD Kota Surabaya yang disahkan, mengatur 

pula mekanisme formal dalam DPRD melibatkan masyarakat. Secara umum, hanya ada 3 

(tiga) pasal yang menjelaskan perlunya pelibatan masyarakat, yukni: 

I. l'asul I angka 13 (Kclcnluun Umum), dinyalakun, "Penjaringan Aspirasi Masyarakat 

adalah basil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD 

yang mengunjungi masyarakat dan atau menerima aspirasi masyarakat Kota Surabaya 

yang disampaikan kepada DPRD." 

2. Pasal 50 huruf f (Kewajiban Anggota DPRD), dinyatakan, "Anggota DPRD 

mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat." 

3. Pasal 63 huruf e dan h (Alai Kelengkapan DPRD), dinyatakan, "Komisi mempunyai 

tugas (e) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 

masyaraka4 sesuai dengan ruang lingkup bidang tuga komisi masing-masing.; (h) 

mengadakan rapat kelja dan dengar pendapat" 
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Bila dibandingkan dengan pengaturan dalam Tatib DPRD Kabupaten Blitar 

maupun Kabupaten Jember, Tatib DPRD Kota Surabaya sangat sedikit memberikan 

kerangka jaminan normatif atas partisipasi publik. Selain secara kuantitatif, pula secara 

kllalitatif, tidak ada ketentuan khusus mengenai mekanisme penyampaian aspirasi 

masyarakat sebagaimana diatur dalam Tatib DPRD di Kabupaten Jember (vide: Pasal 103 

ayat (1-4) dalam Bab IX, Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat) dan Tatib DPRD di 
. -. \ 

Kabupaten Blillir (vide: Pasal Ill dalam Bab XV, Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi 

Masyarakal). Berdasarkan hal-hal ini, sangat dimungkinkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat sangatlah lemah dalam melibatkan publik, terutama dalam pembentukan 

Perda. Hal ini juga diakui oleh sejumlah aktifis buruh yang seringkali berharap dilibatkan 

dalam penentuan kebijakan daerah yang terkait dengan nasib dan dampak pada mereka. 8 

Apalagi, khususnya dalam pembentukan Perda APBD, sama sekali tidak melibatkan 

masyarakal9 

Berdasarkan Tatib DPRD Kota Surahaya (2004), secara substansi mengenai 

proses pembentukan Perda diatur dalam Bab X, Pasal 112-119. Secara ringkas dapat 

distrukturkan sebagai berikut: 

No Tahaoan 

Tabel4 
Tahapan dan Mekanisme 

Pembentukan Perda 
(berdasarkan Tatib DPRD Kota Surabaya 2004) 

Mekanisme 
0 I Tahapan Pengusulan 

Raperda 
Usul prakarna disampaikan kepada 
Pimpinan DPRD dalam bentuk Raperda 
disertai penjelasan secara tertulis dan 
diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat 

DasarHukum 
Pasal 29 ayat 
(1-5) 

8 Iamaludin (AJiansi Burub Menggugat), wawancara. Surabaya 8 September 2008; dan Syahril (Forum 
Buruh Surabaya). wawancara. Surabaya 10 September 2008. 
9 Rusli Yusuf, Ketua FDK dan Anssota Komisi D DPRD Kota Surabaya, wawancara. Surabaya 10 Oktober 
2008. 
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\ . 
DPRO, kemudian dalam Rapal Paripuma, 
pam pengusul diberi kesempatan 
memberikan penjelasan atas usulnya. 
dengan memberikan kesempatan kepada 
Anggota DPRD lainnya untuk 
memberikan pandangan dan Kepala 
daerah unluk memberikan pendapal, serta 
Pam pengusul memberikan jawaban alas 
pandangan para anggota dan pendapal 
Kepala Daerah. 
Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Pasal 29 ayal 
DPRD yang menerima atau menolak usul (7) 
prakarsa meqjadi prakarsa DPRD, dan 
Raperda yang Ielah disiapkan oleh DPRD 
disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
Kepal~ Daerah. 
Raperda yang Ielah disiapkan oleh Kepala Pasal 112 ayal 
Daerah disampaikan dengan sural (4) 

I pengantar Bupali kepada DPRD. 
02 Tahapan Pembicaraan 1: Penjelasan Kepala Daerah Pasal 114 ayal 

Pembicaraan maupun DPRD lerhadap Rancangan (2)burufa 
Peraluran Daerah dan atau perubahan 
Peraturan Daerah alas usul prakarsa 
DPRD dalam rapal Paripurna 
Pembicaraan II: Raperda dari Kepala Pasal 114 ayal 
Daerah, ditanggapi oleh Pemandangan (2) hurufb. 
umum dalam Rapal Paripuma dari Fraksi-
fraksi, serta jawaban Kepala Daerah 
terhadap pemandangan umum fraksi-
fraksi. Begitujuga sebaliknya, Raperda 
alas usul prakarsa DPRD, mendapat 
tanggapan dari Pendapal Kepala Daerah 
dalam Rapat Paripuma terhadap Raperda 
dan jawahan dari Fraksi-fraksi terhadap 

1-- ···-~-·---·----·---·--
_ pendapat kepllla daemh. 
Pembicaraan Ill: Meliputi pemhahasan Pasal 114 ayat 
dalam rapat komisi/gabungan komisi atau (2) hurufc. 
rapat panitia khusus dilakukan bersama-
sama dengan Kepala Daerah atau pejahat 

r--- ---------·---- _yang ditunjuk 
PcmbicaraaniV: Pcngnmbilan keputusan Pasal 114 ayat 
dalam Rapatl'aripuma yang didahului (2) hurufd. 
dengan:Lapuran basil pembicaraan tahap 
Ill; Pendapat Akhir Fraksi-fraksi; 
Pengambilan Keputusan. Kemudian, 
Penyampaian sambutan Kepala Daerah 
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03 Tahapan Pcnctapan 
Raperda menjadi 
Perdu 

04 Tahapan 
Pengundangan dan 
Pemberlakuan 
Perda10 

lcrhadao f>enl!all1bilan Keoutusan. 
Keputusan Bersama DPRD dan Kepala Pasal I 16 
Daernh tentang persetujuan bersama 
terhadnp penet1pan Rnperda menjadi 
Perda disnmpaikan oleh Pimpinan DPRD 
kepada Kepala Daerah dilampiri Raperda 
yang Ielah disetujui, dalamjangka waktu 
oolinu Jamhat7 hari. 
Raperda ditetapkan oleb Kepala Daerah Pasal 117 
dengan membubuhkan tanda tangan 
dalam jangka waktu paling Jambattiga 
puluh hari sejak Raperda tersebut disetujui 
oleh DPRD dan Kepala Daerah. Meskipun 
tidak ditandatangani dalam jangka waktu 
tersebuttetao dinvatakan sah. 
Perda berlaku setelah diundangkan dalam Pasal 118 
lembaran daerah, keeuali Perda yang 
berkaitan dengan APBD, pajak daerah, 
restribusi daerah dan tata ruang daerah 
sebelum diundangkan dalam lembaran 
daerah horus dievaluasi oleh pemerintah. 

Saeara substansi, bila dibandingkan dengan Tatib DPRD Kabupaten Jember 2007 

maupun Tntib DPRD Knbupnten Blitnr 2005, Tatib DPRD Kota Surahaya 2004 tidak 

jauh berbeda dalam soal proses pembentukan Perda yang tidak seeara eksplisit dan tegas 

merumuskan pelibatan partisipasi publik. Artinya, Tatib-Tatib DPRD tersebut lemab 

dalam mcnjnmin hak publik untuk tcrlihat dalam proses pembentukan Perda. 

Meskipun demikian, dalam praktek, ada sejumlab mekanisme untuk melibatkan 

publik, antm-a Jain mengundang publik dalam dengar pendapat (public hearing), 

penyelenggaraan keJjasama seminar tentang topik yang terkait dengan .!'erda tertentu, 

atau menampung aspirasi secara resmi dalam rapat-rapat komisi sebagaimana diatur 

dalam Pasal CJ ;,uruf ., dci1 h '.fatib DPRD Kota Surabaya. Bahkan, dalam beberapa 

10 Judul dalam Tatib DPRD Kabupaten Blitar 2005 disebutkan dalam Pasal 107: "Persetujuan Penetapan 
an Penandatanganan Pcmturan l>nemb". lstilnh ini kurang tcpnt, karcna secara :rubsl.ansi Ieiah diatur dalam 

Pasar 105-106. Oleh sebab itu, peneliti memasukkannya dalam kolom tahapan pengundangan dan 
Pemberlakuan Penta karena secara substansi lebih tepal. 

' 
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kesempatan, seperti pembahasan Raperda Pariwisata Kota Surabaya, DPRD 

melibatkannyu dalam Panitia Khusus (Pansus). scbagaimana dikemukakan oJeh Rusli 

Yusu[ 

Namun uniknya. mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pansus di Pasal 68 

Talib DPRD Kola Surabaya 2004, justru lidak ada kelenluan yaag secara eksplisil 

menyebutkan jaminan bagi masyarakat unluk terlibat, atau kewajibanltugas Pansus untuk 

mclibatkan partisipasi masyarakat dalam pcmbcntukan Perda tertentu. Yang diatur secara 

tegas adalah di tingkat Komisi. Bagi Rusli Yusuf. hal-hal demikian sangat mungkin 

dilakukan dengan mengundang partisipasi masyarakat agar proses pembentukan Perda 

lebih baik dan demokn>.tis.'.' \ 

Meskipun dcmikian, kctiku dikonfirmusi apakah hal pelibatan publik yang 

demikian selalu dilakukan dalam proses pembahasan Raperda, Rusli mengaku tidak 

demikian. Karena pelibatan publik tergantung dari lopik alau lema lertenlu yang sangal 

sensilif di mala masyarakat. Yang menarik, meskipun dengan argumentasi sensifitas 

publik sebagai alasan penyelenggaraan partisipasi publik, Rusli juga mengaku hingga 

kini heran mengapa di saal pembahasan Raperda APBD Kota Surabaya sama sekali tidak 

pcnmh mau mclihatkan partisipasi puhlik untuk mcmberikan masukan dalam prosesnya. 

Mcskipun fmksinya selah• rncngusulkan proses p.1rtisipasi publik, namun hal tersebut 

tidak mendapat tanggapan serius oleh fraksi-fraksi atau anggota-anggota DPRD Kota 

Surabaya lainnya. 

Scbagaimana pula terjadf dalam praktek di wilayah lainnya, di Kota Surabaya 

nampaknya sama dalam proses pelibatan publik ini sangat bergantung dari apakah ada 

11 Rusli Yusuf, Ketua FDK dan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, wawancara, Surabaya 10 
Oktobcr 2008. 
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komitmen tenentu dari pimpinan atau anggota DPRD Kota Surabaya untuk mengusulkan 

keterlibatan publik, dan bukan atas dasar kewajiban hukum atau keharusan untuk selalu 

melibatkan publik dalam proses pembentukan Perda. 

lnilah tantangannya dalam pembahasan Perda, dimana Tatib-Tatib DPRD 

sangatlah minim mengatur dan menjamin hak publik terlibat dalam penentuan kebijakan 

daerah. 

Bagian Ill: lmJIIcmcntasi J•artisi11asi J•ublik dalant Pcmbcntukan Pcrda 

Jmplementasi Partisipasi 

Hal yang menarik di tengah keterbatasan kerangka normatif partisipasi publik 

dalam pembentukan Perda adalah bagaimana sesunggnbnya praktek yang terjadi dalam 

pembentukan Perda, apakah ada proses pelibatan publik dalam upaya pembentukan 

Perda? Bila memang ada proses pelibatan publik tersebu~ apa metodenya, dan bagaimana 

dasar (hukum) atau pertimbangan pelaksanaan metode partisipasi tersebut? 

Dalmn studi di tiga wilayah. baik di Kabupatcn Jcmber, Kabupaten Blitar, dan 

Surabaya, partisipasi publik telah diklaim oleh pengambil kebijakim, khususnya para 

anggota OPRD maupun staf pemerintahan Ielah dilaksanakan .. scsuai dengan kerangka 

nonnatW'. atau scsuai dcngan stmxlar hukum yang menjadi landasan pelibatan atau 

partisipasi publik. 

Namun uniknya, meskipun memiliki argumentasi yang sama dalam mendasarkan 
' 

da l'asal 53 UU No. 10 Tahun 2004, pada kenyataannya berdasarkan temuan lapangan, 
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ruang partisipasi publik yang dimaksudkan bcrbcda-bcda, baik dari sisi proses atau 

mekanismenya. hentuk partisipasi. dan output atau hasil yang dikehendaki. 

a tau 
mekanismenya 

yang diharapkan 

Tabcl 5 
J,artisipasi Publik dalam Pembentukan Perda 

lnisiasi dari Pemeriotah Kabupaten/Kota 

melibatkan melibatkan publik dilakukan 
dilakukan · tingkat dilakukan · tingkat tingkat SKPD 
SKPD, tugas Bagian SKPD terkait dengan 
Hukum hanyalah Bagian Hukum, dan 
melakukan bisa pula dilakukan 
sinkronisasi oleh Bagian Hukum 

. " 
atas gagasan 

draft namun untuk mendapatkan Raperda 
pada masukan. namun hal 

tidak ini jarang dilakukan 
scmua Raperda karena tiadanya 
melibatkan publik anggaran khusus. 
untuk dibahas. Yang sering dilakukan 

justru sosialisasi 
setelah Raperda 
inisiatif Pemerintah 

atas 
rencana rencana draft Raperda 

penyusunan Raperda penyusunan Raperda 
dr>.ljl:..1~8 dhft 
Raperdu, tergantung 
dnri kcbutuhun SKI'D 

11 Di Surabaya. peran untuk mendiskusikan dengan publik,. sebagaimana dikemukakan oleh Sukatdi (Dosen 
Hukum Tala Ncgara Fakultas Hukum Universitas Airlangga), justru aktif dilakukan oleh Bagian Hukum, di 
bawnh Sckretaris Kola Surubayn. Model partisit•nsi yang digunnkan adMlah dengan sosialisasi atas drafi 
Raperda yang diusung oteh Pemerintah Kota Surabaya. Sukardi SH., MH .• wawancara, Surabaya. 25 
September 2008. · 
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lmplemenlasi partisipasi publik yang demikian beragam dalam labulasi di alaS 

merefleksikan bahwa keperluan partisipasi publik masih disandarkan pada kebutuhan

kebutuhan tertentu secara politik, dan tidak ditentukan alas standar atau landasan hukum 

tertentu. Oleh sebab itu, meskipun dalam praktek dimungkinkan namun tidak ada klaim 

yang mudah bagi publik melibatkan diri dalam proses pembentnkan Perda, kbususnya 

dalam pmktck Rapcrda yang diinisiasi olch Pcmcrintah. 

Pertanyaan menarik untuk mcngungkap sejauh mana proses akomodasi publik 

yang dilibatkan dalam pembentukan Perda, merupakan - sekali lagi bukan alas dasar 

pertimbangan hukum - melainkan pertimban!,'3fl atau keputusan politik dari Pemerintah 

sendiri. 

Temuan di lapangan menunjnkkan bahwa indikator keperluan untuk 

mengakomodasi publik dalam partisipasi pembentukan Perda, dilakukan alas dasar: 

1. Pendanaan 

2. Tekanan alau desakan publik untuk dilibatkan 

3. lsu tertcntu yang menjadi perhatian publik sccara luas 

Pcrtama. pcrsoalan pcndanaan yang mcmpengaruhi keputusan untuk melibatkan 

publik tc(jadi di Kahupatcn Blitar dan Kabupatcu Jcmbcr. Alasannya, sclain tidak pemah 

dianggarkan, pula bila dianggarkan untuk proses partisipasi publik, hal ini telah diatur 

dalmn anggaran nm~ing-masing SKPD. Schingga Uagian l·lukum Kabupatcn di bawah 

Sekrclaris Kabupatcn (Sckkab), hanya bersifat mengkoordinasi dan menfasililasi untuk 

sinkronisasi daripada melakukan uji publik alas draft Raperda yang diajnkan oleh SKPD. 

Sebagaimana diakui oleh Kabag Hukum Kabupaten Blitar, Suwardi, bahwa memang 

dalam pelibatan publik tidak dianggarkan secara khusus. Ketika dikonfirmasi mengapa 
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tidak disediakan dana untuk keperluan partisipasi publik, argumentasi yang diberikan 

hanyalah karena keterbatasan kemampuan daerah untuk membiayainya. Padahal, 

taktanya memang tidaklah (diupayakan) diajukan pada setiap lahunnya Hal serupa 

terjadi di Kabupaten Jember, dimana upaya pelibatan publik tidak ada karena selain 

dengan alasan bahwa hal tersebut telah diselenggarakan oleh masing-masing SKPD, juga 

karena tiadanya dana khusus dalam APBD. 

Permasalahan dana ini sesungguhnya bisa diatasi bilamana pemerinlah maupun 

DPRD memiliki program yang terencana secara matang, tennasuk analisis pendanaannya 

didasarkan pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang dimiliki masing-masing 

daerah. Petunjuk secara kuantitatif di dalam Prolegda akan dijadikan acuan penganggaran 

secara layak dan efektif untuk pengemhangan partisipasi publik dalam pembentukan 

peraturan daerah. 

Ocngan dcmikian, proses dan jaminan partisipasi publik dalam pcmbentukan 

1\:n.Ju lchih optimal disclcnnggamkan, kurcnn tclah dimncang sccara lebih baik di awal 

scbclum pembahasan suatu Pcrda. Nmnun sayangnya, dari liga wilayah yang ditcliti 

(Kabupaten Jcmber, ,Kabupatcn Blitar dan Kota Surabaya), tidak satupun memiliki 
' 

program yang demikian, sehingga tidak pernah jelas apakah bisa publik diakomodasi 

dengan proses yang lebih demokratis. 

Kcdua, alasan yang paling sering dijumpai di lapangan, yakni adanya tekanan 

atau desakan publik untuk dilihatkan dalam suatu proses pembentukan Perda. Tekanan 

yang dimaksudkan adalah upaya masyarakat tertentu, termasuk yang paling sering 

diJakukan oleh organisasi non-pemerintah, baik da1am bentuk demonstrasi atau unjuk 

rasa, pemberitaan media massa yang bertubi-tubi, pemuatan tulisan ahli atau pakar 
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mengenai topik Perda tertentu, hearing/denb'llr pendapat, ancaman gugatan hukum 

ataupun ·menyeminarkan proses maupun substansi Perda·Perda yang dianggap 

bcnnasalah. 

Tekanan puhlik ini, scbagnimana dikcmukakan olch responden, sebcnamya 

dilancarkan dalam situasi terpaksa ketika pemerintah atau anggota DPRD tidak Jagi 

mendengar atau peka terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait dengan 
. \ 

pembentukrui Perda · tertentu. Atau pula masyarakat menemukan adanya unsur 

kescngajaan manipulasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi maupun anggota DPRD 

yang bekerja dalam pembentukan Perda tcrsebut. Seringkali pula, dan lebih patahnya, 

upaya tekanan publik ini dilakukan ketika publik justru tidak diberi hak untuk terlibat 

atau berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda. 

Sctelah adanya tekanan publik tcrsebut, sebagaimana biasanya, untuk meredam 

tekanan publik terscbut, diupayakan adanya akomodasi agar publik (masyarakat) terlibat 

dan berpartisipasi dalam pembentukannya. Tidak begitu mengherankan, sebagaimana 

diakui oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Taufich, bahwa proses pelibatan publik 

(khususnya dcngar pendapatlhearing) bisa dilakukan berulang kali untuk bisa lebih 

optimal mengakomodasi kepentingan publik. Dan hal tersebut tergantung dari Komisi 

terkait untuk memberikun kcsempatan kcpada publik terlibat." 

Dalam pandangan lain, bahwa keterlibatan publik yang demikian karena desakan 

masyarakat yang diberitakan dengan rrekuensi cukup sering, Ielah mernberikan pengaruh 

apakah masyarakat perlu dilibatkan atau tidak. Misalnya dalam pembahasan Raperda 

Rctribusi dan Pajak Dacmh di Kabupaten Blitar yang dikenakan di sektor nelayan, 

kalangan media memberitakan·-dan jUb'll menyelenggarakan talk show Dialog Publik 

13 Taufich. Ketua DPRD Kab. BJitar, wnwancam, 17 Juli 2008. 
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khusus agar hauyak pihuk masyarakat yang mcngikuti pcrkembangan pcmbahasan 

Raperda tersebut. 13cgitu juga saat pembahasan Raperda Pendidikan di Kabupaten 

Jembcr, selain pcmberilaan yang cukup intensif mcngawal proses pembahasannya, juga 

substansi atau materi Raperda tersebut dituliskan secam lengkap di salah satu koran 

terbesar di Jember. Sedangkan media elektronik, seperti Radio lokal, juga membuat talk 

show dialog antar komunitas dan penyelenggara pendidikan untuk mengkritisi proses 

maupun substansi Raperda yang sedang digodok di DPRD Kabupaten Jember. 

Yang menarik, upaya peredaman sosial yang demikian, terkadang menjadi bagian 

untuk melegitimasi adanya unsur publik dalarn pembentukan Penla, meskipun 

keterlibatan tersebut biasanya hanya bersifat terbatas, fonnalitas dan sama sekali tidak 

substantif. Di sisi lain, peredaman yang bersifat sementam ini digunakan untuk memecah 

konsentrasi publik agar tidak merecoki proses maupun substansi Perda yang sedang 

dibahas. 

Di sinilah tantangannya untuk pengembangan metode partisipasi publik, bahwa 

pclibutan publik alas dasar adanya lckanan ekstcnml kelcmbagaan formal pembcntuk 

Perda, tidak senantiasa membuahkan perubahan atau pergeseran secara substantif 

bilamana proses pelibatan publik dipandang sebagai bagian terbatas formal adanya unsur 

puhlik di dalamnya. 

Kctiga, pclibatan publik alas dasar inisiasi pemerintah atau anggota DPRD karena 

isu tcrtentu dalam pcmbentukan Perda yang diperkirakan menjadi perhatian publik secara 

luas. lnisi:.tsi ini Sl.'SUI1£guhnyn s:~lah satu hcntuk respon.silitas pembcntuk Perda, baik 

dari pcmcrintah maupun DPRD itu scndiri. nmnun sifatnya Jcbih mengandalkan pada 
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argumentasi·· siluasi alau kepentingan tertentu, yang tidak bisa diperlakukan sama 

lcrhadap pcmbahmmn rancangan Pcrda-Perda lainnya. 

Memang, dalam prakteknya, perlakuan untuk pelibatan publik sangat mungkin 

tidak sama antam suatu pembahasan Pcrda dengan pembahasan Perda lainnya, mengingat 

sccara substansi ada keragaman yang menyangkut keterkaitan langsung para pihak. 

Meskipun demikian, dalam rangka mendorong upaya demokratisasi kebijakan daerah, 

khususnya dalam pembentukan Pcrda, maka haruslah ada standar atau ketentuan 

minjmum yang menjadi acuan atau dasar pelibatan publik dalam pembahasan hingga 

prost.-s pcngesahan Pcrda. lnilah kckosongan aturan teknis yang mengatur ketentuan atau 

standar minimum pelibatan publik, sehingga perlulah dipertimbangkan di masa 

desentralisasi dan otonomi dacrah dewasa ini mendorong kualitas demokratisasi 
. . \ 

kcbijuk;.m da<.:ni!l nu;hdt!i, :-mlall satunyil. J>;lrtistpi1Si puhlik. 

Salah salU contoh menarik mengakomodasi kepentingan publik dalam suatu 

kcbijakan dacrah adalah mekanismc Lcmpung Dumas (Lcmbaga Penampung Pengaduan 

Masyarakat) di KabuP'!ten Blitar, yang berada di bawah struktur instansi pemerintaban 

yang berrungsi scbagai model kchumasan. Jdc dasamya adalah bagaimana masyarakat 

dupal hcrkonlrihusi alas pcnyclcnggaman pcmcrintahan, lcrmasuk mcnangyapi dan 

mcngkritisi kebijakan daerah. 14 

Sebenamya ide tersebut cukup baik, namun karena posisinya secara kelembagaan 
' 

dan proses atau lahapan bekcrjanya lcmbaga dalam suatu pembentukan Perda tersebut 

justno diberikan ruangnya setelah suatu Perda disahkan. Boleh dikata, bahwa Lempung 

Dumas ini untuk menampung masukan, kritik atau hal lainnya atas produk hukum yang 

tclah disahkan. Dan ironisnya, lx:rdasark:m pcndapat Silas Desa, kelembagaan Lempung 

14 Suwardi, Kabag Hukum Pemkab Blitar, wawancara, Blitar 17 Juli 2008. 
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Dumas, sdain tidak bcgitu populcr eli matu masyarakat, Jembaga terscbut tidak jelas 

hagaimana mcniudaklanjuti scjumlnh aspimsi atnu kcpentingan publik yang teluh masuk 

dalam kelcmbagaan terscbul. 

I )i Surahny;,1, khususny;1 d;1l.:un implcmcutasi di DPRD Kula Sumbaya. hak 

mcng;.ljukan l~apcrda atus dasar Pasal 29 jo. 112 Tatib OPRD Kota Surabaya, 
' . \ 

sebagaimana dlukui olch. Ketua FDK dan anggota Komisi D, Rusli Yusuf, sangatlah 

lcmah}~ Ti<.laklah mcnghcmnkan hila partisipasi publik kurang bcgitu kuat proscsnya. 

k:lrcmt kincrja lcgishtsi pam anggotn DPRD saja scpcrtinya tidak berjalan dengan baik 

dan optimal. Hal ini seringkali terjadi karena usulan~usu1an Raperda yang sifatnya 

populis bagi publik, dicurigai sebagai motif untuk kampanye terselubung, sehingga 

scringkali dimcntahkan oleh anggota DPRD lainnyd. Apalabri. yang unik dibandingkan 

dengan Kabupaten Jember dan Kabupaten Blitar, di DPRD Kota Surabaya tidak ada 

Program Legislasi Daerah (Prolegda), sehingga publik kian terbatasi informasinya terkait 

dengan reneana pembahasan-pembahasan Perda. Padahal, penyusunan Prolegda ini 

mcnaJ>akan mandai ynng dihcriknn olch UU No. 10 Tahun 2004 tcntang Pcmbcntukan 

l'craturan l'crundang-undangan (vide: l'asal I ayat( 10) jo. 15 ayat (2) UU No. 10 Tahun 

2004). Prolcgda adalah instrumcn pcrcncanaan program pembentukan Perda yang 

disusun secara berencana. terpadu dan strategis. 

Mcskipun tidal< mcmiliki Prolcgda, namun dalam setiap pembahasan Raperda di 
' 

DPRD, disetliakan anggaran sccara khusus oleh Sekretariat Dewan untuk menfasilitasi 

adanyu J...~trtisipasi puhlik. Hal ini yang agak berbeda dengan dua wilayah penelitian 

lainnya. yakni di Kabupaten Blitar maupun Kabupaten Jember, dimana keduanya 

1
' Rusli Yusuf, Ketun FDK dan Anggota Komisi J) DPRD Kota Surabaya, wawanct~ra, Surnbaya 10 

Oktotx•r 2008. 

58 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



mcmiliki Prolcgda yang Ielah tersusun. namun tidak memiliki kecukupan anggaran untuk 

mclihatl\n1~ Jl<lrli:->iJtlsi puhlil\ dalum sclinp J>cmhnhasnn Rapcrda. 

Dnlam kontcks implementasi yang demikian, mcnunjukkan bahwa standar 

minimal dalam mctodc pt~rtisipasi puhlik sung~uh tid;.Jklnh dimiliki di tiga wih1yah 

tersebut, baik dari sisi proses. bcntuk, perencanaan Prolegda hingga urusan teknis 

pendanaan atau pembiayaan bagi jaminan hak publik. 

Sccara Substantif 

Di internal Pemerintahan Kabupaten Blitar maupun DPRD, seringkali 

menggunakan jasu pcrguruan tinggi, khususnya Universitas Airlangga untuk 

mendapatkan masukan mengenai substansi atau materi Perda. Scdangkan secara fonnal, 

scbagaimana diakui oleh Taufich, Kctua DPRD Kab. Blitar, anggota DPRD seringkali ke 

Jakarta untuk mendapatkan 'bintek' (Bimbingan Teknis) bersama aparat pemerintah 

kahupatcn. Mhmlnya mcngcnai pcmhalmsan Rapcrda TKI, yang scringkali mengundang 

masuknn dari pihak eksternnl agar secam substansi tidak keliru, utamanya terkait ruang 

lingkup dan sinkronisasi materi Pcrdanya dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

Tcrkadang pula, pembahasan mengenai Raperda, pembentuk Perda tidaklah 

mcnmhmni ;,r:.ll-, pcue,:ltui·.~n .;'bm sotsamn ynng tlij;ediknn obyck scsungguhnyu dalam 

rcngaturannya. Misalnya. di saal pcnyusunan l{aperda Prostitusi. scbagaimana 

dikcmukaknn pam pengurus Situs Dcsa Blitar. baik Pcmerintah maupun DPRD 

Kabupaten Blitar tidak mcmahami oricntasi yang bmudian berpengaruh terhadap hak 
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atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. dampaknya terhadap sektor usaha lainnya. 

dan model pcnatmm yungjclas bagi kclungsungan perekonomian masyarakat bawah. 16 

Biusanya untuk rncndt!J><llkan rx:njclasun sccara gamblang perd~batan dalam 

proses pcmbcntukan Perda tertentu, kita bisa mendapatkan infonnasinya berdasarkan 

Risalah Rapat. yang berada dalam administrasi Kepala Bidang Persidangan dan 

Pcrundang~undangan DPRD. Namun sayangnya, untuk memperoleh dokumen publik 

tcrsebut tidaklah mudah, dan terkesan rahasia. Hal ini berdasarkan pengalaman penelitiaa 

langsung di DPRD Kabupaten Blitar maupun DPRD Kabupaten Jember, meskipun 

berbekal surat formal atau resmi, tidaklah mudah memperoleh risalah tersebut Padahal, 

data dan inf.or:-nasi t..:·ilaf:.i riSUiah terschut sangatlah penting untuk konteks kelahiran 

kebijakan daerah atau memahami Jatar belakang pcrumusannya. 

Secara substansi suatu Perda bisa pula sangat buruk kualitasnya tidak saja karena 

tidak melibatkan banyak partisipasi publik, namun pula disebabkan oleh proses 

pcnyusunan Pcrda yang bcrdasarkan target waktu tertentu. l-lal ini lazim terjadi di 

berbagai daerah. karena produktifitas Perda dianggap sebagai salah satu ukuran 

keberhasilan kinerja legislasi. 17 Ada pandangan, menyusun Perda tertentu dalam kurun 

waktu tertentu yang telah ditentukan tidak bisa dipenuhi, maka dianggap gaga!. Sehingga 

seringkali soal substansi dikorbankan, sebagaimana diakui oleh sejumlah aaggota DPRD, 

scbcnarnya target waktu yang tcrhatas sungguh tclah mcmpcngaruhi kualitas produk 

hukum Perda tersebut. 

1'' Silas lksa. wawom\~:u·u, Blitar IH Juli :!Hill'\ 
17 Leo, Kctua Prolegc.la DPRD Kabupaten Hlitar, wawancara, Hlitar 17 Juli 2008. 
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lmplcmcntasi Parlisipasi: Kesimpulan 

Ada hcherapa pcngalaman lapangan dalam praktek, dimana proses pcmbentukan 

Pcrda di riga wilayah pcnclitian Ieiah mcngupayakan adanya partisipasi publik dengan 

cara atau mekanismc yang dcmikian beragam. 

Dalam penelitian lapangan ditemukan, keragaman metode partisipasi publik yang 

demikian dipengaruhi oleh sejumlah litktor, antara lain: (I) Pendanaan; (2) Tekanan atau 

desakan publik untuk dilibatkan; dan (3) lsu tcrtenlu yang menjadi pcrhalian publik 

sccura luas 

Dari tinjauan hukum. ada kckusongan aturan tcknis di tingkat lokal yang 

mengatur ketcntuan atau standar minin1· ·m pclibatan publik, sehingga mempengaruhi 

pula bagaimann mcndorong ~~~.,, ... as dcmokratisasi kebijakan daemh melalui, salah 

satunya, partisipasi publik. Karena standar minimal dalam metode partisipnsi publik 

sungguh tidaklah dimiliki di tiga wilayah tersebut, baik dari sisi proses, bentuk, 

perencanaan Prolegda hingga urusan teknis pendanaan atau pcmbiayaa~ bagi jaminan hak 

publik. 

Secara paradigmatik. meskipun ada ketentuan partisipasi publik secant terbatas, 

namun dalam praktcknya mencenninkan paradigma lama, dimana publik masih belum 

terlalu pcnting dilibalkan dengan j~minan hak-hak hukum seeara fonnal dalam Tatib 

Oi'RD tersebut. Bilamana ada pclibatan publik, maka hal ini hanyalah berdasar pada 

komitmen tcrtcntu dari pembentuk Pcrda yang sama sekali bukan atas dasar standar atau 

ketentuan khusu~. 

' 
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Bagian IV: Pengembangan Metodc Partisipasi Publik secnra Demokratis, Konsep 

dan Argumentasi Hukumnyn 

Mctode Pnrtisipasi Publik 

Di tengah desentralisasi pemerintahan dengan berlakunya otonomi daerah, maka 

tuntutan publik untuk mcmiliki hak bcrpartisipasi kian bcsar dan tak terhindarkan. Hal ini 

mcrupakan ciri bcrkembangnya dcmokratisasi di tingkat lokal dimana ada kontrol 

terhadap penyelenggara negara (kekuasaan) dengan warga negara, sehingga secara politik 

melahirkan konsensus-konsensus demokratis dan herkeadilan. 

Persoalannya adalah, partisipasi sebagai suatu ide, program. atau bentuk yang 

melekat dalam proses pengambilan kebijakan di daerab juga bukanlab hal yang baru atau 

asing dalam konteks sekarang. Klaim partisipasi bennunculan, agenda demokratisasi dan 

good governance, seolah tidak luput membidik indikator politiknya dengan standar 

partisipasi publik. Kla!m. part\c;ipasi sendiri dinyatakan tidak saja oleh penyelenggara 

pemerintahan, namun jUga disain yang dipersyaratkan dalam suatu kontrak politik atau 

kontrak ckonomi tcrtcntu. dilukukan olch lcml>aga donor (scpcrti Bank Ounia dan Bank 

Pembangunan Asia yang sangat dominan di Indonesia) atau negara donor (seperti Uni-

Eropa dan JICA). 

Pcrltlnynun mcntlasar :tlas klaim partisipasi ya.ng dcmikian adalah, apa 

sesungguhnya yang dimaksudkan dengan partisipasi dalam konsep dan implementasinya? 

Apakah sccara konseptual telah berkontribusi terhadap suatu proses pembentukan 

peraturan pcrundang-undangan, 'tidak saja dalam kcrangka jaminan formal, melainkan 

pula transformasi substansial demokratis atas penyusunan kebijakan daerah? 
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Berikut penelusuran sejumlah konsep partisipasi publik yang secara kongkrit 

menegaskan bentuk, tingkat atau derajat partisipasi dan paradigmanya, terutama terkait 

dengan pembentukan hokum atau kebijakan daerab. Sebenarnya ada sejumlah konsep 

yang dikemukakan oleh para ahli hukum/politik menyangkut partisipasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, namun penelitian ini membatasi pada 3 konsep yang 

dikemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto ( 1978), Seidmann dkk (200 I), dan Sherry 

Arnstein ( 1969). Sclain itu, ditambahkan pula konsep yang diatur dalam UU No. 10 

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Konsep The General Principles of Good Administration atau Azas-Azas Umum 

untuk Pemerintahan yang Baik (Kuntjoro Purbopranoto 1978) 

Konsep yang dikemukakan oleh Purbopranoto, dituliskan dalam buku berjudul 

"Beberapa Catalan Hukum Tala Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara", 

dimana ia membahas di dalamnya tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang 

diterjemahkannya dengan the general principle.v of good administration.18 

Ada 13 azas yang dimaksudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni: 

I. Azas kepastian hukum (principle of legal security) 

2. Azas keseimbangan (principle of proportionality) 

3. Azas kesamaan (principle of equality) 

4. Azas bertindak eennat (principle of carefulness) 

5. Azas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of motivation) 

18 Ia tidak menggunakan istilah good governance, karena saat itu di awal tahun 1980an istilah good 
governance sendiri belum begitu populer. lstilah ini dipopulerkan oleh Bank Dunia yang mendisain 
pembangunan dengan kcbijakan atau prasyarat utang luar negeri, sehingga seeara konseptual dominant 
(Wiratrnm,an 2007). 
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6. Azas janyan mencampuradukJ:an kewenangan (principle of non·misuse of 

competence) 

7. A7.as permainan yang layak (principi£• <if fair play) 

8. A1.as keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness of prohibition of 

arbitrariness) 

9. A1..as menanggapi penghampan yang wajar (principle of meeting rai:~ed e.xpeclation) 

10. Azas mcniadakan akihat-akibat suatu kcputusan yang batal (principle of undoing the 

consequences of an anuuled decision). 

II. A7.as perlindungan atas pandangan hidup ( cara hidup) pribadi (principle of protecting 

the personal way of life). 

12. Azas kebijaksanaan (sapientia) 

13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service). 

Azas-azas ini berlaku sebagai dasar dari Hukum Tata Pemerintaban, termasuk 

salah satu obyeknya. yakni Administrative redu voor de Wetgeving (Hukum Tata 

Pemerintahan untuk Perundang-undangan). 

Tidak ada konsepsi khusus termasuk mekanisme tertetitu mengenai partisipasi 

publik dalam azas-azas tcrscbut. namun partisipasi bisa dimaknai secara Jebih dekat 

dalam menjalankan azas penyelenggaraan kepentingan umum, yang memandang 

perlunya pelibatan publik sebagai pemenuban hak masyarakat (Purbopranoto 1978: 36-

40). 
\ 

Dalam sudut pimdang perbandingan, konsepsi yang dikemukakan Purbopranoto 

bisa dipersandingkan dengan konsep 'Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke 

rege/geving • (I. C. van der Vlies), yang membaginya dalam asas-asas yang formal dan 
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material. Begitu juga konsep yang dikcmukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, yang 

meliputi: 

(a) Asas tujuan yangjelas 

(b) Asas perlunya pengaturan 

(c) Asas organllembaga dan materi muatan yang tepa! 

(d) Asas dapatnya dilaksanakan 

(e) Asas dapatnya dikenali 

(I) Asas perlakuan yang sama dalum hukum 

(g) Asas kepastian hukum 

(h) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. 

Karena sifatnya yang berupa asas, maka partisipasi dalam bentuk yang nyata 

tidaklah disebutkan di sana, kecuali penjelasan-penjelasan atas asas-asas tersebut Dari 

penjelasan ahli-ahli perundang-undangan yang diberikan tersebu~ tidak ada penjelasan 

seeara eksplisit menerangkan posisi partisipasi publik dalam ~ngambilan kebijakan atau 

pembcntukan peraturan perundang-undangan. 

Konscp Good Governance (Seidman dkk. 2001). 

Adalah 3 orang, Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyesekere, yang 

memperkenalkan teknik perancangan perundang-undangan untuk Good Governance~ 

melalui bukunya yang populer, "Legislarive Drafting for Democratic Social Change: A 

Manual for Drafters". 

Mereka meyakini adanya simbiosis antara brood governance dengan 

pembangunan, sebingga good governance dianggap suatu hal mutlak dalam setiap 
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perancangan draft perundang-undangan. Apa sesungguhnya konsep good governance 

dalam buku tersebut? Konsep good governance yang dimaksudkan oleh Seidman dkk., 

tidak lain adalah konsep yang diambil dari konsep Bank Dunia (Seidman dkk 2001: 8), 

khususnya dari terminologi 'governance' yang diperkenalkan sejak tahun 1989 (World 

Bank 1989), yang belakangan ditedemahkan sebagai: 'the manner in which power is 

exerci.ved in the management of a country·,,. economic and social resources for 

development' (World Bank 1992). 

Karakteristiknya disederhanakan menjadi dua hal, yakni: pemerintahan yang 

efektif dan tidak ada kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan. Ada 4 

elemen rule of law yang mendorong pada proses agar tak terjadi kesewenang~wenangan, 

yakni: 

(a) Gm,ernanc.:e by rule 

(h) Accmmtahility 

(c.:) 'f'ram;parency 

(<() l'articipalion 

Salah satu yang terkait emt dengan proses pelibatan publik adalah e1emen 

partisipa.c;i, yang mana dijelaskan sebagai berikut. "persons affected by a potential 

deci.vion -·the stakeholders- have the maximum feasible opportunity to make inputs and 

otherwise lake part in governmenlal decisions." 

Dalam konsep ini, maka partisipasi yang dimaksudkan adalah kesempatan 

maksimum untuk memberikan masukan (input), hila tidak terlibat dalam kebijakan 

pemerintahan. Ditinjau dari bentuk partisipasinya, maka 'masukan' atau 'input' 

sesungguhnya masih cukup 1emah menempatkan posisi partisipasi publik agar secam 
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substantif masih dijamin dalam putusan akhir atau peraturan perundang-undangan yang 

disahkan. Karena dalam konteks ini tidak dijelaskan secara nyata bagaimana seharusnya 

tingkat maksimum dalam pelibatan publik. 

Konsep Ladder of Citizen Participation (Arnstein 1969) 

Bagi .~rs:cin, kita iiarti~·ipasi adalah kata yang tidak jelas, memiliki arti beragam . . 

bagi setiap orang. Salah satu hal untuk memudahkan pemahaman atas partisipasi, maka 

Arstein memperkenalkan 'tangga partisipasi', yang bisa mempertihatkan bagaimana 

publik merespon suatu kegiatan atau inisiasi pembentuk peraturan atas klaim partisipasi. 

'Tangga partisipasi' ini membantu publik atau masyarakat berbicara apa yang 

dimaksudkan dengan 'partisipasi' atau 'keterlibatan'. 

Berikut tangga partisipasi ala Arstein (1969). 

8 . Kendali.masyarakat (Citizen control) . Degree ofC}t~enl~er. : 
· .. · · • • · · (Kel<uasi!SJt¥l!SYiirakat}. 

7 ~IegasHiekuas8an (Delegated power) . . . . . ·.· . . :. 
', '' : ·: ' ' ' ' ' ' ' ··.· .. ',•· ' ···' 

•6r <.. :K,~i~ll·~~)'?"r$h;p)'.<i•y )\ •i•<<>>;.}§, 
s Peredaman (1'/acation) 

4 Konsultasi (Consultation) 

3 Penginformasian (Informing) 

Jerapi (Thera!')') 

Manipulasi (Manipulation) 

Degree o[Tokenism 
(Semu) 

· ·:Nt;m~fla"ti¢_ipaJio_it 
(Ti<liik ~Srti~J'atif) 

.-.,, 
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Dalam lanJ!b>a panisipasi tersebut, ada tiga area penting untuk melibat sejauh 

mana panisipasi mcmiliki makna atau bobnt bcrkualitas. Semakin ke bawah semakin 

lemah atau tidak ada panisipasi. 

Derajat terendah adalah manipulasi, dimana publik hanya sekadar dimanfaatkan 

dan ditipu dalam suatu proses kebijakan. Derajat bcrikutnya adalah semu, atau tokenisme. 

Publik memang dilibatkan dalarn proses kebijakan ini, misalnya adanya sosialisasi 

(penginformasian) dari pembentuk peraturan kepada masyarakat, diberikannya 

kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam proses konsultasi, dan dalarn situasi tertentu 

(misalnya alas desakan publik) diadakan forum-forum khusus yang sifatnya meredarn 

(placation). Namun, dari ketiganya sungguh tidak ada kontrol langsung dari publik 

sehingga partisipasi yang dimaksudkan sangatlah semu dan rentan kooptasi pengarnbil 

kebijakan terhadap publik yang diklaim telah dilibatkan. 

Dalam praktek, penelitian ini menemukan adanya forum sosialisasi, konsultasi 

publik, dan dialog dengar pendapat, merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang seringkali 

digunakan dalam pembentukan Perda, dan diklaim oleh pembentuk Perda (baik anggota 

DPRD maupun aparat peoncrinlahan) tclah mclibatkan publik dalam proses pembentukan 

Pcrda tcrtcntu. Padahal, bcrdasarkan tangga partisipasi Arstcin, scmua proses yang 

seringkali terjadi di lapangan adalah semu belaka. 

Derajat teninggi panisipasi adalah adanya kekuasan masyarakat (publik) yang 

ditandai dengan posisi masyarakat yang bisa sejajar atau bermitra dengan pembcntuk 
., 

peraturan untuk pengaonbilan keputusan (kemitraan), atau memiliki kesempatan untuk 

onengambil sebagian porsi kebijakan tenentu (delegasi kekuasaan) dan puncaknya adalah 

kontrol yang kuat dari masyarakat untuk terlibat sampai di tingkat pengambilan 

0 
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keputusan. lnilah yang sebenamya partisipasi yang nyata dan demokratis dalam suatu 

proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertentu. 

Konsep UU No. I 0 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peratnran Perundang

undangan 

Berdasarkan Pasal 5 dan 6 UU No. Tahun 2004, dikemukakan adanya asas-asas 

pernbentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi antara lain (sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 5): 

(a) Kejelasan tujuan 

(b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepa I 

(c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

(d) Dapat uila<.sanwut ' 

(e) Kedayagunaan dan kebasilgunaan 

(I) Kejelasan rumusan 

(g) Keterbukaan 

Salah satu asas yang menyinggung secara langsung kaitannya dengan partisipasi 

publik adalah asas keterbukaan (Pasal 5 huruf g). Dalam penjelasannya disebutkan 

bahwa, "yang dimaksudkan dengan asas 'keterbukaan' adalah bahwa dalam proses 

pernbentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan. 

penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, selurah 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan." 
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Konsep dalam Pasal 5 huruf g UU No. 10 Tahun 2004 inilah yang seharusnya 

panting dijadikan dasar pijakan keterlibatan atau partisipasi publik, yang menjelaskan 

asas dan tahapan kongkrit dimana sesungguhnya publik bisa terlibat. Ada 4 ( empat) level 

keterlibatan publik menurut ketentuan tersebut, yakni: 

I. Perencanaa~ \ 

2. Persiapan 

3. Penyusunan dan 

4. Pembabasan 

Bcntuk kongkrit partisipasi publik yang dimaksudkan adalah: 

I. Akses untuk memperoleh infonnasi, atas dasar penegasan transparansi atau 

keterbukaan di setiap levelnya. 

2. Kesempatan seluas-seluasnya memberikan masukan. dalarn proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan. 

Pengembangan Metode Partisipasi 

Dengan menggunakan metode induktif dalarn penelitian ini, memperjelas babwa 

apa yang selama ini diatur dan dipraktekkao menyangkut partisipasi publik, setidaknya di 

tiga wilayah penelitian (Kahupaten Jember, Kahupaten Blitar dan Kota Surabaya), adalah 

benar-benar torbatas, tidak mencenninkan adanya kontrol dan peran masyarakat dalam 

berbagai level atau tingkatan pembentukan Perda, serta semu sifatnya. 

Hal ini bisa menjadi cerminan bahwa desentralisasi atau otonomi daerab tidak 

serta merta mcmbawa perubahan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan di 

tingkat daerah atau lokal, dan demokratisasi yang disuarakan publik pun sebenarnya 
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sangatlah semu dan tidak substantif. Apalagi, melihat kasus proses pembentukan Perda 

yang pijnknn hukumnya scbalas pada Tala Tcrtib DPRD. telah mcmpersempil ruang 

gerak publik unluk lerlibat dalam pembentukan Perda ilu sendiri. 

Partisipasi, dalam konleks paradigma pembentukan perundang-undangan yang 

partisipatif, bukanlah konsep untuk menundukkan masyarakal dalam situasi pembenaran 

klaim penguasa alas kebijakannya. Dalam banyak kasus, memang, pendekatan partisipatif 

menjadi bagian dari alai kooptasi baru bagi rezim yang berkuasa dan buka sebagai alai 

pembebasan, sehingga sesungguhnya wajah penindasan dari pembangunan sebenarnya 

telap ada, hanya lerbungkus oleh jargon partisipasi (Rahnema 1995). Dalam bingkai 

demokrasi perwakilan, kelerlibalan atau partisipasi publik sudah pasli penuh kelerbalasan 

dan kelemaban. Apalagi, bila ditanamkan ilusi bahwa model ini akan mengbasilkan 

hukum dan kebijakan yang melindungi kepenlingan semua pihak secara berimbang serta 

mampu menghadirkan keleraluran sosial (Gofar dkk. 2003: 49). 

Oleh sebah itu, pendekatan partisipatif haruslah berubah pemaknaannya, dari 

sekadar kata keadaan (keterlibatan rakyal dalam proses pembangunan, lerrnasuk 

pembenlukan peraluran perundang-undangan), menjadi kata kerja (pendekatan untuk 

menempalkan posisi masyarakal secara politik sebagai pelaku pembangunan). Seeara 

filosofis, pendekatan partisipaloris berbasis pada prinsip "proses belajar berdasarkan 

pcngalaman' ul;tuk ,;a,mlhilily building dan in.o;ti/utiunul strengthening", sehingga 

masyarakaltampil sebagai pelaku pembangunan yang mandiri (Obama 2001). Sehingga 

diharapkan, seliap kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara negara akan jauh lebih 

efeklif dan ada perasaan unluk memiliki alas kebijakan lersebut (sense of belonging), 

karena masyarakatnya menjadi lebih berdaya. 
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Dcngan konsep dasar partisipasi yang demikian, maka tindakan kunci untuk 

perubahan menyeluruh kebijakan di tingkat daernh haruslah didorong melalui, 

(I) Rekoustruksi kelembagaan negarn yang lebih memberikan jaminan partisipasi 

politik kewargaan. 

(2) Pergeseran konsep 'top-down' menjadi proses 'bollom-up', sebingga posisi dan 

suara masyarakat senantiasa diutamakan dalam kebijakan apapun (Wabyudi 2006). 

(3) Adanya peningkatan kemampuan masyarakat (capacity building) dan penguatan 

kelembagaan masyarakat setempat (local institutional strengthening), dengan cara 

melibatkan diri dalam setiap kebijakan. Oleh sebabnya, prasyarat pengorganisasian 

masyarnkat menjadi penting untuk proses transformasi kemampuan publik dalam 

men.ialan kontrol terbadap kekuasaan politik. 

Berdasarkan pada hal demikian, maka perlu pemikiran untuk mengembangkan 

metode partisipasi publik berbasis konteks hukum dan politik lokal yang sebenarnya 

banyak memberikan pelajaran berharga untuk mendorong transfonnasi demokratisasi di 

tingkat bawah. Sekaligus, mengkombinasikan dengan konsep-konsep partisipasi yang 

Ielah dituliskan oleh sejumlah ahli atau berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagaimana 
\ 

dikutip scbel'umi1ya dalttm laporan penclitian ini. 

Pengcmbangan metodc partisipasi dalam konteks sekarang, khususnya dalam 

pcmbcntukan Perdu, bisu diawali dari kcnangka normatif yang tclah discdiakan oleh UU 

No. 10 tahun 2004, yakni Pasal 5 jo. Pasal 53. Paling mendasar dalam kerangka normatif 

ternebut adalah partisipasi publik merupakan hak hukum bagi publik, yang dijamin 

berdusarkan l'asal 53 UlJ No. 10 Tahun 2004. 
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Hak hukum bagi publik tersebut bisa diimplementasikan melalui sejumlab metode 

partisipasi, dalam (setidaknya) 4 level proses pembentukan Perda, yakni: Perencanaan; 

Persiapan; Penyusunan dan Pembabasan. 

Berdasarkan wawancara dan pengolahan data sekunder, level-leveltersebut bisa 

lebih dipertajam uraian partisipasinya agar semukin jelas apa yang harus difasilitasi 

pembentuk Perda agar lebih demokratis prosesnya. Lihat tabulasi berikut untuk 

memudabkan tahapannya. 

Tabel6 
Pengembangan metode Partislpasi Publik 

Berdasarkan Tahapan Perencanaan, Persiapan, Penyusunan dan Pembahasan 

.. Tahapan .. 
Pertama: 
Perencanaan 

Bentak-dao-Metode -- - · .. -Kel~raJI2an... ...... .... .... -
I. Adanya jaminan prosedur untuk 

memberikan masukan. uSulan. 
mengenai permasalahan masyarakat 
yang perlu ditindaklanjuti dengan 
perancangan Perda tertentu. 

· Tabap pertama ini 
merupakan upaya 
merumuskan gagasan, 
berupa usulan untak 
penyelesaian masalah 
atau menjawab 
kebutuhan masyarakat. 
Dan penjaringan untak 
membuat naskab 
Raperda tertentu (Gofar 
dkk. 2003: 36-37). 

Keduo: _______ C-KewaJiban penyediaan informasi 
Persiapan 

Ketiga: 
Penvusunan 

minimum, seperti produk Prolegda. 
2. Kewajiban publikasi yang bisa diakses 

informasinya secara efektif dan mudah 
olch publik, misalnya mclalui papan 
infonnasi, media massa maupun 
website. 

3. Adanya penjelasan kerangka waktu 
yang diatur dan memadai untuk 
keseluruhan proses pembentukan 
Perda. termasuk diseminasi setelah 
nen•esabannva. 

I. Adanya jaminan prosedur atau 
mekanisme yang menjamin J>.Ublik bisa 
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Keempat: 
Pembahasan 

mengajukan usulan draft Raperda, 
selain inisiasi Pemerintah atau pmkarsa 
DPRD. 

2. Adanya jaminan memperoleh 
keterangan bilamana usulan publik 
tentang usulan draft Raperda tersebut 
ditolak. 

I. Adanyajaminan ketentuanyangjelas 
mengen.ai dokumen dasar/minimum 
'"'\ifb di'sediakan dan bisa bebasdiakses 
oleh publik, utamanya drafRaperda dan 
dokumen pendukunganya (seperti 
naskah akademik bila ada). 

2. Adanya jaminan mekanisme formal 
pelibatan publik untuk memberikan 
masukan dalam pembahasan R.aperda, 
khususnya di tingkat Komisi ataupun 
Pansus. 

3. Adanyajaminan keterbuk.aandalam 
setiap proses pembahasan, baik di 
tingkat persidangan maupun akses 
terhadap produk drafRaperda yang 
sedang dibahas, atau jaminan prosedur 
atau mekanisme yang terbuka dan 
cfektifbagi publik untuk terlibat 
mengawasi proses pembahasan 
Raperda. 

Perlu dipertimbangkan 
adanya pendanaan 
khusus untuk proses 
pembahasan dengan 
pelibatan publik, 
terutama mendatangkan 
para pibak yang paling 
memiliki relasi terkena 
dampak/pengarub 
Raperda tersebut. 

Dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya, maka kontrol 

publik terhadap produk Perda akan semakin kuat dan demokratis, sehingga 

menghindarkan proses manipulatif dalam pembuatan kebijakan daerah, khususnya Perda. 

Meskipun demikian, secara politik untuk menjamin proses demokratisasi 

kebijakan daerah, dengan menggunakan indikator Arstein ( 1969), dirasakan belumlah 

cukup mcnjamin bagi publik. Artinya, mekanisme kcterlibatan publik tidak hanya cukup 

pada tingkat pembahasan, melainkan kontrol politik bagi publik haruslah diperluas 

hingga tahap penentuan kebijakan dan pengawasan seeara implementatif Perda tersebut. 

Karcna kcdua hal ini merupakan wilayah lcrtinggi dcrajatnya dalam suatu partisipasi 
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publik, dimana kekuasaan masyarakat harus lebib berdaya untuk melakukan kontrol 

kekuasaan agar bisa lebih bertanggung jawab. 

Berdasarkan pertimbangan ini, pengembangan metode partisipasi publik harus 

pula ditingkatkan pada: (I) Tingkat Penentuan/Penetapan!Pengesaban Perda; dan (2) 

Tingkat Pengawasan lmplementasi Perda. Kedua bal tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut. 

Tingkat Penentuan/Pengesahan Perda 

Seringkali dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk 

Perda, publik Ielah dilibatkan secara baik dalam setiap prosesnya hingga tingkat 

pembahasan. Namun, di tingkat pengesaban dimana publik atau masyarakat tidak 

memiliki posisi politik dalam kelembagan formal negara, maka situasinya bisa berubab 

ketika pengambilan kebijakan yang dilakukan ternyata tidak sesuai dengan proses 

demokralis sampai lingkat pembabasan sebelumnya. Hal ini sangat mungkin dan besar 

teijadi karena proses akhir kebijakan memang tidak di tangan pihak luar, tetapi di Iangan 

pembentuk Perda itu sendiri, khsususnya anggota DPRD dan Kepala Daerab. 

Di sinilah tantangan bagi publik berpartisipasi dengan basil yang lebih 

mendekatkan pada kebutuhan masyarakat, sehingga tetaplab diperlukan kontrol atau 

kendali dari publik agar basil dari proses pembabasan bersama tidak jaub dari 

kepentingan atau kehut1~han ·.)llereka. lni bera1ti, yang diupayakan tidak saja soal . . 

mekanisme atau kontrol prosedur semata. namun pula kontrol substansi. 

Dalam rangka mencgaskan kontrol substansi yang demikian, setidaknya 

diperlukan syarat atau mekanisme minimal, yakni: 
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(I) Adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, terutama di level 

pengesahan suatu Perda. Saat pengesahan Perda, publik harus terlibat untuk 

mengawasi atau memantau proses yang sedang teljadi di dalam, meskipun 

masyarakat tidak memiliki hak-hak sekalipun. 

(2) Adanya mekanisme hukum atas keberatan publik (inspraak) hila suatu Raperda· 

dibahas tanpa melibatkan publik. Selama ini mekanisme inspraak sebenarnya telah 

diatur, dalam bentuknya executive review dan judicial review menurut UU No. 32 

Tahun 2004. Namun, mekanisme tersebut tidak memasukkan alasan 'ketiadaan 

pelibatan publik' sebagai dasar review. 

(3) Adanya mekanisme untuk pertanggungjawaban bagi pembentuk Perda yang dengan 

sengaja membatasi atau menghentikan publik untuk ikut be!p8rtisipasi dalam 

pembentukan Perda, tennasuk dalam proses pengesahan. 

l'ingkat Pengawasan lmplementasi l,erda 

Dalam ~xmeli1 :un ·:apa(igan yang dilakukan di tiga wilayah, Kabupaten Jember, 

Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya, ditemukan fakta bahwa proses partisipasi publik 

dalam Perda yang seringkali dimaksudkan oleh penyelenggara pe!\lerintaban adalah di 

saat sosialisasi atas Raperda yung telah disahkan! Sosialisasi semacam ini bahkan 

dianggarkan secara khusus, sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar 

dan Kabupaten Jember. 

Sosialisasi dalarn konteks demikian, tentulah bukan partisipasi yung nyata, 

dimana masyarakat bisa terlibat menentukan kebijakan. Tetapi, partisipasi dengan 

bentuknya sosialisasi dalam tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Arstein (1969) 
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adalah semu sifatnya Selain itu, dalam proses pembentukan Perda, sesunggubnya 

masyamkat sama sekali ridak ada tempatnya, karena Perdanya sendiri telah terbentukl Di 

sinilah kesesatan atas diskursus mengenai partisipasi yang selama ini terjadi. 

Ketika Perda Ielah disabkan, maka proses kontrol publik terbadap Perda adalah 

menempatkan posisi masyarakat terlibat dalam proses implementasinya, secara bersama

sama. lnilah yang disebut Arstein (1969) sebagai kernitraan (partnership). Kemitraan bisa 

dibangun sebagai upaya meneruskan proses kontrol publik, dengan memberikan ruang 

komunikasi antara pembentuk Perda dengan masyarakat terkait dengan pelaksanaan atau 

implementasi Perda. Hal demikian tentunya bisa diatur secara khusus dalam Tatib DPRD, 

sebagai bentukjaminan bahwa produk hukum Perda bisalebih optimal dijalankan. 
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BABVI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesim1tulan • 

Ada sejumlah kesimpulan yang bisa dipetik dari laporan penelitian ini, dan 

kesimpulan berikut diambil berdasarkan empat rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. 

Pertama, dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi dalam penentuan 

kebijakan publik pasca diberlakukannya UU No. 32 Tabun 2004. 

Meskipun telah ada ketentuan khusus partisipasi masyarakat dalam Tatib DPRD, 

atau bahkan altematif pembentukan Perda yang menjamin secara nonnatif 

partisipasi publik, tentunya, pelakaanaan di lapangan secara efektif sangatlab 

ditentukan olch masing·masing proses dan dinamika politik lokal. Artinya, 
. \ 

jamirlari. ketentuari normatif yang demikian belumlah cukup dinyatakan berhasil 

hila implementasi penegakan hukam atas keterlibatao .• publik tidaklab beljalan 

secara efektif dalam praktek. 

Apalagi, akibat tiadanya kerangka nonnatif yang kuat dalam proses partisipasi 

publik, maka implementasi partisipasi publik menjadi beragam, sekaligus 

merefleksikan bahwa keperluan partisipasi publik masih disandarkan pada 

kebutuhan·kebutuhan tertentu secara politik, dan tidak ditentukan atas standar 

atau landasan hukum tertentu. Oleh sebab itu, meskipun dalam praktek 

dimungkinkan namun tidak ada klaim yang mudah bagi publik melibatkan diri 

dalam proses pembcntukan Pcrda. Dalam konteks implementasi yang demikian. 
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menunjukkan bahwa standar minimal dalam metode partisipasi publik sungguh 

tidaklah dimiliki di tiga wilayah penelitian (Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar 

dan Kota Suntbaya) tersebut, baik dari sisi proses, bentuk, perencanaan Prolegda 

hingga urusan teknis pendanaan atau pembiayaan bagi jaminan bak publik. 

Secara substansi suatu Perda bisa pula sangat buruk kualitasnya tidak saja karena 

tidak melibatkan banyak partisipasi publik, namun pula disebabkan oleh proses 

penyusunan Perda yang berdasarkan target waktu tertentu. Hal ini lazim terjadi di 

berbagai daerah, karena produktifitas Perda dianggap sebagai salab satu ukuran 

keberbasilan kinerja legislasi. 

Kedua, bagaimana varian-varian pengembangan metode pembentukan peraturan 

perundang-undangan di daerab (legislasi daerah) pasca diberlaknkannya UU No 32 

Tabun 2004 dan UU No. 10 Tahun 2004. 

Secara umum, sesungguhnyn pengembangan metode pembentukan peraturan 

perundangan sangatlab terbatas. Varian-variannya lebih dipengaruhi oleh 

kepenlingan pam pihak dalam konteks pembabasan Perda lertentu, dan bukan atas 

dmrur slandar minimum yang dipcrlukan alau mcnjamin bagi partisipasi publik. 

Hal demikian dimungkinkan terjadi karena hadimya UU No. 32 Tahun 2004 

memberikan peluang besar untuk memperkuat kontrol publik di tingkat lokal, 

apalagi setelab adanya UU No. 10 Tabun 2004 yang memiliki jarninan khusus 

mengenai hak partisipasi dalam pembentukan Perda. 

Bagaimanapun, varian pengembangan metode tersebut tetaplah lemab bagi 

kontrol publik terhadap proses pembentukan Perda, karena tidak mencapai demjat 

tertinggi partisipasi dalam konteks analisis Arstein. 
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Ketiga, prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam pengembangan metode 

pembentukan pemturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya 

kemngka pemajuan hak-hak asasi manusia. 

Demjat tertinggi partisipasi adalah adanya kekuasan masyamkat (publik) (Arstein 

1969) yang ditandai dengan posisi masyamkat yang bisa sejajar atau bermitra 

dengan pembentuk peraturan untuk pengambilan keputusan (kemitraan), atau 

memiliki kesempatan untuk mengambil sebagian porsi kebijakan tertentu 

(delegasi kekuasaan) dan puncaknya adalah kontrol yang kuat dari masyarakat 

untuk terlibat sampai di tingkat pengambilan keputusan. 

lnilah yang sebenamya partisipasi yang nyata dan demokratis dalam suatu proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertentu. Namun, 

dalam pmktek belum banyak dilakukan secara lebih teljamin kerangka 

normatili1ya. 

Bilamana prinsip ideal kontrol publik secara demokratis dipenubi dan dijamin 

dalam kerangkn normatif, maka hak partisipasi masyarakat akan meluas dan 

mendalam di setiap proses pengambilan keputusan, termasuk dalam proses 

pembentukan Perda. Di sini inti jaminan perlindungan hak-hak politik warga 

negara yang merupakan hak asasi manusia 

Kecmpat, kerangka normatif partisipasi publik dalam pengembangan metode 

pembentukan peratumn perundang-undangan di daerab sebagai bahan masukan 

pembaruan hukum legislasi daerah. 

- Konsep dalam Pasal 5 huruf g jo. 53 UU No. 10 Tahun 2004 inilah yang 

seharusnya penting dijadikan dasar pijakan keterlibatan atau partisipasi publik, 
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yang menjelaskan asas dan tahapan kongkrit dimana sesungguhnya publik bisa 

terlibat Ada 4 (empat) level keterlibalan publik menurul kelentuan lersebut, 

yakni: Perencanaan; Persiapan; Penyusunan dan Pembabasan. BeniUk kongkril 

panisipasi publik yang dimaksudkan adalah: (I) Akses uniUk memperoleh 

infonnasi, alas dasar penegasan transparansi alau kelerbukaan di setiap levelnya; 

dan (2) Kesempalan seluas-seluasnya memberikan masukan dalam proses 

pembualan peratunm perundang-undangan. 

Tatib DPRD yang dijadikan dasar uniUk proses melibatkan publik dalam 

pembenlukan Perda, menunjukkan kerangka nonnalif yang sangat lemah dan 

tidak memiliki slandar minimum dalam proses pelibalan partisipasi publik. Tatib

Talib DPRD sangadah minim mengatur dan menjamin hak publik lerlibat dalam 

pcncnluan kebijakan dacrah. Sehingga, proses pelibalan publik ini sangat 

bergantung dari apakah ada komitmen lertentu dari pimpinan alau anggola DPRD 

dan alau Kopala Daerah uniUk mengusulkan keterlibalan publik, dan bukan alas 

dasar kewajiban hukum alau kebarusan untuk selalu melibatkan publik dalam 

proses pembentukan Perda. 

Meskipun dengim lemah dan terbalasnya kerangka nonnatif partisipasi publik 

dalam proses pembenlukan Pcrda, dengan mengupayakan akomodasi prinsip ideal 

partisipasi dalam Tatib DPRD maupun allomatif Perda kbusus, maka akan 

melahirkan pembaruan hukum daerah secara substantif dan transformalif dalam 

rangka memperluas jantinan hak politik warga uniUk berpartisipasi. 
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Saran 

Karena disain awal penelitian ini adalah untuk pengembangan metode partisipasi 

publik, maka upaya pembaruan hukum dan institusional menjadi penting dan tak 

terhindarkan. Saran yang bisa dikembangkan lebih jaub pasca penelitian ini adalah, 

Pertama, perlunya tindakan kunci untuk perubahan menyelurub kebijakan di 

tingkat daemh yang dilakukan secam partisipatif, haruslah didorong melalui, (I) 

Rekonstruksi kelembagaan negam yang lebih memberikan jaminan partisipasi politik 

kewargaan; (2) Pergesemn konsep 'top-down' menjadi proses 'bol/om-up', sehingga 

posisi dan suam masyamkat senantiasa diutamakan dalam kebijakan apapun; (3) Adanya 

peningkatan kemampuan masyarakat (oopacity building) dan penguatan kelembagaan 

masyamkat setempat (local institutional strengthening), dengan cara me1ibatknn diri 

dalam setiap kebijakan. 

Kcdua, tcrkait dengan hal pertama, dalam konteks hukum, jaminan kerangka 

normatif partisipasi publik perlu diberikan dan diperkuat, baik di tingkat undang-undang 

(khususnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratumn Perundang

undangan) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang mel\iadi 

landasan pembentukan Perda. lnisiasi pelibatan publik melalui Perda khusus partisipasi 

publik, ataukah penyempumaan Tata Tertib DPRD adalah bagian penting untuk 

pcngcmbangun mctodc partisipm•i publik dalam pcmhcntukan Pcrda 

Tanpo ada jaminan kemngka normatif yang lebih baik, maka dinamika partisipasi 

publik, haik kontrol prosedural maupun kontrol substansial oleh publik, akan senantiasa 

bergantung pada komitmen politik lukal yang [sesungguhnya] tidak selamanya 
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membcrikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak publik terlibat dalam 

kebijakan daerah. 

.. \ 

"• 
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DINAMIKA OTONOMI DAERAH 
DALAM PENGEMBANGAN METODE PARTISIPASI PUBUK 
PEMBENTUKANPERATURANPERUNDAN~UNDANGAN 

(Studi Kasus di Tiga Wilayah: Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, 
dan Kota Surabaya)1 

\ 

Oleh: 
R. lierlambang Perdana Wiratraman dan Airlangga Pribadi2 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika dcmokrasi Jokal di tengab transisi politik 
otonomi daerah, khususnya sctelah diberlakukannya Undang-Undans No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturon Perundang-undangan, dimana seeara langsung akan 
mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik. di daerah. Secara lebih 
khusus melihat bagaimana implementasi kata 'berhak' yang diatur dalam Pasal S3 U 
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah. 
Dari kajian dinamika tersebut. maka dilanjutkan dengan pernetaan varian-varian 
pengembansan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, terutama da1am 
proses pelibatan publik (pattisipasi). 

Dalam konteks kajian politik lokal, penelitian ini juga bennaksud untuk mengkaji 
bagaimana partilipasi politik di tingkat Jokal pada masa otonomi daerah ini telah 
melibatkan warga secara penuh dalam proses pengambilan kebijakan, tidak hanya secara 
umum. namun secara lebih spesifik berkaitan dalam dimensi: Pertama. demokrasi 
ekonomi berupa manajemen partisipatoris seluruh warga dalam pengelolaan aset.aset 
produktif dan hale kepemilikan bersama. Kedua, demokrasi pluralistik politik berupa 
pemahaman dan kepekaan terhadap aspek pluralitas identitas dan lokalitas dari setiap 
warga negara dengan segenap kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pelibatan partisipasi 
politik mereka dalam pengambilan kebijakan publik. 

Kata Kunci: hale partisipasi; metode pembentukan perundang-undangan; PerdL 

I. Pengantar 

Secara normalif, pengaturan pelibatan publik tidaklah diatur secara khusus, 
' 

terkecuali ditentukan keharusan pelibatannya dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, 

yang menyatakan: 

J•enclilinn dibiayni mclnlaui llibnh Bcrsaing, Tahun Anwran 2008. 
Dosen Oepanemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dan Departemen llmu Polltik, Fakultas llmu 
osial dan l!mu Politik, Universitas Airlangga. 
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"Musyurakat herhak memherikan masukan .vecara lisan atau tertu/is 
dulam rangku penyiupan atau pemhahasan rancangan undang-undang 
dan runcungan peraturan daerah. " 

Meskipun dirumuskan atas inisiasi masyarakat, pasal tersebut memandatkan 

penyelengga.-a pemerintahan untuk mengllkomodasi hak partisipasi publik untuk terlibat 

dalam penyiapan dan pembahasan legislasi daerah. Masalahnya, belum ada ketentuan 

lebih jauh pengaturan teknis bagaimana mekanisme partisipasi publik itu barus 

diakomodasi oleh penyelenggara pemerintahan, dan apakah mekanisme tersebut sudah 

efektif dalam rangka mendorong demokratisasi politik ekonomi di tingkat lokal. 

Dalam konteks inilah, tulisan ini dilakukan untuk menemukan jawaban sekaligus 

mendorong adanya rekomendasi untuk melibatkan partisipasi publik secara efektif dan 

demukratis di tingkat lokal. Permasalahan yang diangkat adalah, 

a Bagaimana dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi dalam penentuan 

kebijakan publik pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004? 

b. Bagaimana varian-varian pengcmbangan metode pembentukan peraturan perundang

undangan di daerah (legislasi daerah) pasca diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 

dan UU No. 10 Tahun 2004? 

c. Apa saja prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam pengembangan metode 

pembantukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya 

kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia? 

Bagaimana kerangka normatif partisipasi publik dalam pengembangan metode 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah sebagai bahan masukan 

pembama~ h~tkum ~cgi.-:.lasi ~aerah. 

II. Partisi)lasi Publik 

Potret dinamika lokal setelah diberlakukannya otonomi daerah yang digulirkan 

• cjak 1999, namv•knya tidak scsuai dcngan keinginan atau harapan publik secara luas. 

tapa tidak, betapa merebaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan badan-badan 

sekutif dan legislatif daerah, serta banyaknya disorientasi dalam pembuatan kebijakan 

ublik, sebingga tidak mengherankan terjadi letu)l&n-letu)l&n sosial politik di levellokal. 
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Letupan sosial politik yang demikian seringkali dikaitkan dengan tiadanya 

jaminan mekanisme hukum partisipasi publik sebagai bagian dari kontroVpengawasan, 

dimana ia menempati posisi tangga partisipasi tertinggi. UU No. 32 Tahun 2004, sebagai 

revisi UU No. 22 Tahun 1999, adalah instrumentasi hukum baru yang menfokuskan 

pembaruan terhadap partisipasi lokal khususnya terkait dengan kebijakan electoral 

daerah. Di sisi lain, sesungguhnya sangat panting dalam posisinya mendorong proses 

demokratisasi lokal, adalah labimya UU No. 10 Tahun 2004, yang mengatur secara 

khusus mekanisme pembentukan peraturan perundangan-undangan, termasuk di level 

lokal atau daerah. 

Dalam konteks inilah, partisipasi publik mendapat momentum dan memiliki 

kerangka instrumentatif-norrnatif. Tentu, pandangan kerangka instrumentatif-normatif itu 

sendiri tidak secara langsung menjamin partisipasi publik secara substansial, karena 

hukum yang dibentuk tersebttt merupakan potret proses politik yang dihasilkan dari . . . 
persepakatan:pe.sepakatan tertentu. Belum adanya perangkat hukum khusus yang 

menjamin partisipasi publik kecuali hanya penjelasan pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, 

yang menyatakan "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis 

dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan 

peraturan daerah." l'asal ini tidak menjelaskan persoalan yang selama ini sedang dihadapi 

masyarakat, seperti bagaimana posisi dan jaminan usulan masyarakat, dimana masyarakat 

bisa terlibat pembahasan suatu rancangan peraturan daerah, bagaimana penentuan 

"publik" yang berhak dan harus disertakan dalam pembahasan, dan seterusnya. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijajaki dari berbagai buku sumber, jumal, 

penelitian terdahulu, atau belajar dari berbagai mekanisme peraturan daerah yang pernah 

dilalui, sehingga studi ini akan melengkapi catatan tentang partisipasi publik dalam 

membangun kerangka normatif di Indonesia. Secara rujukan politik, studi dalam riset 

lapangan ini menggunakan pemahaman wacana diskursus participatory democracy. 

dimanu wacana ini bcrmmha mclampaui kctcrbulasan dari dcmokrasi liberal dalam 

membaca partisipasi politik publik diluar proses-proses prosedural politik formal seperti 

partai politik, pemilihan umum, dan perwakilan politik di tingkat legislatif. Lebih jauh 

lagi diskursus participatory democracy berupaya untuk mengelaborasi lebih luas dan 

mengakar konsep tentang warganegara, kewargaa.n dan partisipasi warga (civic 

96 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



participation) dengan memperhitungkan kompleksitas dan diferensiasi kelompok dan 

identitas dalam proses gerakan sosial politik yang tengah berlangsung (David Beetham 

1999; 9-10). 

Wacana participatory democracy mengelaborasi formasi sosial dan politik di 

masyarakat lebih luas dari kajian-kajian politik mainstream tentang wacana demokrasi 

elektoral dan liberal yang banya mengkaji aspek-aspek prosedural demokrasi dan 

pembedaan wilayah ruang publik dan privat. Lebih jauh dari itu wacana ini merambah 

ruang-ruang haru dalam wilayah politik dengam rnelakukan hibridasi secara radikal 

dalam konteks material dan kultural. Penggunaan teori yang demikian sangatlah relevan 

dalam menggambarkan perdebatan dan tarik-menarik kepentingan negara dengan 

rakyatnya di level transisi politik otonomi daerah dan pertumbuban demokratisasi di 

rndonesia sekarang. 

Salah satu teori yang pula akan sangat melekat dalam penelitian ini, sebagai alat 

anal isis, adalah teori tangga partisipasi yang diciptakan Sheny R. Arstein (1969). Tangga 

partisipasi publik tersebut menyediakan parameter sampai sejauh mana sebuah partisipasi 

dalam peogambilan keputusan publik sebeoarnya telah teJjadi. Khususnya partisipasi . 
yang melibatkan kelompok yang paling rentan dalaro masyarakat. Tiap tingkatan dalaro 

tangga partisipasi model Arnstein ini disusun berdasarkan "corresponding to the extent of 

citizen's power in determining the plan and/or progrom." (Arstein, 1969: 216-224). 

Seeara urnum, dalam model ini, ada tiga derajat partisipasi masyarakat; (I) tidak 

partisipatif (nonparticipation); (2) derajat semu (degrees of tokenism) dan; kekuatan 

masyarakat (degrees of citizen fX!Wer). 

Dari konsep Arnstein tersebut, akan dikemukakan beberapa prinsip dasar dari 

pembukaan ruang partisipasi publik yang optimal baik secara formal-prosedural maupun 

ekatra formal-prosedural. Prinsip-prinsip ini berusaha sebisa mungkin mendasarkan pada 

rintangan-rintangan obycklif yang nyala di dalam rclasi kuasa (antam masyarakat dan 

negara) dan relasi sosial (antarn kelas-kelas di dalam masyarakat). 

Good governance dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pula 

ikcnal dcmikian luns. namun di qalam praktek jaminan prosedural belumlah tentu 

emberikan jaroinan perlindungan secara subtansial terkait dengan hak-hak masyarakat 

ood govemocnC.~ yang .m.tnjad·i prasyarat untuk pembentukan legislasi (Seidman et al. 
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2001) yang lcbih bcrtanggung jawab, haruslah ditinjau ulang untuk melihat mendalam 

prakteknya yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat lokal bcrpartisipasi lebih 

jauh. 

lsu, konsep, praktek dan penilaian terhadap good governance bukanlah hal baru, 

dan hal ini Ielah lama menjadi perhatian dan kritik yang dilakukan melalui banyak studi 

(Abrahamsen 2000; Bello 2002, 2005; Bendana 2004; George 1995; Parasuraman, et. a!. 

2004; Pieterse 2004; Purbopranoto 1978; Quadir et a!. 2001; Robinson 2004; Gathii 

1998; Hosen 2003). Meskipun di tiap negara memiliki konteks sejarah dan budaya yang 

berbeda dalam diskursus ketatapemerintahan, narnun kemunculan gond governance yang 

begitu dominan di negara-negara dunia ketiga secara tiba-tiba merupakan situasi lain, 

disain mendunia. Sementara di sisi lain, dtemukan sejumlah fakta bahwa proyek 

pembaruan ketatapemerintahan melalui gond governance cenderung untuk melayani 

promosi konsensus pembaruan sosial dan ekonomi~ khususnya dengan mengaplikasikan 

pemberdayaan teknokratik dan bahasa liberal partisipasi. Di titik ini, diskursus dan arab 

kecenderungan hak-hak asasi manusia harus lebih menyesuaikan dengan kebutuhan 

liberalisasi pasar. lnilah yang disebut 'market friendly human rights paradigm' 

(paradigma hak-hak asasi manusia yang ramah pasar) (Wiratraman 2007). 

Dalam penjelasan di atas, maka kepuslakaan yang terkait dengan pemikiran 

rticipatory democracy, tangga partisipasi, serta kerangka normatif good governance, 

akan memperkaya dan mempertajarn kajian dinamika dan pengembangan metode 

rtisipasi publik dalarn pembentukan legislasi daerah. 

\ 

Ill. Tinjauan Normatif Pasal S3 UU No. 10 Tahun l004 

Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 hila ditafsirkan, secara hukum metode untuk 

cwujudkan hak partisipasi masyarakat terscbut bisa dilaksanakan secara lisan dan 

rtulis. 
·, 

Lisan dalam bal ini, menurut penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

( 999: 598), berarti kala-kala yang diucapkan atau berkenaan dengan kata-kata yang 

·ucapkan. Artinya secara langsung warga masyarakat dapat menyampaikan pendapat, 

pirasi, keluhan atau keberalan, melalui tatap muka secara langsung dengan sejumlah 
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pihak yang memiliki kewenangan hukum menerima dan menampung partisipasi 

masyarakat. 

Sedangkan metode tertulis, partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara 

menuangkan tulisan, baik berupa tulis Iangan maupun diketik, dan kemudian 

disampaikan kepada lembaga tertentu sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. 

Dilinjau dari tabapan keterlibatannya, secara hukum masyarakat hanya diberikan 

bak untuk berpartisipasi di saat penyiapan dan pembabasan. Makna penyiapan dalam 

konteks keterlibatan publik ini bisa berupa: 

I. Mengusulkan atau memberi masukan lopik, atau masalah terkait untuk diatur dalam 

legislasi 

2. Menyiapkan draft rancangan usulan legislasi 

Sedangkan dalam proses pembahasan, keterlibatan publik bisa berupa: 

I. Mendengarkan proses-proses diskusiipersidangan dalam proses pembahasan di 

DPR/DPRD. 

2. Diundang untuk memberikan masukan terhadap draft yang sedang dibahas 

3. Mengusulkan secara langsung sebelum maupun di tengah persidangan pembahasan 

4. Dengar pendapat 

Ditinjau dari sisi produk hukum yang memberikan peluang keterlibatan publik, 

erdasarkan rumusan pasal S3 UU No. 10 Tahun 2004, hanya terbatas pada pembentukan 

ndang-Undang dan Peraturan Daerah. Latar belakang mengapa banya terbatas kepada 

ua produk hukum lcrscbul, karcna proses pcmbcnlukannya melibatkan peran dua cabang 

ekuasaan dalam trias politika, yakni kekuasaan eksekutif dan legislatif. 

Matcri Pcraturan Dacrah, berdasarkan pasal 12 UU No. I 0 Tahun 2004 adalah 

luruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daemh dan tugas 

mbanluan, dan mcnampung kondisi khusus daerah serta penjaharan lebih lanjut 

raturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal S3 UU No. 10 Tahun 2004, mekanisme 

yang digunakan, masyarakat memiliki hak berpartisipasi secara lisan atau tertulis 

d lam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan 

Penjelasan pasal S3 UU No. I 0 Tahun 2004 tersebut, 

99 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



"Hak masyarakai dalam ketenluan ini dilaksanakan sesuai dengan 
Peraluran Tala Terlih Dewan Perwakilan Rakyai/Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerak " 
lni berarti secara hukum, ada pembatasan terkait dengan mekanisme hukum 

partisipasi yang ditentukan oleh dua produk hukum sesuai dengan tingkatannya, yakui: 

I. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Tatib DPR), untuk berpartisipasi 

dalam penyiapan dan pembahasan undang-undang; 

2. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD), untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan dan pembabasan peraturan daerah. 

Oleh sebab itu, perlulah dipahami bagaimana pengaturan hukum melalui Tatib 

DPR/DPRD tersebut. 

IV. Ketentuan Tata Tertib DPRD sebagai Landasan Hukum Partisipasi 

Untuk memahami ketentuan mengenai produk hukum daerah. maka landasan 

hukum dari Peraturan Menteri Dalam Negeri perlu dikaji. 

Jcnis dan bcntuk produk hukum dacrah, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Pennendagri) No. 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk 

Hukum Daerah, terdiri atas: 

I. Peraturan Daerah; 

2. Peratt:ran Kepala Daerah; 

3. Peraturan Bersama Kepala Daerah; 

4. Keputusan Kepala Daerah; dan 

5. lnstruksi Kepala Daerah. 

Sesungguhnya ketentuan tersebut mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No. 22 Tahun 200 I, dan secant substansi mcskipun telah dicabut namun tidak. memiliki 

perbedaan dengan jenis maupun bentuk pmduk hukum daerah sebelumnya 

Sckali lagi, penelitian ini hanya berfokus pada Peraturan Daerah (Perda),tidak 

pada jenis produk hukum daerah lainnya Pemerintah Daerah dalam membuat Perda 

sclalu harus mcrujuk pada ketentuan tcknis hokum yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. Kctentuan~kctentuan tcknis ini meliputi, 

I. Permeudagri No. 15 Tnhun 2006 tcntang Jenis dan Produk Hukum Daerah 
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2. Pennendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 

Daerah 

3. Pennendagri No. 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah 

4. Kepmendab'li No. 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi 
\ 

Daerah · 

5. Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah. 

Bagaimana hubungan antara penyusunan Tatib DPRD terkait dengan partisipasi 

publik yang mengacu pada ketentuan-ketentuan teknis dari Menteri Dalam Negeri, 

apakah diatur secara khusus mengenai hubungan tersebut? 

Berdasarkan sejumlah ketentuan teknis dari Menteri Dalam Negeri, yang 

mengatur secara khusus mengenai prosedur penyusunan produk bukum daerah 

sebagaimana diatur dalam Pennendagri No. 16 Tabun 2006, dimana menghubungkan 

prosedur yang ditempuh oleh baik inisiatif pemerintah maupun inisiatif DPRD dalam 

mengajukan rancangan perda. Hal ini mengingat peraturan tersebut mengkhususkan pada 

upaya penertiban administrasi penyusunan produk hukum daerah, sehingga perlu 

dilakukan penyeragaman prosedur seeara terpadu dan terkoordinasi, tennasuk kesesuaian 

dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Tidak ada ketentuan hukum dan penjelasan apapun mengenai proses pelibatan 

publik ataupun mekanisme secara khusus dalam ketentuan teknis Mendagri. sehingga 

tidak ada ketentuan yang mengikat bagi DPRD (aturan Tatib DPRD) merumuskan 

prosedur pelibatan publik sebagaimana dimandatkan dalam pasal 53, UU No. 10 Tabun 

2004. Sehingga, dalam prakteknya, besar kemungkinan tidak diatur ketentuan mengenai 

partisipasi publik dalam Tatib DPRD karena memang rujukan ketentuan teknis dari 

Mendagri sendiri tidaklbelwn mengacu pada pasal 53 UU No. 10 Tabun 2004 mengenai 

hak publik. 

Meskipun demikian, tidak diatur dalam ketentuan teknis dari Mendagri tidaklab 

menghilangkan kesempatan bagi DPRD untuk merumuskan bak-hak partisipasi publik 

dalam pembentukan Perda, karena memang dasar hukum untuk merumuskannya Ielah 

discdiakan hcrdasarkan pasal 53 UU No. Tahun 2004. Olch sebab itu, di masa 

desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan serta keleluasaan daerah untuk mengatur 
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daerahnya sendiri, panting untuk dipahami sekaligus dipeljuangkan bahwa ketentuan 

dalam Tatib DPRD merupakan ketentuan kunci untuk menjamin landasan hukum 

partisipasi di Indonesia. 

Dalam menjamin hak publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan produk 

hukum daerah, khususnya Perda, pada kenyataannya telah diupayakan oleh sejumlah 

daerah di Indonesia melalui pembentukan Perda khusus. 

Hal ini perlu dipertimbangkan menyangkut fungsi Perda itu sendiri. Fungsi Perda 

merupakan fungsi yang bersifat atribusi yang diatur berdasarkan Pasal 136 UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lndrati 2007; 232). Fungsinya meliputi; (a) 

Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupalenlkota dan lugas pembanluan; (b) merupakan penjabanm lebih lanjut 

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas 

masing-masing daerah; (c) Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 

danlatau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. 

Latar belakang Perda khusus yang menyangkul partisipasi ini beragam, dan boleh 

dinyatakan bahwa semangat perubahan hukum menyangkut jaminan hak hukum 

partisipasi publik pula dipengaruhi oleh konfigurasi politik lokal, yang bisa tumbuh lebih 

demokratis dalam penyelenggsraan pemerintahannya. 

Dalam penelusuran penelitian ini, ditemukan bahwa upaya mernbuat Perda khusus 

mengenai partisipasi telah tumbuh, bahkan Ieiah diakomodasi sebelum lahimya Pasal 53 

UU No. Tahun 2004. Hal ini bisa terlihal dari sejumlah contoh Perda berikut: 

I. Pcraluran Dacrah Kabupalen Gowa Nomor 04 Tahun 2004 tentang Partisipasi 

Masyarakal dalam Penyelcnggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa 

2. Pcraluran Daerah Kola Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2002 lentang Partisipasi 

Masyarakal dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kota Bondar Lampung 

3. Pcraluran Dacrah Kabupalcn Bandung Tahun 2004 tentang Transparansi dan 

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Baodung. 

4. Peraluran Dacrah Kabupalcn Lebak Nomor 6 Tnhun 2004 tentang Transparansi dan 

Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di 

Kabupaten Lebak 
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5. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2002 tentang Transparasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo 

Bila diteliti lebihjauh, menariknya. Perda khusus ter.;ebut memiliki pertimbangan 

yang demikian maju dalam mendorong proses-proses keterlibatan publik sebagai bak 

hukum. 

Misalnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 

tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan 

Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak, dinyatakan ada 3 (tiga) pertimbangan, 

yakni: 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis 

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi 

daerah, perlu dibangun dan dikembangkan sarana yang mewadahi keterlibatan 

masyarakat dalam suatu proses pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah; 
- . \ 

b. bahwa sacan~ seb.gailaana 'dimaksud pada huruf a tersebut di atas berupa partisipasi 

masyarakat dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses 

pengambilan kebijakan pemerintah daerah berdasarkan landasan kemitraan untuk 

seeara bersama-sama menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di daerah; 

c. bahwa dalrun rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, perlu dibuka akses masyarakat terhadap infonnasi publik. 

Pertimbangan yang demikian sangatlah penting bagi, tidak saja membuktikan 

tanggung jawab negara, utamanya pemerintah dalam memajukan hak-hak asasi manusia, 

namun pula membangun sistem demokrasi yang substantif dalam politik lokal dan 

kesejahteraan sosiallebih luas. 

Selain itu, perlu pula diketengahkan dalam penelitian ini, adanya Perda khusus 

yang lahir setelah disahkannya UU No. 1 0 Tahun 2004 dan dijadikan oleh perda tersebut 

sebagai acuan untuk membangun mekanisme partisipasi publik dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di tingkat lokal. 

Meskipun telah ada altematif pembentukan Perda khusus yang menjamin secara 

nonnatif partisipasi publik, tentunya, pelaksanaan di lapangan secara efektif sangatlab 
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ditentukan oleh masing-masing proses politik lokal. Artinya, jaminan ketentuan normatif 

yang demikian belumlah cukup dinyatakan berhasil hila penegakan hukum atas 

keterlibatan publik tidaklah beljalan secara efektif dalam praktek. 

\ 

V. Tata ·rertib DPRD dan Implementasi Partisipasi di Kabupaten Jember, 

Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya 

Tinjauan normatif dilakukan terhadap tiap-tiap Tatib DPRD dan kebijakan 

otonom atas pelibatan publik baik dalam proses inisiatif pemerintab di tingkat satuan 

kelja maupun inisiatif DPRD dalam proses-proses pembentukan Perda, khususnya di 

Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya. 

Kabupate11 Jember 

Tatib DPRD Kabupaten Jember diatur melalui Peraturan DPRD Kabupaten 

Jember Nomor 6 Tahun 2007, tertanggal 28 Pebruari 2007, ditandatangani oleh Ketua 

DPRD, H.M. Madini Farouq.3 Yang menarik dalam Tatib DPRD ini, UU No. 10 Tahun 

2004 Ielah dikutip dalam bagian 'Mengingat', namun uniknya, penyebutan judul undang· 

undang tersebut keliru karena ditulis dengan "Pedoman Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan". Seharusnya tertulis, "Pembentukan · Peraturan Perundang· 

undangan". Ini menunjukkan penyusunan Tatib DPRD Kahupaten Jember dilakukan 

secara kurang teliti, dan tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 5 huruF f UU No. 10 Tahun 2004, yang dijelaskan dalam peraturan tersebut 

dengan setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan peraturan perundang-undangan. sistcmatika, dan pilihan kata atau 

terminologi. scrta bahasa hukumnya jclas dan mudah dimengerti, schingga tidak 

menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

Secam substansi hukum, Tatib DPRD Kahupaten Jember yang disahkan pada 28 

Pebruari 2007 tersebut, pula telah mcnyinggung bagaimana hubungan mekanisme formal 

3 Saat penelitian ini dilakukan dua kali berkunjung pada bulan Juli dan Agustus 2008 ke DPRD Kabupaten 
Jember. peneliti belum berhasil bertemu dengan Ketua DPRD. karena yang bersangkutan sedans ditahan 
dan berurusan dengan pihak kepolisian atas dugaan kasus korupsi. Peneliti hanya berhasil bertemu dengan 
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sember. 
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dalam DPRD mclibatkan masyarakat. Secara umum, ada 6 (enam) pasal yang melibatkan 

masyarakat, yakni: 

I. Pasal 5 huruf g (Bagian Kcempat: Tugas dan Wewenang), yang menyatakan: "DPRD 

mempunyai tugas dan wewenang: menampung dan menindaklanjuti aspirasi 

masyarakat. .. 

2. Pasal 13 ayat (I) (Paragraf 4: Hak DPRD meminta Keterangan kepada Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintah atau Warga Masyarakat), yang menyatakan: "DPRD 

dalam mclakukan penyclidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 9, berhak meminta keterangan kepada Pejabat Negara, Pejabat 

Pemerintahan, Badan Hukum atau Warga Masyarakat di daetahnya masing-masing 

mengenai sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara." 

3. Pasal 24 ayat (I) huruf f (Bagian Ketujub: Kewajiban), yang dinyatakan: "Anggota 

DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan 

menindaklanjuti aspirasi masyarakat." 

4. Pasal 51 huruf j (Bagian Ketiga, Kedudukan, Susunan, dan Tugas Komisi-Komisi, 

Paragraf 3: Tu&>as), yang dinyatakan: "Komisi-komisi mempunyai tugas menerima, 

menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik yang 

langsung atau tidak langsung ke DPRD maupun yang melalui tertulis atau lisan." 

5. Pasal 82 ayat (3) (Bagian Ketujuh, Reses), yang dinyatakan: "Reses dipergunakan 

untak mengunjungi daetah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap 

aspirasi masyarakat. '' 

6. Pasal 103 ayat (1-4) (Bab IX, Aspirasi dan Pcngaduan Masyarakat), yang dinyatakan: 

(1) DPRD ·!llena•.ipui·og d~n menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 

tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan 

wewenang DPRD. 

(2) Selain melalui Rapat De0gar Pendapat dan melalui kunjungan ketja, DPRD 

menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat seeara langsung 

dan/atau melalui surat. 

(3) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan 

aspirasi danlatau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD ke 

Komisi yang membidangi. 
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(4) Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui Fraksi-Fraksi. 

Pengaturan secara khusus mengenai pembentukan Perda dapat dilihat dalam Bab 

XI, Pasal 108-119, dengan judul 'Penetapan Peraturan Daerah'. Bila ditinjau dari sisi 

judul bagian ini, sebenamya juga keliru. lstilah 'Penetapan' sebenamya tidak tepa! bagi 

Perda, karena sifut Perda adalah 'regeling' (sifat mengatur), sedangkan istilah penetapan 

sendiri adalah sifat 'be.vchiking · (keputusan). Sebenamya, istilah 'penetapan' yang 

dimaksudkan Tatib tersebut lebih tertuju pada pengertian hukurn 'pengesahan', karena 

substansi atau rumusan pasalnya mengacu pada upaya pengesahan dari Raperda menjadi 

Perda. Meskipun demikian, bila dilinjau dari cakupan dalam rumusan Bab XI itu sendiri, 

temyata lebih dari sekadar tindakan hukum pengesahan, melainkan pula menyangkut 

proses lcknis (mckanismc) pcmbentukan suatu Perda. Sehingga, perkataan 'Penetapan• 

selain keliru juga terlalu menyempitkan makna dari cakupan Bah XI yang temyata tidak 

sekadar tindakan hukum pengesahan, melainkan pula tindakan hukurn proses-proses 
-. \ 

mekanisme pumt~ntuku'J! Si.latu Perda sejak inisiasi. 

Bila ada kemungkinan revisi atas Tatib DPRD Kabupaten Jember ini, maka 

usulannya yang lebih tepat sebagai judul Bah XI adalah Pembentukan Peraturan 

Daerah. 

Publik dilibatkan dalam proses formal pembentukan Perda berdasarkan Tatib 

DPRD Kabupaten Jemher 2007 ini, maka kemungkinan peluangnya untuk terlihat hisa 

dilakukan pada Tahapan Pembicaraan Ketiga, dimana ada unsur-unsur Komisi atau 

Gabungan Komisi atau Panitia Khusus. lni karena berdasarkan Pasal 51 huruf j (Bagian 

Ketiga, Kedudukan, Susunan, dan Tugas Komisi-Komisi, Paragraf 3: Tugas), yang 

dinyatakan: "Komisi-komisi mempunyai tugas menerima, menampung dan membabas 

serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung ke 

-DPRD maupun yang melalui tertulis atau lisan." 

Nnmun, perlu diketahui bahwa kemungkinan untuk menjalankan " ... tugas 

menerima, menampung dan mernbahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ... " 

sepenubnya bergantung padn, apakah ada komitmen dari komisilgabungan komisi berikut 

keanggotaannya mengusulkan keterlibatan publik. Sehagaimana diakui oleh Ketua 
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Komisi 0 DPRD Kabupaten Jember, jarang dan hanya sesekali saja publik dilibatkan 

dalam tahapan pembicaraan di komisi/gabungan komisi.4 

Berdasarkan uraian ketentuan normatif di atas, makn dapat disimpulkan bahwa 

Tatib DPRD Kabupaten Jember 2007 sangatlah lemah menjamin hak hukum bagi publik 

untuk terlibat atau berpartisipasi secara formal dalam. pembentukan Perda. Bilamana ada 

kemungkinan dilibatkan dalam pembahasanlpembicaraan, hal ini lebih didasarkan pada 

ada alau tiadanya komitmen komisi/gabungan komisi untuk memberiknn peluang publik 

tersebut. 

KabU{Jilten Blitar 

Di Kabupaten Blilar, Tatib DPRD Kahupaten Blilar juga mengalami perubahan

perubahan', dan terakhir dilakukan pada tahun 2005. Tatib DPRO Kabupaten Blitar 

disahkan berdasarknn Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Oaetah (DPRD) Kabupaten 

Blitar Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Tala Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Blitar, tertanggal 5 September 2005, ditandatangani oleh Ketua DPRD 

Kabupaten Blilar, M. Taufich, SH6 

Perubahan Tatib OPRD Kabupaten Blitar terjadi setelah memperhatiknn sural 

Gubemur Jawa Timur Nomor 17119816/011/2004, tertanggal22 Oesember 2004, perihal 

Penyempumaan Peraturan Tala Tertib DPRD Kabupaten Blitar dan memperhatikan sural 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 171.35.506/0TOA lertanggal II April 

2005, perihal Konsultasi Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar Periode 2004-

2009. lni berarti proses penyempumaan Tatib DPRD Kabupaten Blitar Ielah melibatkan 

instansi pemerintahan lebih tinggi secara langsung, yakni Gubemur dan Menteri Oalam 

Negeri. 

4 Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Wawancara. I September 2008. 
s Tatib DPRD Kabupaten Blitar yang lama didasarkan pada Keputusan DPRD Kabupaten Blitar Nomor 10 
Tahun 2004, tenanggol JO September 2004 
(i l,eneliti melakuknn wawancara secara langsung dengan Ketua OPRD Kabupaten Blitar, M. Taufich, pada 
tanggal 17 Juli 2008 di Ruanq K.e.tua J\IPRD. Kemudian. pada tanggal 18 Juli 2008, sebagaimana dijanjikan 
untuk bertemu t,emOali ka. !na ·o~da penanyaan·pertanyaan kunci lainnya yang belum sempat terjawab, 
namun sayangnya tidak terpefluhi karena Bapak M. Taulich sedang menghadiri acara lainnya tanpa ada 
kejelasan dari pihak stafKetua DPRD. 
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Tidak seperti Tatib DPRD Kabupaten Jember yang keliru menuliskan kutipan UU 

No. 10 Tahun 2004, Tatib DPRD Kabupaten Blitar telah tepat menyebut "Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan" sebagai rujukan atau dasar pembentukan Tatib DPRD. 

Secara substansi hukum, Tatib DPRD Kabupaten Blitar yang disahkan pada 5 

September 2005 tersebut, pula telah menyinggung bagaimana hubungan mekanisme 

formal dalam DPRD melibatkan masyarakat. Secara umum, ada 8 (delapan) pasal yang 

mclibatkan masyarakat, yakni: 

I. Pasal 27 ayat I, dinyatakan bahwa "DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap 

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 herhak meminta Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerahnya 

masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu 

ditangani demi kepentingan daerab, bangsa dan negara." 

2. Pasal 37 huruf f, yang menyatakan "Anggota DPRD mernpunyai kewajiban 

menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakaf' 

3. Pasal 50 huruf e, yang menyatakan "Komisi mernpunyai tugas menerima, 

menampung dan membahas dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.., 

4. Pasal 52 huruf c (Tugas Badan Kehormatan), yang menyatakan "Badan Kehormatan 

mempunyai tugas melakukan penyelidikan, versifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan 

Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih." 

5. Pasal 63 ayat (2) (Rcscs), yang mcnyatakan "masa reses digunakan untuk 

mengunjungi daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan guna menyerap 

aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas 

dan wewet~aag DP:-·.-o. ·:· \ . . 
6. Pasal 65 hurufk (Jenis Rapat), dinyatakan "Rapat dengar pendapat merupakan rapat 

anturn DPRD/Komisi/GabungmliPanitia Khusus ·dengan Lembaga/Badan Organisasi 

kernasyarakatan." 

7. Pasal 90 ayat ( 1-2) (Undangan dan Pcninjauan Rapat), dinyatakan bahwa: 

a. Undangan rapat adalah mereka yang bukan anggota DPRD, yang badir dalam 

rapal DPRD atas undangan pimpinan DPR.D 
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b. Peninjauan dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa 

undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan rapat 

atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan. 

8. Pasal Ill (Bah XV, Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat), yang 

menyatakan: 

(I) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat 

tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan 

wewenang DPRD. 

(2) Selain melalui dengar pendapat sebagaimana pasal 65 buruf k dan melalui 

kunjungan kerja, DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan 

masyarakat secara langsung dan atau melalui surat 

(3) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan 

aspirasi dan atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh pimpinan DPRD ke 

komisi yang membidangi dan tembusan kepada masing-masing fraksi. 

(4) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, komisi 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 buruf e dan 

hurufh. 

Bila dibandingkan dengan Tatib DPRD Kabupaten !ember 2007, secara umum 

Tatib DPRD Kabupaten Blitar 2005 mengatur lebih rinci dan lengkap. Meskipun 

demikian, secara khusus dalam proses pembentukan Perda yang melibatkan panisipasi 

publik, antara kedua !'erda tersebut tidak jauh berbeda. Baik pengaturan dalam Tatib 

DPRD Kabupaten !ember 2007 maupun Tatib DPRD Kabupaten Blitar sama sekali tidak 

menyebutkan s<.'Cllra tegas partisipasi masyarakat atau publik dalam pembentukan Perda. 

Sehingga Tatib DPRD tersebut lemah dalam meqjamin hak publik untuk terlibat dalam 

proses pembentukan Perda. 

Ketika dikontirmasi melalui wawancara terbadap pimpinan DPRD Kabupaten 

Blitar, bagaimana proses keterlibatan publik dalam pembentukan Perda, maka 

kemungkinan peluangnya untuk terlibat bisa dilakukan pada Tahapan dan Mekanisme 

Pembicaraan Ketiga, dimana ada unsur-unsur Komisi atau Gabungan Komisi atau Panitia 

Khusus. Proses ini bisa mengundang masyarakat yang terkait dengan bidangnya untuk 
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dimintai masukan terkait dengan Perda tersebut Atau bisa pula dimintakan pendapatnya 

terkait dengan substansi Perda melalui kunjungan kelja atau studi banding.' 

Selain itu, pula dengan mekanisme dengar pendapat (public hearing) yang bisa 

mengundang partisipasi masyarakat agar proses pembentukan Perda lebih demokratis.8 

Namun sekali lagi, tentunya proses ini pula sangat bergantung dari apakah ada komibnen 

dari pimpinan atau anggota DPRD Kabupaten Blitar untuk mengusulkan keterlibatan 

publik, dan bukan karena kewajiban atau keharusan untuk selalu melibatkan publik dalam 

proses pembentukan Perda. 

Kola Surabaya 

Tatib DPRD Kota Surabaya disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Nomor 54 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata 

Tertib Dewan Perwakilan .Rak:(at Daerah Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2004, 

ditandatanb'Oni of•h Ketua DPRD Kota Surabaya, Drs. H. Musyafak Rouf, MH. Peneliti 

berupaya untuk menemui Ketua DPRD Kota Surabaya, namun tidaklah berhasil karena 

beliau disibukkan urusan proses hukurn yang menjadikannya tersangka dalam soal 

gratilikasi. 

Pembuatan Keputusan DPRD Kota Surabaya No. 54 Tahun 2004 kurang 

didasarkan pada perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai 

dasar acuan, baik secara formal maupun substansial. Tentunya, faktor-faktor non-hukurn, 

seperti kemungkinan ketidakmengertian pembentuk keputusan, ketergesa-gesaan 

(terburu), atau kekeliruan dalam pembuatan Keputusan DPRD Kota Surabaya ini, bisa 

saja teljadi namun tidaklah perlu dibabas dalam penelitian ini. 

Secara substansi hukum, Tatib DPRD Kota Surabaya yang disahkan, mengatur 

pula mekanisme formal dalam DPRD melibatkan masyarakat. Secara urnurn, hanya ada 3 

(tiga) pasal yang menjelaskan perlunya pelibatan masyarakat, yakni: 

I. Pasal 1 angka 13 (Kctentuan Umum), dinyatakan, "Penjaringan Aspirasi Masyarakat 

adalah basil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota DPRD 

1 Ketun Protcgda OPIU> K~\lmptllen l1li111r. }Vilmti)Cilra, 17 Juli 2008. 
11 Ketua Dt»RO Kabupalcn Dlitar. M. 1'aufich, wawancara, 17 Juli 2008. 
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yang mengunjungi masyarakal dan atau menerima aspirasi masyarakal Kola Surabaya 

yang disampaikan kepada DPRD." 

2. Pasal 50 huruf f (Kewajiban Anggota DPRD), dinyatakan, "Anggota DPRD 

mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti 

aspirasi masyarakat." 

3. Pasal 63 huruf e dan h (Alai Kelengkapan DPRD), dinyatakan, "Komisi mempunyai 

tugas (e) menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 

mnsynrakat, se.•uai dcngan runng lingkup bidang tuga komisi mnsing-mnsing.; (h) 

mcngadakan rapat kcrja dan dcngar pcndnpat. •• 

Bila dibandingkan dengan pengaturan dalam Tatib DPRD Kabupalen Blitar 

maupun Kabupalen Jember, Tatib DPRD Kola Surabaya sangal sedikil memberikan 

kerangka jaminan normatif alas partisipasi publik. Selain secara kuantitatif, pula secara 

kualitatif, tidak ada ketentuan khusus mengenai mekanisme penyampaian aspirasi 

masyarakat sebagaimana diatur dalam Tatib DPRD di Kabupaten Jember (vide: Pasal I 03 

ayat (1-4) dalam Bab IX, Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat) dan Tatib DPRD di 

Kabupaten Blitar (vide: Pasal Ill dalam Bab XV, Pengaduan dan Penyaluran Aspirasi 

Masyarakat). Berdasarkan hal-hal ini, sangat dimungkinkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakal sangatlah lemah dalam melibatkan publik, terutama dalam pembentukan 

Perda. Hal ini juga diakui oleh sejumlah aktifis buruh yang seringkali berbarap dilibatkan 

dalam penentuan kebijakan daerah yang terkait dengan nasib dan dampak pada mereka. 9 

Apalagi, khususnya dalam pembentukan Perda APBD, sama sekali tidak melibatkan 

masyarakat. 10 
... 

Berdasarkan Tatib DPRD Kota Surabaya (2004), secara substansi mengenai 

proses pembentukan Perda diatur dalam Bab X, Pasal 112-119. Secara substansi, bila 

dibandingkan dengan Tatib DPRD Kabupaten Jember 2007 maupun Tatib DPRD 

Kabupntcn lllitar 2005, Tatib DPRD Kola Surabaya 2004 lidak jauh berbeda dalam soal 

proses pembentukan Perda yang tidak secara eksplisit dan tegas merumuskan pelibatan 

9 Jamalu«!in (Aiiansi Buruh Menggugat), wawancara, Surabaya 8 September 2008~ dan Syahril (Forum 
Buruh Surabaya). wawancara, Surabaya 10 September 2008. 
10 Rusli Yusuf. Ketua FDK dan Anggota Komisi 0 DPRD Kota Surabaya, wawancara. Surabaya 10 
Oktober2008. 
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panisipasi publik. Aninya, Talib-Talib DPRD lersebullemah dalam menjamin hak publik 

unluk lerlibal dalam proses pembenlukan Perda. 

Meskipun demikian, dalam pmktek, ada sejumlah mekanisme untuk melibatkan 

publik, antara lain mengundang publik dalam dengar pendapat (public hearing), 

penyelcnggaraan kerjasama seminar tentang topik yang terkait dengan Perda tenentu, 

alau menampung aspirasi secara resmi dalam rapat-rapal komisi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 63 huruf e dan h Tatib DPRD Kota Surabaya. Bahkan, dalam beberapa 

kesempatan, sepeni pemhahasan Raperda Pariwisata Kota Surabaya, DPRD 

melibalkannya dalam Panilia Khusus (Pansus), sebagaimana dikemukakan oleh Rusli 

Yusuf. Namun uniknya, mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pansus di Pasa1 68 

Talib DPRD Kola Surabaya 2004, justru tidak ada kelentuan yang secara eksplisit 

menyebulkan jaminan bagi masyarakal untuk lerlibal. 

Sebagaimana pula le~adi dalam praktek di wilayah Jainnya, di Kota Surabaya 

nampaknya sama dalam proses pelibatan publik ini sangal berganlung dari apakah ada 

komitmen tenentu dari pimpinan atau anggota DPRD Kola Surabaya untuk mengusulkan 

keterlibatan publik, dan bukan alas dasar kewajiban hukum atau keharusan untuk selalu 

melibatkan publik dalam proses pembentukan Perda 

Jnilah tantangannya dalam pembahasan Perda, dimana Tatib-Tatib DPRD 

sangatlah mi,ir.l men;atui dall·menjamin hak publik terlibat dalam penentuan kebijakan 

daerah. 

VI. lmplemcntasi l'artisipasi Publik dalam Pcmbcntukan Perda 

Hal yang menarik di tengah keterbatasan kerangka nonnatif partisipasi publik 

dalam pembentukan Perda adalah bagaimana sesungguhnya praktek yang teijadi dalam 

pembentukan Perda, apakah ada proses pelibatan publik dalam upaya pembentukan 

Perda? Bila memang ada proses pelibatan publik tersebut, apa metodenya, dan bagaimana 

dasar (hukum) atau pertimbangan pelaksanaan metode partisipasi tersebut? 

Dalam studi di tiga wilayah. baik di Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, dan 

Suraba)•a, panisipasi publik telah diklaim oleh pengambil kebijakan. khususnya para 

anggola DPRD maupun staf pemcrinlahan Ielah dilaksanakan "sesuai dengan kerangka 
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normatif', atau sesuai dengan standar hukum yang menjadi landasan pelibatan atau 

panisipasi publik. 

Namun uniknya, meskipun memiliki argumentasi yang sama dalam mendasarkan 

pada Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004, pada kenyataannya berdasarkan temuan lapangan, 

ruang panisipasi publik yang dimaksudkan bcrbeda-beda, baik dari sisi proses atau 

mekanismenya. bentuk panisipasi, dan output atau basil yang dikehendaki. 

Tahell 
Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perda 

lnisinsi dari P~merintah Kabupaten/Kota 

SKPD. tugas Bagian 
Hukum hanyalah 
melakukan sinkronisasi 

draft 
pada 

tidak semua 
Raperda melibatkan 
publik untuk dibahas. 

i gagasan 
mendapatkan masukan, 
namun hal ini jarang 
diJakukan karena tiadanya 
anggaran khusus. Yang 
sering dilakukan justru 
sosialisasi setelah Raperda 
inisiatifPemerintah telah 

rencana penyusunan rencana penyusunan 
Raperda dan juga draft Raperda 
Raperda, tergantung dari 
kcbutuhan SKPD yang 

atas 
draft Raperda 

Implementasi panisipasi publik yang demikian bcragam dalam tabulasi di atas 

merefleksikan bahwa keperluan panisipasi publik masih disandarkan· pada kebutuhan

kebutuhan tenentu secara politik, dan tidak ditentukan atas standar atau landasan hukum 

tenentu. Oleh sebab itu, meskipun dalam praktek dimungkinkan namun tidak ada klaim 

11 Di Surabaya. peran untuk mendiskusikan dengan publik. sebagairnana dikemukakan oleh Sukardi (Dosen 
Hukurn Tata Negara Fakultas Hukurn Universitas Airlangga), justru aktif dilakukan oleh Bagian Hukum. di 
bawah Sekretaris Kota Surabaya. Model partisipasi yang digunakan adalah dengan sosialisasi atas draft 
Rapcrda yang diusung oleh Pemerintah Kota Sumbaya. Sukardi SH., MH., wawancara. Surabaya. 25 
September 2008. 

113 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH... Herlambang Perdana Wiratraman



yang mudah bagi publik melibatkan diri dalam proses pembentukan Perda, khususnya 

dalam praktek Raperda yang diinisiasi oleh Pemerintah. 

Pcrtanyaan menarik untuk mengungkap scjauh mana proses akomodasi publik 

yang dilihatkan dalam pcmhcntukan Perdu, mcrup:1kan -- sckali lagi bukan atas dasar 

pcrtimbangan hukum -· rnclainkan pcrtimbangan atau keputusan politik dari Pemerintah 

sendiri. 

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa indikator keperluan untuk 

mengakomodasi publik dalam partisipasi pembentukan Perda, dilakukan atas dasar: 

I. Pendanaan 

2. Tekanan atau desakan publik untuk dilibatkan 

3. lsu tertentu yang menjadi perhatian publik secara luas 

Pertama, persoalan pendanaan yang mempengarubi keputusan untuk melibatkan 

publik tetiadi di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jember. Alasannya, selain tidak pemah 

dianggarkan, pula hila dianggarlcan untuk proses partisipasi publik, hal ini telah diatur 

dalam anggaran masing-masing SKPD. 

Pennasalahan dana ini sesungguhnya bisa diatasi bilamana pemerintah maupun 

DPRD mcmiliki, program yang terencana sccara matang, termasuk analisis pendanaannya 

didasarkan pada · Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang dimiliki masing-masing 

daerah. 

Kedua, alasan yang paling sering dijumpai di lapangan, yakni adanya tekanan 

atau desakan publik untuk dilibatkan dalam suatu proses pembentukan Perda. Tekanan 

yang dimaksudkan adalah upayn masyamkat tertentu, tennasuk yang paling sering 

dilakukan ol~h _organi• asl-:nori,pcmcrintah. baik dalam bentuk demonstrasi atau unjuk 

rosa, pemberitaan media massa yang bertubi-tubi, pemuatan tulisan ahli atau pakar 

mengenai topik Perda tertentu, hearing/dengar pendapat, ancaman gugatan hukum 

ataupun menyeminarkan proses maupun substansi Perda-Perda yang dianggap 

bermasalah. 

Tekanan puhlik ini, sebagaimana dikemukakan oleh responden, sebenamya 

dilancarkan dalam situasi terpaksa ketika pemerintah atau anggota DPRD tidak lagi 

mendengar atau peka terhadap aspirasi yang disampaikan masyamkat terkait dengan 

pembentukan Perda tertentu. Atau pula masyarakat menemukan adanya unsur 
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kesengajaan manipulasi yang dilakukan oleh aparat birokrasi maupun anggota DPRD 

yang bekcrja dalam pcmbentukan Perda tersebut. Seringkali pula, dan lebih parahnya, 

upaya tekanan publik ini dilakukan ketika publik justru tidak diberi hak untuk terlibat 

atau berpartisipasi dalam proses pcmbentukan Perda. 

Ketiga, pclibatan publik atas dasar inisiasi pcmeriotah atau anggota DPRD kareoa 

isu tertentu dalam pcmbentukan Perda yang diperkirakan mcnjadi perhatian publik secara 

luas. lnisiasi ini sesungguhnya salah satu bentuk responsilitas pcmbentuk Perda, baik 

dari pcmerintah maupun DPRD itu sendiri, namun sifatnya lebih mengandalkan pada 

argumentasi situasi atau kepcntingan tertentu, yang tidak bisa diperlakukan Sarna 

terhadap pembahasan rancangan Perda-Perda lainnya. 

Memang, dalam prakteknya, perlakuan untuk pelibatan poblik saogat mungkin 

tidak sama antara suatu pcmbahasan Perda dengan pembahasan Perda lainnya, mengingat 

secara substansi ada keragaman yang menyangkut keterkaitan langsung para pihak. 

Meskipun demikiaq, dalam rangka mendorong upaya demokratisasi kebijakan daerah, . , 

khususnya dalam pembentukan Perda, maka haruslah ada standar atau ketentuan 

minimum yang menjadi acuan atau dasar pelibatan publik dalam pcmbahasan hingga 

proses pengesahan Perda. lnilah kckosongan aturan teknis yang mengatur ,ketentuan atau 

standar minimum pelibatan publik, sehingga pcrlulah dipertimbangkan di masa 

desentralisasi dan otonomi daerah dewasa ini mendorong kualitas demokratisasi 

kebijaknn daerah melalui, salah satunya, partisipasi publik. Salah satu contoh menarik 

mengakomodasi kepcntingan publik dalam suatu kebijakan daerah adalah mekanisme 

Lempung Dumas (Lembaga Penampung Pengaduan Masyarakat) di Kabupaten Blitar, 

yang berada di bawah slruktur inslansi pemerintahan yang berfungsi sebagai model 

kehumasan. Ide dasamya adalah bagaimana masyarakat dapat berkontn'busi atas 

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menanggapi dan meogkritisi kebijakan 

daerah. 12 

Vll. Pengembangao Metode Partisipasi Publik secara Demokratis, Konsep dan 

Argumentasi Hukumnya 

12 Suwardi, Kabag Hukum Pemkab Blitar, wawancara. Blitar 17 Juli 2008. 
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Di tengah desentralisasi pemerintahan dengan berlalrunya otonomi daerah, maka 

tuntutan publik untuk memiliki hak berpartisipasi kian besar dan tak terhindarkan. Hal ini 

merupakan ciri berkemban&'TIYa demokrntisasi di tingkat lokal dimana ada kontrol 

terhadap penyelenggara negara (kekuasaan) dengan warga negara, sehingga secara politik 

melahirkan konscnsus-konsensus demokratis dan berkeadilan. 

Persoalannya adalah, partisipasi sebagai suatu ide, program, atau bentuk yang 

melekat dalam proses pengambilan kebijakan di daerab juga bukanlah hal yang baru atau 

asing dalam konteks sekarang. Klaim partisipasi bermunculan, agenda demokratisasi dan 

good governance, seolah tidak luput membidik indikator politiknya dengan standar 

partisipasi publik. Klaim partisipasi sendiri dinyatakan tidak saja oleh penyelenggara 

pemerintahan, namun juga disain yang dipersyaratkan dalam suatu kontrak politik atau 

kontrak ekonomi tertentu, dilakukan oleh lembaga donor (seperti Bank Dunia dan Bank 

Pembangunan Asia yang sangat dominan di Indonesia) atau negara donor (seperti Uni

Eropa dan JJCA ). 

Pertanyaan mendasar atas klaim partisipasi yang demikian adalah, apa 

sesungguhnya yang dimaksudkan dengan partisipasi dalarn konsep dan implementasinya? 

Apakah secarn konseptual telah berkontribusi terhadap suatu proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan, tidak saja dalam kerangka jaminan formal, melainkan 

pula transformasi substansial demokratis atas penyusunan kebijakan daerab? 

Artikel ini menggunakan konsep Ladder of Citizen Participation (Arstein 1969). 

Bagi Arstein, kala partisipasi adalah kata yang tidak jelas, memiliki arti beragam bagi 

setiap orang. Salah satti hal untuk memudabkan pemaharnan alas partisipas~ maka 

Arstein memperkenalkan 'tangga partisipasi', yang bisa memperlihatkan bagaimana 

pubtik merespon suatu kegiatan atau inisiasi pembentuk peraturan atas klaim partisipasi. 

'Tangga partisipasi' ini membantu publik atau masyarakat berbicara apa yang 

dimaksudkan dengan 'partisipasi' atau 'keterlii>atan'. Berikut tangga partisipasi ala 

Arstein ( 1969). 

8 --Ken~aiUnasyaqlkat. (CUi~II_C!.IfW'PIJ. . *~;~;~~~ . 

r+ ___Qcleaasi kekuasaan CDeleJ!O/ed power) 

14- ---- __ Kt>!llif~an f?!'.!!!wrship) ___ 
5 . Pllf.editman (Piacalimt>._ /Jegree tif ~;teni.vm -·· Konsultasi (.lmsu/tatit;;,)· (Semu 4 
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Penginforma~sian /njormiiiJf.) 
. . Teraoi.f . 
. . Marlioulasr · r~iDUiiltiOn), . .. 

. . 

Dalam tangga partisipasi tersebut, ada tiga area penting untuk melibat sejauh 

mana partisipasi memiliki makna atau bobot berkualitas. Semakin ke bawah semakin 

lemab atau tidak ada partisipasi. 

Derajat terendab adalab manipulasi, dimana publik hanya sekadar dimanfaatkan 

dan ditipu dalam suatu proses kebijakan. Derajat berikutnya adalab semu, atau tokenisme. 

Publik memang dilibatkan dalam proses kebijakan ini, misalnya adanya sosialisasi . 
(penginformasian) dari pembentuk peraturan kepada masyarakat, diberikannya 

kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam proses konsultasi, dan dalam situasi tertentu 

(misalnya atas desakan publik) diadakan forum-forum khusus yang sifatnya meredam 

(placation). Namun, dari ketiganya sungguh tidak ada kontrol langsung dari publik 

sehingga partisipasi yang dimaksudkan sangatlab semu dan rentan kooptasi pengambil 

kebijakan terhadap publik yang diklaim telab dilibatkan. 

Dalam praktek, tulisan ini menemukan adanya forum sosialisas~ konsultasi 

publik, dan dialog dengar pendapat, merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang seringkali 

digunakan dalarn pembentukan Perda, dan diklaim oleh pembentuk Perda (baik anggota 

DPRD maupun aparat pemerintaban) telab melibatkan publik dalam proses pembentukan 

Perda tertentu. Padahal, berdasarkan tangga partisipasi Arstein, semua proses yang 

seringkali terjadi di lapangan adalah semu belaka. 

Derajat tertinggi partisipasi adalah adanya kekuasan masyarakat (publik) yang 

ditandai dcngan posisi masyarakat yang bisa scjajar atau bennitra dengan pembentuk 

peraturan untuk pengambilan keputusan (kemitraan), atau memiliki keSempatan untuk 

mengambil scbagian porsi kebijakan tcrtentu (delegasi kekuasaan) dan puncaknya adalah 

kontrol yang kuat dari masyalakat untuk terlibat sampai di tingkat pengambilan 

kcputuson. lnilah yung schcnamya partisipasi y~mg nyata dan demokratis dalam suatu 
• 

proses pemhentukan peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertentu. 

Bila dibandingkan dengan konsep Pasal 5 dan 6 UU No. 10 Tabun 2004, 

dikemukakan adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang 

meliputi antaralain (sebagaimana disebutkan dalam pasal5): 
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(a) Kejelasan tujuan 

(b) Kelembagaan alau organ pembentuk yang lepal 

(c) Kesesuaian antarajenis dan materi muatan 

(d) Dapal dilaksanakan 

(e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

(f) Kejelasan rumusan 

(g) Keterbukaan 

Salah satu asas yang menyinggung secara langsung kaitannya dengan partisipasi 

publik adalah asos keterbukaan (Pasal 5 huruf g). Dalam penjelasannya disebulkan 

bahwa, "yang dimaksudkan dengan asas 'keterbukaan' adalah bahwa dalam proses 

pembentukan pemturan perundang-undangan mula1 dari perencanaan, persiapan, 

penyusunan, dan pembahasan bersifat lransparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh 

lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam proses pembuatan peraluran perundang-undangan." 

Konsep dalam Pasal 5 huruf g UU No. 10 Tahun 2004 inilah yang seharusnya 

penting dijadikan dasar pijakan kelerlibatan atau partisipasi publik, yang menjelaskan 

asas dan tahapan kongkrit dimana sesunggubnya publik bisa lerlibat. Ada 4 ( empal) level 

kctcrlibatan publik menurut ketentuan tersebut, yakni: 

I. Perencanaan 

2. Persiapan 

3. Penyu.sunan dan 

4. Pembahasan 

Bentuk kongkrit partisipasi publik yang dimaksudkan adalah: 

I. Akses untuk memperoleh informasi, alas dasar penegasan transparansi atau 

keterbukaan di seliap levelnya. 

2. Kesempalan seluas-seluasnya memberikan masukan dalam proses pembuatan 

pcmtumn pcrundang-undangan. 

Partisipasi, dalarn konteks paradigma pembentukan perundang-undangan yang 

partisipatif, bukanlah konsep unluk menundukkan masyarakal dalam situasi pembenaran 

klaim penguasa atas kebijakannya. Dalam banyak kasus, memang, pendekatan partisipatif 

menjadi bagian dari alai kooplasi baru bagi rezim yang berkuasa dan buka sebagai alai 
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pembebasan, sehingga sesungguhnya wajah penindasan dari pembangunan sebenamya 

tetap ada, hanya terbungkus oleh jargon partisipasi (Rahnema 1995). Dalam bingkai 

dernokrasi pe:w •• kilan, .Keti:rlib~tan alau partisipasi publik sudah pasti penuh keterbatasan 

dan kelemahan. Apalagi, bila dilanamkan ilusi bahwa model ini akan menghasilkan 

hukum dan kebijakan yang melindungi kepentingan semua pihak seeara berimbang serta 

mampu menghadirkan keteraturan sosial (Gofar dkk. 2003: 49). 

Oleh sehab itu, pendekalan partisipatif haruslah berubah pemaknaanoya, dari 

sekadar kala keadaan (keterlibatan rakyat dalam proses pernhaogunau, termasuk 

pembentukan peraturan perundang-undangan), menjadi kala kerja (pendekatan untuk 

menempatkan posisi masyarakat seeara politik sehagai pelakn pemhaogunan). Seeara 

filosofis, pendekatan partisipatoris berhasis pada prinsip "proses belajar berdasarkan 

pengalaman untuk capability building dan institutional strengthening", sehingga 

masyarakat tampil sehagai pelaku pembangunan yang mandiri (Ohama 2001). Sehingga 

diharapkan, setiap kehijakan yang dikeluarkan penyelenggara negara akan jauh lebih 

efektif dan ada perasaan untuk memiliki alas kebijakan tersebut (sense of belonging), 

karena masyarakatnya meojadi lebih berdaya 

Dengan konsep · dasar partisipasi yang dernikian, maka tindakan kunci untuk 

perubahan menyeluruh kebijakan di tingkat daerah haruslah didorong melalui, 

(I) Rekonstruksi kelemhagaan negara yang lebih memberikan jaminan partisipasi 

politik kewargaan. 

(2) Pcrgeseran konsep 'top-down' menjadi proses 'bottom-up', sehingga posisi dan 

suara masyarakat senantiasa diutamakan dalarn kebijakan apapun (Wahyudi 2006). 

(3) Adanya peningkatan kemampuan masyarakat (capacity building) dan penguatan 
' 

kelemhagaan masyarakat setempat (local institutional strengthening), dengan eara 

melihatkan diri dalam setiap kebijakan. Oleh sebabnya, prasyarat pengorganisasian 

masyarakat menjadi penting untuk proses transformasi kemampuan publik dalam 

menjalan kontrol terhadap kekuasaan politik. 

Berdasarkan pada hal demikian, maka perlu pemikiran untuk meogembangkan 

metode partisipasi publik berbasis konteks hukum dan politik lokal yang sebenarnya 

banyak memberikan pelajaran berharga untuk mendorong transfonnasi dernokratisasi di 

tingkat hawah. Sekaligus, mengkombinasikan deogan konsep-konsep partisipasi yang 
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telah dituliskan oleh sejumlah ahli atau berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagaimana 

dikutip sebelumnya dalam laporan penelitian ini. 

Tabel2 
Pengembangan metode Partisipasi Publik 

Dr.nlusarluu1 Tahapan Perenca••mn•. Persiarmn. 1•enyusunan d11n Pembohasan 

Pertama: 
Perencanaan 

Kedua: Persiapan 

Ketiga: 
Penyusunan 

Keempat: 
Pembahasan 

.Beatukdan.Metode. _....... . :.Keteraaaau ..... _." ····~· ·--·---· ..... 
1. Adanya jaminan prosedur untuk memberikan Tahap pertama ini merupakan 

masukan. usulan. mengenai permasalahan upaya merumuskan gagasan, 
masyarakat yang perlu ditindaklanjuti dengan berupa usulan untuk 
perancangan Perda tertentu. penyelesaian masalah atau 

menjawab kebutuhan 
rnasyarakal Dan penjaringan 
untuk membuat naskah 
Raperda tertentu (Gofir dkk. 
2003: 36-37). 

1. Kewajiban penyediaan informasi minimum. 
seperti proclulc Prolegda. 

2. Kewajiban publikasi yang bisa diakses 
infonnasinya secara efektif dan mudah oleh 
publik. misalnya melalui papan informasi, 
media mas..'tll maupun website. 

3. Adanya penjelasan kerangka waktu yang diatur 
dan memadai untuk kcseluruhan proses 
pembentukan Perda. termasuk diseminasi 
setclah pensesahannya. 

I. 

2. 

I. 

Adanya jaminan prosedur atau mekanisme yang 
menjamin publik bisa mengajukan usulan draft 
Raperda, selain inisiasi Pemerintah atau 
prakarsa OPRO. 
Adanya jaminan memperoleh keterangan 
bilamana usulan publik tentang usulan draft 
Rapcrda tersebut ditolak. 
Adanya jaminan kelentuan yansjelas mengenai 
dokumen dasar/minimum wajib disediakan dan 
bisa bebas diakses oleh publik, utamanya draf 
Raperda dan dokumen pendukunganya (seperti 
naskah akademik bila ada). 

2. Adanya jaminan mekanisme formal pelibatan 
publik untuk memberikan masukan daJam 
pembahasan Raperda, khususnya di tingkat 
Komisi ataupun Pansus. 

3. Adanyajaminan keterbukaan dalam setiap 
proses pembahasan, baik di tingkat persidangan 
maupun akses terhadap produk drafRaperda 
yang sedans diballas, atau jaminan prosedur 
atau mekanisme yang terbuka dan efektifbagi 
publik umuk terlibat mengawasi proses 
pembahasan Raperda. 

Perlu dipertimbangkan 
adanya pendanaan khusus 
untuk proses pembahasan 
dengan pelibatan publik, 
tenrtama mendatangkan para 
pihak yang paling memilild 
relasi terkena 
dampak/pengoruh Raperda 
tersebut. 
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Dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya, maka kontrol 

publik terhadap produk Perda akan semakin kuat dan demokratis, sehingga 

menghindarkan proses manipulatif dalam pembuatan kebijakan daerah, khususnya Perda. 

Meskipun demikian, secara politik untuk menjamin proses demokratisasi 

kebijakan daerah, den3'11' ·m••·:ggunakan indikator Arstein (1969), dirasakan belumlah 
' . 

cukup menjamiri bagi publik. Artinya, mekanisme keterlibatan publik tidak hanya cukup 

pada tingkat pembahasan, melainkan kontrol politik bagi publik haruslah diperluas 

hingga tahap penentuan kebijakan dan pengawasan secara implementatif Perda tersebut. 

Karena kedua hal ini merupakan wilayah tertinggi deflliatnya dalam suatu partisipasi 

publik, dimana kekuasaan masyarakat harus lebih berdaya untuk melakukan kontrol 

kekuasaan agar bisa lebih bertanggungjawah. 

Berdasarkan pertimbangan ini, pengembangan metode partisipasi publik harus 

pula ditingkatkan pada: (I) Tingkat Penentuan/Penetapan/Pengesaban Perda; dan (2) 

Tingkat Pengawasan lmplementasi Perda. 

vm. Kesimpulan 

Ada sejumlah kesimpulan yang bisa dipetik dari laporan penelitian ini, dan 

kesimpulan berikut diambil berdasarkan empat rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. 

Pertama, dinamika demokrasi lokal yang mempengaruhi dalam penentuan 

kebijakan publik pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004. 

Meskipun Ielah ada ketentuan khusus partisipasi masyarakat dalarn Tatib DPRD, atau 

bahkan altematif pembentukan Perda yang menjamin secara normatif partisipasi 

publik, tentunya, pelaksanaan di lapangan secara efektif sangatlah ditentukan oleh 

masing-masing proses dan dinamika politik lokal. Artinya, jarninan ketentuan 

normatif yang demikian belumlah cukup dinyatakan berhasil bila implementasi 

penegakan hukum alas keterlibatan publik tidaklah berjalan secara efektif dalarn 

praktek. '• 

Apalagi, akibattiadanya kerangka normatifyang kuat dalam proses partisipasi publik, 

maka implementasi partisipasi publik menjadi beragam, sekaligus meretleksikan 

bahwa keperhian partisipasi publik masih disandarkan pada kebutuhan-kebutuhan 
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tertentu secara politik, dan tidak ditentukan atas standar atau landasan hulrum 

tertentu. Oleh sebab itu, meskipun dalam praktek dimungkinkan namun tidak ada 

klaim yang mudah bagi publik melibatkan diri dalam proses pembentukan Perda. 

Dalam konteks implementasi yang demikian, menunjukkan bahwa standar minimal 

dalam metode partisipasi publik sunggah tidaklah dimiliki di tiga wilayah penelitian 

(Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar dan Kola Surabaya) tersebut, baik dari sisi 

proses, bentuk, perencanaan Prolegda hingga urusan teknis pendanaan atau 

pembiayaan bagi jaminan hak publik. 

Secara substansi suatu Perda bisa pula sangat buruk kualitasnya tidak saja karena 

tidak melibatkan banyak partisipasi publik, namun pula disebabkan oleh proses 

penyusunan Perda yang berdasarkan target waktu tertentu. Hal ini lazim terjadi di 

berbagai daerab, karena produktifitas Perda dianggap sebagai salah satu nkuran 

keberhasilan kinerja legislasi. 

Kedua, bagaimana varian·varian pengembangan metode pembentukan peraturan 

perundang-undangan di daerah (legislasi daerab) pasca dJberlaknkannya UU No 32 

Tahun 2004 dan UU No. 10 Tahun 2004. 

Secam umum, sesungguhnya pengembangan metode pembentukan peraturan 

perundangan sangatlah terbatas. Varian-variannya lebih dipengaruhi oleh kepentingan 

para pihak dalam konteks pembahasan Pcrda tertentu, dan bukan atas dasar standar 

minimum yang diperlukan atau menjamin bagi partisipasi publik. 

Hal demikian dimungkinkan teljadi karena hndimya UU. No. 32 Tahun 2004 

memberikan peluang besar untuk memperkuat kontrol publik di tingkat lokal, apalagi 

sctclah adanya UU No. I 0 Tahun 2004 yang memiliki jaminan khusus mengenai hak 

partisipasi dalarn pembentukan Perda. 

Bagaimanapun, varian pengembangan metode tersebut tetaplah lemah bagi kontrol 

publik terhadap proses pembentukan Perda, karena tidak mencapai derajat tertinggi 

panisipasi dalam konteks anal isis Arstein. 

Kctiga, prinsip-prinsip ideal partisipasi publik dalam pengembangan metode 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang berbasis pada upaya 

kerangka pemajuan hak-hak asasi manusia. 
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Derajat tertinggi partisipasi adalah adanya kekuasan masyarakat (publik) (Arstein 

1969) yang ditandai dengan posisi masyarakat yang bisa sejajar atau bermitra dengan 

pcmbentuk pcraturan untuk pcngambilan keputusan (kemitraan), atau memiliki 

kesempatan untuk mengambil sebagian porsi kebijakan tertentu (delegasi kekuasaan) 

dan puncaknya adalah kontrol yang kuat dari masyarakat untuk terlibat sampai di 

tingkat pcngambilan keputusan. 

lnilah yang scbcnarnya partisipasi yang nyata dan demokratis dalam suatu proses 

pcmbcntukan pcraluran pcrundang-undangan atau kebijakan tertentu. Namun, dalam 

praktek belum banyak dilakukan secara lebih terjamin kerangka normatifnya. 

Bilamana prinsip ideal kontrol publik secara demokratis dipcnuhi dan dijamin dalam 

kerangka normatif, maka hak partisipasi masyarakat akan meluas dan mendalam di 

setiap proses pcngambilan keputusan, termasuk dalam proses pembentukan Perda. Di 
. \ 

sini inti .jaminan peidnduilgan hak-hak politik warga negara yang merupakan bak 

asasi manusia. 

Keempat, kerangka nonnatif partisipasi publik dalam pcngembangan metode 

pembentukan peraturan perundang-undangan di daerab sebagai bahan masukan 

pembaruan hukum legislasi daerah. 

Konsep dalam Pasal5 huruf gjo. 53 UU No. 10 Tahun 2004 il)ilah yang seharusnya 

panting dijadikan dasar pijakan keterlibatan atau partisipasi publik, yang menjelaskan 

asas dan tahapan kongkrit dimana sesungguhnya publik bisa terlibat. Ada 4 (empat) 

level keterlibatan publik menurut ketentuan tersebut, yakni: Perencanaan; Persiapan; 

Penyusunan dan Pembahasan. Bentuk kongkrit partisipasi publik yang dimaksudkan 

adalah: (I) Akses untuk memperoleh informasi, alas dasar penegasan transparansi 

atau keterbukaan di setiap levelnya; dan (2) Kesempatan seluas-seluasnya 

memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Tatib DPRD yang dijadikan dasar untuk proses melibatkan publik dalam 

pembentukan Perda, menunjukkan kerangka normatif yang sangat lemah dan tidak 

memiliki standar minimum dalam proses pelibatan partisipasi publik. Tatib-Tatib 

DPRD sangatlah minim mengatur dan menjamin bak publik terh'bat dalam penentuan 

kebijakan daerah. Sehingga, proses pelibatan publik ini sangat bergantung dari 

apakah ada komitmen tertentu dari pimpinan atau anggota DPRD dan atau Kepala 
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Daerah untuk menw•1ulk~n keterlibatan publik, dan bukan atas dasar kewajiban . . 
hukum atau keharusan untuk selalu melibatkan publik dalam proses pembentukan 

Perda. 

Meskipun dengan lemah dan terbatasnya kerangka normatif partisipasi publik dalam 

proses pembentukan Perda, dengan mengupayakan akomndasi prinsip ideal 

partisipasi dalam Tatib DPRD maupun altematif Perda kbusus, maka akan 

melahirkan pembaruan hukum daerah secara substantif dan transformatif dalam 

rangka memperluas jaminan hak politik warga untuk berpartisipasi. 
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C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN 
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Penelitian ini hanya memhatasi pada wilayah pengembangan metode partisipasi 

publik, sebingga ada sejumlah catatan untuk upaya pemharuan bukum dan institusional, 
. 

kbususnya dalam menjamin hak-hak partisipasi publik: Sehagaimana disarankan dalam 

penelitian ini, 

Pertama, perlunya tindakan kunci untuk perubahan menyelurub kebijakan di 

tingkat daerah yang dilakukan secara partisipatif, baruslah didorong melalui, (I) 

Rekonstruksi kelemhagaan negara yang lebih memberikan jaminan partisipasi politik 

ewargaan; (2) Pergeseran konsep 'top-down' menjadi proses 'bollom-up ', sehingga 

posisi dan suara masyarakat senantiasa diutamakan dalam kebijakan apapun; (3) Adanya 

ningkatan kemampuan masyarakat (capacity building) dan penguatan kelembagaan 

yarakat setempat (local institutional strengthening), dengan cara melihatkan diri 

alam setiap kebijakan. 

Kedua, terkait dengan hal pertama, dalam konteks hukum, jaminan kerangka 

ormatif partisipasi publik perlu diberikan dan diperkuat, haik di tingkat undang-undang 

kbususnya UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

angan) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, kbususnya yang menjadi 

andasan pembentukan Perda. Inisiasi pelibatan publik melalui Perda kbusus partisipasi 

ublik, ataukah penyempumaan Tata Tertib DPRD adalah bagian penting untuk 

ngembangan metode partisipasi publik dalam pembentukan Perda. 

Ini berarti, perlu penelitian lanjutan untuk mendorong la9i311 lebih dalam 

engenai hagaimana seharusnya jaminan kerangka nonnatif yang lebih baik, utamanya 

lam merespon dinamika partisipasi publik, baik kontrol prosedural maupun kontrol 

bstansial oleh publik. Tentunya, penelitian ini berkontribusi sehagian dalam menjawab 

ses penelitian lebih lanjut, dengan rnengetengahkan varian-varian model serta 

usan-rumusan kctentuan hukum yang lebih mampu menjangkau rasa keadilan bagi 

asyarakat, dalam mendorung proses-proses demokratisasi penyelenggaraan 

erintahan di daerah. 
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